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Corruption does not happen merely , because we have bad people, but
alsobecause we have a bad sy stem (KPK, 2007)

Sistem integritas dirancang untuk memastikan jangan sampai
korupsi dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukuman
setelah korupsi terjadi. Karena itu, pakta integritas sebagai suatu
sistem pencegahan perlu terus dibangun melalui mekanisme
pengawasan dan aturan-aturan main yang membuat ruang untuk
melakukan korupsi menjadi kecil. (Jeremy Pope, 2002).
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bisnis terkait jabatannya, adanya konflik kepentingan, adanya
praktik pemerasan dan budaya premanisme, rendahnya
keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan,
kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan swakelola,
lambatnya penyelesaian pengaduan dan penyelesaian masalah,
kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi kepada
pihak yang terkait, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan
pekerjaan dan lan-lain.

Realitas itulah yang membuat TI Indonesia merasa perlu untuk
mempromosikan Pakta Integritas dan menerapkannya
sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang
dan jasa. Kabupaten Solok, Sumatera Barat dipilih sebagai pilot
proyek kegiatan ini mengingat komitmen pimpinan daerah
setempat yang sangat kuat untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Sebelumnya,
Pemkab Solok telah menerapkan Layanan Publik Bebas KKN
yang disebut dengan Pos Pelayanan Terpadu atau One Gate
Service. Layanan ini mulai efektif berjalan pada 1997
dengan pusat pusat pelayanan di Kantor Pemerintah Kabupaten
Solok, kantor Camat dan kantorWali Nagari se kabupaten Solok.

Persiapan untuk menerapkan Pakta Integritas, telah melibatkan
sejumlah kalangan seperti instansi pemerintah, pengusaha dan
masyarakat. Lokakarya Pengenalan PI dan Perencanaan Strategis
di Solok pada 21-24 Juli 2003 mengawali kegiatan ini.
Dilanjutkan dengan Pelatihan PI dalam PBJ kepada Pemda,
Pelaku Bisnis dan wakil LSM pada 5-7 September 2003; serta
Penyusunan dan Finalisasi Naskah PI pada September—Oktober
2003. Setelah itu, pada 10 November 2003 ditandatangani
dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan itu dihadiri oleh
Deputi IV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Gunawan.
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Kata Pengantar
Mencegah Korupsi Dengan Pakta Integritas

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor terpenting dalam
mengembalikan ekonomi Indonesia yang sempat sekarat. Selama
ini, korupsi telah memberikan dampak negatif pada masyarakat
akibat harga yang menjadi semakin mahal, kualitas pembangunan
yang rendah, menyebabkan prioritas terganggu, dan pengalokasian
sumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunan
sosial dan ekonomi. Apalagi saat ini Indonesia menduduki urutan
kelima sebagai negara terkorup di dunia.

Untuk merevitalisasi ekonomi dan menghapuskan kemiskinan,
Indonesia memerlukan sebuah strategi nasional untuk menghapuskan
korupsi. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat.
Kemudian, elit-elit politik harus mempunyai kemauan politik
untuk melaksanakannya. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat
keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan memberikan
kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Pada upaya melawan
korupsi, seluruh elemen masyarakat harus bekerjasama untuk
membangun kekuatan bersama. Dengan memadukan seluruh kekuatan
ini, lembaga internasional, pemerintah, sektor swasta, dan yang
paling penting masyarakat sipil dapat mengalahkan korupsi.

Salah satu alat yang diperkenalkan oleh Transparency International
(TI) sejak 1990-an adalah Pakta Integritas dalam pengadaan barang
dan jasa. Secara harfiah, Pakta Integritas atau integrity pact terdiri
dari dua kata, pact dan integrity. Pact diartikan sebagai sebuah
kesepakatan. Sedangkan, integrity atau integritas dapat dipahami




sebagai harkat atau martabat. Didalamnya mencakup kejujuran
atau moralitas yang mendorong prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

Secara umum, Pakta Integritas (PI) didefinisikan sebagai sebuah
kesepakatan secara tertulis yang mengikat untuk tidak memberikan,
menerima, suap, hadiah baik langsung maupun melalui perantara
diantara seluruh pihak yang terkait, terutama yang terkait
dalampengadaan barang/jasa publik, serta berjanji untuk menjaga
setiap proses itu secara transparan.

Filosofi dasar PI adalah membuat transaksi bisnis di antara peserta
lelang/kontraktor menjadi lebih fair, tidak diskriminatif, transparan
dan akuntabel. Sedangkan, akses informasi yang terbuka seluas-
luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi seluruh proses
pengadaan barang/jasa publik,menjadi ide dasar lain yang
melatarbelakangi lahirnya Pakta Integritas. Alat ini telah dijalankan di
Italia, Kolumbia, Pakistan, Papua Nugini, dan Korea Selatan. PI juga
telah menjadi diskursus di berbagai negara dan organisasi internasional
seperti: WorldBank, ADB, IFC, UNDP, dan Badan Arbitrase
International Chamber of Commerce;

Sebagai bagian dari jaringan global, TI Indonesia mempunyai
kesempatan untuk membawa keahlian dan pengalaman dari
belahan dunia lain ke Tanah Air sehingga masyarakat kita
dapat belajar dan menggunakan beragam metode dan
pendekatan dalam upaya memberantas korupsi. TI Indonesia
juga telah bekerjasama dengan berbagai kalangan untuk
membangun sebuah pendekatan anti korupsi yang berbasis
pada budaya dan sistem yang kita anut. Termasuk bekerjasama
dengan pemerintah untuk mensukseskan program Rencana

Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009 yang
dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

TI Indonesia juga berupaya memperkenalkan konsep
Pakta Integritas kepada masyarakat Indonesia untuk membantu
meminimalisir praktek suap kepada pejabat yang berwenang.
Di Asia, Indonesia belajar dari Transparency International
Korea Selatan, yang telah memfasilitasi dan memfungsikan
Pakta Integritas di Pemerintah Metropolitan Seoul. Oleh
karena itu TI Indonesia mengundang pimpinan Transparency
International Korea Selatan untuk berbagi pengalaman
dengan para pejabat Indonesia dalam sebuah seminar di awal
November 2002. Saat itu, Bupati Solok Gamawan Fauzi
sempat studi banding ke Korea Selatan, dari pengalaman itulah
dia bersama jajaran Pemda Solok menerapkan Pakta Integritas.

Pakta Integritas di Solok

Selama ini, titik resiko terbesar terjadinya korupsi adalah
dalam pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Jumlah
kebocoran anggaran negara dalam pengadaan ini bisa mencapai
30%. Pemerintah sendiri sudah berusaha menekan terjadinya
KKN dan kebocoran anggaran negara dalam pengadaan
barang/jasa terus melalui Keputusan Presiden No. 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dilaksanakan secara konsisten. Namun demikian
dalam pelaksanaan masih terjadi KKN.

Ada banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya KKN
dalam pengadaan barang/ jasa proyek pemerintah. Antara lain:
masih adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan,
adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yang beraktivitas



Capaian lainnya adalah harga akhir rata—rata dari proyek saat ini
80 % dari HPS yang dibuat oleh Pimpinan kegiatan, tidak berubah
antara sebelum dan sesudah penerapan PI. Namun sejak
dikeluarkannya Keppres 80/2003 yang mengatur tentang PI,
terjadi persaingan bebas dan terbuka antara pelaku usaha di
daerah termasuk di Solok. Sebelumnya, asalkan menyuap, banyak
perusahaan kecil dengan mudah mendapat proyek sehingga bisa
hidup. Saat ini mereka selalu kalah bersaing, banyak para direktur
perusahaan kecil itu berubah hanya menjadi pelaksana proyek
perusahaan besar yang membuka cabang di daerah.

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Pemkab
Solok dalam pelaksanaan Pakta Integritas, TI Indonesia, APPI dan
LSM lain di Solok masih menyayangkan sikap sebagian
besar aparat Pemkab yang belum siap menerapkan PI secara
sungguh-sungguh dan konsisten. Indikasinya masih ada pejabat
daerah yang tidak bersedia memberikan seluruh data dan dokumen
proyek secara lengkap misalnya untuk tahun anggaran 2004.
Mereka masih menganggap dokumen tersebut merupakan
dokumen rahasia, bukan diperuntukkan kepada masyarakat umum.
Uang pelicin juga masih berlaku meskipun jarang ditemukan.

Dari pengawasan yang dilakukan APPI, tiga kasus pengadaan
barang yang berhasil diangkat adalah pembangunan gedung
Convention Hall di Alahan Panjang, proyek pembangunan
saluran air pipa PVC di Muaro Paneh dan proyek jembatan
di Kapalo Banda. Dari tiga kasus proyek tersebut, hanya
kasus pipa PVC yang telah ditindaklanjuti sampai di tingkat
Pengadilan Negeri. Sedangkan yang lain, masih menggantung,
belum ada kejelasan.

Langkah Strategis
Selain Solok, TI Indonesia juga sedang mendorong pelaksanaan
Pakta Integritas di sejumlah daerah. Dalam program mengkampanyekan
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Secara simbolis, Bupati, Wakil Bupati, dan Perwakilan Dinas beserta
Staf Pemda Solok membubuhkan tanda tangan di atas spanduk
bertuliskan "Pakta Integritas Kabupaten Solok". Acara ini juga
dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga yang mendukung prakarsa
ini antara lain TI Indonesia, GTZ-SFGG, Indonesia Procurement
Watch, sejumlah pengurus LSM di Solok, pemuka
masyarakat/agama/adat dan beberapa wartawan baik dari media
cetak maupun elektronik. Dengan penandatanganan ini, Solok
merupakan satu-satu-satunya daerah di Indonesia yang telah
menerapkan Pakta Integritas.

Untuk menindaklanjuti janji itu, Pemkab Solok berusaha
melengkapi sembilan prinsip yang digariskan dalam Pakta
Integritas. Komitmen transparansi dan akuntabilitas diwujudkan
dengan mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi. Disini diatur juga batasan
kerahasiaan. Peran pengawasan dilakukan antara lain oleh:
Lembaga Pengawasan dan Pengaduan Independen

(LPPI), perwakilan TI Indonesia, Aliansi Pendukung Pakta
Integritas (APPI), dan Komisi Pengawas Independen (KPI) untuk
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan juga
Kotak Pos 2004. Ada juga pemberian penghargaan bagi aparatur
atau masyarakat yang berprestasi/ berjasa dalam pelaksanaan
Good Governance, serta pemberian sanksi bagi aparatur yang
melanggar.

Sedangkan untuk meminimalisir korupsi dalam pengadaan barang
dan jasa, diterapkan Sistem Giro to Giro dimana pencairan dana
kepada pihak ketiga tidak lagi dalam bentuk uang kontan, namun
langsung ke giro/ rekening yang bersangkutan. Selanjutnya urusan
administrasi proyek pemerintah hanya sampai pada tingkat Pimke/
Pimpro, dan tidak sampai ikut melibatkan Bupati, Wakil Bupati
dan Sekda. Dibentuk juga Tim Sinergi pada 21 Maret 2005sebagai
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pengganti Musrenbang tingkat Kabupaten. Tim yang berfungsi
untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan.
Kabupaten Solok ini beranggotakan sejumlah kalangan, seperti
pejabat pemerintah, pengusaha, profesional, anggota DPRD,
akademisi, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan Pers.

Pelaksanaan kesepakatan kinerja juga dilakukan secara rutin
antara Bupati dengan Pejabat Eselon II (Dinas, Badan, Kantor)
serta antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahun anggaran
dalam bentuk pernyataan/kesepakatan. Untuk tahun 2006, kontrak
kerja ini ditandatangani pada 2 Agustus 2006 yaitu meliputi
kontrak kerja antara Bupati dengan Pejabat eselon II dan
seterusnya, kontrak kerja antara Bupati dengan DPRD, dan juga
Pakta Integritas atau janji pegawai terhadap kedisiplinan pegawai
oleh PNS secara individu.

Capaian Keberhasilan

Untuk menilai efektivitas penerapan PI di Solok, pada awal
bulan Desember 2004 TT Indonesia pernah melakukan penilaian
(assesment) melalui studi kunjungan lapangan dan wawancara
mendalam kepada pelaku bisnis, masyarakat dan Bupati
beserta aparatur Pemerintah Kabupaten. Hasil temuan dari
assesment itu antara lain, sejak PI diterapkan, rantai birokrasi
dalam penyelesaian dokumen lelang menjadi lebih pendek,
hanya membutuhkan 3 kali tanda tangan saja. Di masa
sebelumnya, paling tidak membutuhkan 13 kali proses
tandatangan.

Proses pencairan dana proyek hanya membutuhkan waktu 1 hari
dan transaksi keuangan lebih aman, karena melalui rekening antar
Bank. Sebelumnya pencairan dana proyek berliku-liku, tidak efisien
dan akuntabilitasnya rendah. Bagian keuangan pemda biasanya
menyerahkan cek kepada bendahara kontraktor untuk
dicairkan ke Bank yang ditunjuk. Administrasi surat menyurat

proyek juga semakin rapi. Setiap surat yang masuk cepat mendapatkan
jawaban. Tidak seperti sebelumnya, hampir setiap surat yang masuk,
tidak segera mendapat jawaban, bahkan sering tidak jelas di mana
surat disimpan dan diarsipkan.

Permintaan di luar ketentuan biaya resmi seperti uang rokok oleh
aparat pemda, anggota dewan, kepolisian sudah mulai berkurang.
Para kontraktor bahkan dengan tegas berani menolak permintaan
tersebut. Padahal sebelum PI diterapkan permintaan dana taktis
sering terjadi, dan selalu dipenuhi demi mendapatkan proyek
berikutnya. Persaingan usaha menjadi lebih fair. Semua proyek
dengan nilai diatas 50 juta dilakukan melalui tender terbuka.
Perilaku menyimpang, seperti tender arisan banyak berkurang.
Sehingga berbagai penyimpangan pekerjaan proyek yang sering
terjadi dimasa lalu juga telah berkurang.

Sebelumnya laporan pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor selalu
ditolak, karena dinilai salah oleh pengawas. Kalau laporan disertai
dengan uang pelicin, laporan itu baru bisa dianggap benar dan
diterima oleh pengawas. Hal itu mengakibatkan kontraktor lebih
senang memberikan sejumlah dana kepada pengawas
untuk membuatkan laporan proyek, sehingga dana proyek termin
berikutnya lebih cepat cair meskipun pekerjaan itu sesungguhnya
belum selesai. Bahkan ada pula, laporan pengawas yang
dikerjakan dari belakang meja.

Saat ini aktivitas pengawasan sesungguhnya masih lemah,
tetapi “pemerasan” telah jauh berkurang, praktek KKN
juga berkurang Laporan dikerjakan sendiri oleh kontraktor, pengawas
hanya mencocokkan dengan kondisi lapangan, jika sesuai, pengawas
menanda tangani laporan tersebut. Sebaliknya jika tidak sesuai
dengan keadaan lapangan, laporan tidak ditandatangani sehingga
dana berikutnya ditangguhkan. Dengan sendirinya pekerjaan dilakukan
dengan benar, kualitas proyek makin meningkat, karena makin
baiknya pengawasan.



sistem integritas nasional untuk memerangi korupsi, PI telah
diperkenalkan di sejumlah daerah / kota yakni Dharmasraya,
Semarang, Probolinggo, Grobogan, Balikpapan, Makassar,
Banjarbaru dan Gorontalo. Disana, dukungan masyarakat sipil,
pejabat dan pengusaha telah diperkuat untuk mendorong
terwujudnya pulau-pulau integritas.

Sejumlah kegiatan persiapan untuk pelaksanaan PI di tujuh daerah
itu sudah dilakukan. Di Banda Aceh dan Aceh Barat sudah dibentuk
tim persiapan Pakta Integritas. Seorang calon kepala daerah Bireuen
dalam Pilkada Juni 2007 lalu yang terpilih, bahkan telah
menandatangani janji integritas yang salah satu komitmennya akan
menerapkan Pakta Integritas jika terpilih. Sebelumnya Komite
Pemilihan Indonesia (KIP) Bireuen juga telah menerapkan Pakta
Integritas di lembaga penyelenggara Pemilu lokal itu. Terakhir
pemerintah kota Banjarbaru, Kalsel berhasil mendeklarsikan dan
menandatangani Pakta Integritas pada 20 April 2007 lalu, yang
mengadopsi sembilan prinsip Pakta Integritas secara lengkap.

Ke depan, TI Indonesia masih melanjutkan program Membangun
Pulau-Pulau Integritas. Sebagai langkah awal, telah dilakukan
aktivitas penilaian untuk menetapkan wilayah kerja baru. Belajar
dari pengalaman sebelumnya, factor kunci untuk menentukan
penerapan Pakta Integritas adalah komitmen pimpinan daerah.
Sekuat apapun dorongan dari elemen lain (pelaku usaha dan
masyarakat), akan menjadi mentah ketika komitmen pimpinan
daerah lemah. Komitmen itu dapat dilihat dari inovasi yang
dilakukan dalam lingkungan birokrasi daerah.

Assesment itu telah dilakukan dari Mei-Juni 2007, hasil ditemukan
sejumlah wilayah yang potensial untuk menerapkan Pakta Integritas,
yakni Sumatera Barat (Dharmasraya,), Sulawesi Selatan (Kota
Makassar), Gorontalo (Kab. Gorontalo), Jawa Tengah (Kota
Semarang, Grobogan), Jawa Timur (Kota Probolinggo), Banten
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(Lebak), Kalimantan Timur (Kota Balikpapan) dan Kalimantan
Selatan (Kota Banjarbaru). Sebagian besar di daerah itu, kini
sudah mempersiapkan dan mendeklarasikan penerapan Pakta
Integritas di daerah/ kota itu.

Selain bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota, kami berupaya untuk membangun pulau-pulau integritas
di Instansi Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Kami pernah membantu manajemen PT Angkasa Pura
IT untuk membangun sistem pencegahan korupsi dalam pengadaan
barang dan jasa melalui penerapan Pakta Integritas. Kini, kami
sedang mencoba bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk
penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan logistik pada Pemilu
2009 ini.

Sesuai rencana strategis 2003-2009, selain Pakta Integritas,
TI Indonesia terus berupaya mendorong terbangunnya sistem
integritas nasional dengan mempromosikan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana publik; mempromosikan
integritas proses politik; mempromosikan pulau-pulau integritas
di sektor publik; serta melakukan pengukuran korupsi.

Dalam rangka pendidikan anti korupsi, kami juga merespons
issu dan masalah korupsi terkini; meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pencegahan korupsi melalui alat multimedia;
serta menerbitkan dan memproduksi bahan—bahan kampanye
anti-korupsi. Penerbitan laporan dalam bentuk buku ini
diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran bagi
daerah-daerah lain yang akan menerapkan Pakta Integritas,
serta masukan bagi upaya-upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Rizal Malik,
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

MEMBANGUN
SISTEM INTEGRITAS



Sistem integritas adalah sebuah kerangka checks and balances
untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan korupsi pada
kepentingan publik, dan untuk menciptakan lingkungan yang
dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh
pejabat publik.

Sumber: Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi:
Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta.

Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, filosofi
dasar Pakta Integritas adalah bagaimana membuat transaksi bisnis
dalam pengadaan barang dan jasa publik berjalan secara transparan
dan akuntabel. Upaya ini terutama didasarkan atas fakta bahwa
titik resiko terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,
terutama yang berasal dari proyek pemerintah terbilang sangat
tinggi. Selama ini, jumlah kebocoran anggaran negara dalam
pengadaan barang dan jasa saja diperkirakan mencapai lebih dari

30 persen

Kenyataan itulah, antara lain yang mendorong Transparency
International (TI) Indonesia bekerjasama dengan German
Technical Cooperation (GTZ) dan kemudian dilanjutkan dengan
Partnership for Goverment Reform (PGR) merasa perlu untuk
mempromosikan Pakta Integritas sebagai salah satu fools untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kabupaten
Solok, Sumatera Barat kemudian dipilih sebagai program

21ni antara lain pernah disinyalir Prof. Dr. Soemitro Joyohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia
yang menyebutkan bahwa angka kebocoran anggaran negara dapat mencapai sekitar 35 persen.
Sementara Kwik Kian Gie, bahkan menyebut angka kebocoran itu hingga 40 persen. Lebih rinci
mengenai hal ini dapat disimak pada: http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php

MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS

Sebuah Program Percontohan

Reformasi 1998 telah melahirkan semangat baru dalam kehidupan
kebangsaan dan wacana politik ketatanegaraan. Meningkatnya
ruang kebebasan telah mendorong pudarnya sentralisme politik
yang sekaligus diikuti dengan menguatnya desentralisasi dalam
beragam wujudnya. Namun demikian, desentralisasi politik yang
kurang terkendali telah menciptakan ‘kekacauan’ tersendiri di
tengah hiruk-pikuknya geliat politik lokal.

Karenanya, desentralisasi politik tidak saja mendorong demokratisasi
di tingkat lokal, namun di sisi lain juga turut mendorong munculnya
resentralisasi di tingkat lokal. Pergeseran wewenang pemerintah
yang sudah terjadi melalui otonomi daerah, misalnya, di beberapa
daerah justru terbukti telah menyebabkan terjadinya cultural shock
di kalangan pejabatnya.

Karena itulah desentralisasi politik dan proses demokratisasi di
tingkat lokal perlu terus dikawal. Diterapkannya Pakta Integritas
di Kabupaten Solok merupakan salah satu bentuk upaya
‘pengawalan’ proses politik di tingkat lokal. Pakta integritas
merupakan sebuah alat yang dimaksudkan untuk pencegahan
penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, terutama terhadap
praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui
Sistem Integritas. Menurut Jeremy Pope, tujuan pokok
pembangunan Sistem Integritas adalah untuk membuat tindak
korupsi menjadi suatu tindakan yang mempunyai ‘risiko tinggi’



dan memberi ‘hasil sedikit’. Sistem Integritas dirancang untuk
memastikan jangan sampai korupsi dapat terjadi,
bukanmengandalkan sanksi hukuman setelah korupsi terjadi. Sistem
Integritas adalah sebuah kerangka checks and balances untuk
menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas
keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Penjelasan lebih rinci
mengenai sistem integritas dan urgensinya dalam memerangi

masyarakat. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk
memperkirakan besar kerugian yang ditimbulkan korupsi dan
untuk memahami bahwa tidaklah mungkin menghilangkan
korupsi sampai ke akar-akarnya dalam sekali pukul. Dari sisi
berbagai situasi yang ada, memberantas korupsi sampai ke
akar-akarnya jika ini memang dapat dilakukan akan menelan

praktik korupsi dapat disimak pada box berikut.!

Mengapa “‘Sistem Integritas” diperlukan?

Dalam teori, korupsi dapat dijinakkan secara otoriter dan
dengan menggunakan kekuasaan diktator, namun kenyataan
bahwa tata pemerintahan totaliter pada akhirnya selalu
terperosok ke jurang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,
menunjukkan bahwa mengurangi korupsi dengan tangan besi
tidak akan membawa hasil yang tahan lama. Memperkenalkan
integritas nasional di semua lapisan masyarakat sangat penting
bagi proses reformasi yang berkelanjutan. Dengan
meningkatkan integritas nasional, korupsi dapat dikurangi;
pendekatan ini sangat penting jika diinginkan bahwa upaya-
upaya lain untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan
adil tidak terhambat.

Korupsi perlu diberantas untuk mencapai tujuan yang lebih
luas, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil,
dan efisien. Aktivitas anti-korupsi tidak hanya menaruh
perhatian pada korupsi itu sendiri tetapi juga dampaknya pada

1 Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas
Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

banyak biaya atau akan terlalu luas dan berat.

Korupsi sudah ada sejak manusia ada, dan paling banyak yang
kita harapkan adalah membatasi praktik-praktik korupsi sampai
ke tingkat yang dapat diterima. Dalam beberapa hal, kebebasan
mengambil keputusan dalam birokrasi diperlukan agar tata
kelola pemerintahan dapat berjalan efektif, sedangkan
menegakkan hukum dengan lebih tegas yang dapat membuat
orang jera mungkin terlalu mahal untuk dilakukan. Juga penting
bagi kita untuk menyadari bahwa kebijakan-kebijakan anti-
korupsi tertentu tidak akan menghasilkan apa-apa bila
dilaksanakan dalam isolasi.

Selain itu, lingkup sosial yang lebih luas akan menentukan
dampak dari berbagai kebijakan. Karena itu, tujuan yang
hendak dicapai bukanlah mewujudkan kejujuran mutlak atau
obat mujarab sekali pakai lantas sembuh, tetapi meningkatkan
kejujuran atau integritas dalam tata pemerintahan secara
keseluruhan. Untuk memusatkan perhatian pada mengapa dan
dimana korupsi merajalela, serta untuk menciptakan sistem
dan prosedur yang dirancang khusus untuk mencegah dan
menghambat perkembangan korupsi. Proses ini sendiri harus
memiliki integritas dalam dirinya. Nilai-nilai lain harus
dihormatinya, dan kepentingan-kepentingan yang beraneka
ragam harus diselaraskan. ...




juga berkurang. Laporan dikerjakan sendiri oleh kontraktor,
pengawas hanya mencocokkan dengan kondisi lapangan, jika
sesuai, pengawas menandatangani laporan tersebut. Sebaliknya
jika tidak sesuai dengan keadaan lapangan, laporan tidak
ditandatangani sehingga dana berikutnya ditangguhkan. Dengan
sendirinya, ketika pekerjaan dilakukan dengan benar, kualitas
proyek makin meningkat, karena semakin baiknya pengawasan.
Selain itu, tentu masih ada beberapa capaian lainnya yang masih
perlu dilihat perkembangannya.

Selain kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Solok dalam
pelaksanaan Pakta Integritas, memang masih ada juga sejumlah
catatan miring. Selain masih lemahnya pengawasan masyarakat,
tampak pula bahwa sebagian besar aparat Pemda belum siap
sepenuhnya dalam menerapkan Pakta Integritas secara sungguh-
sungguh dan konsisten. Indikasinya masih adanya upaya menutupi
data dan dokumen proyek secara lengkap misalnya untuk tahun
anggaran 2004. Mereka masih menganggap dokumen tersebut
merupakan dokumen rahasia, tidak menganggap itu sebagai
dokumen publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum.
Sementara dalam beberapa kasus, uang pelicin juga masih berlaku
meskipun sudah jarang ditemukan.

Kini, setelah Pakta Integritas di Kabupaten Solok berjalan kurang-
lebih empat tahun, perlu ada semacam refleksi dan evaluasi.
Sebagai lembaga yang turut memprakarsai sejak awal, TI Indonesia
berkepentingan untuk melakukan penilaian secara obyektif dan
independen mengenai capaian pelaksanaan Pakta Integritas di
Kabupaten Solok. Penilaian yang kritis dan menyeluruh ini
terutama untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan Pakta
Integritas di Kabupaten Solok ini sesuai dengan target awal yang
direncanakan. Refleksi dan evaluasi ini juga mencoba menelisik

percontohan mengingat komitmen pimpinan daerah setempat
yang sangat kuat untuk mewujudkan good governance.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok juga telah menerapkan
jasa Layanan Publik Bebas KKN yang disebut dengan Pos
Pelayanan Terpadu atau One Gate Service. Layanan ini mulai
efektif berjalan pada 1997 dengan pusat-pusat pelayanan di
kantor Kabupaten Solok, kantor-kantor kecamatan dan Wali
Nagari se Kabupaten Solok.

Sejak awal perencanaannya, Pakta Integritas di Kabupaten Solok
telah melibatkan sejumlah kalangan seperti instansi pemerintah,
kalangan dunia usaha serta organisasi masyarakat sipil dan
masyarakat umumnya. Dalam rangkaian awalnya, pernah
diselenggarakan lokakarya pengenalan Pakta Integritas dan
perencanaan strategis di Kabupaten Solok pada 21-24 Juli 2003.
Disusul dengan pelatihan Pakta Integritas dalam pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Pemda, pelaku bisnis dan wakil dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 5-7 September 2003;
serta penyusunan dan finalisasi naskah pakta integritas pada
September—Oktober 2003. Setelah itu, pada 10 November 2003
dokumen Pakta Integritas secara resmi ditandatangani.

Penandatanganan Pakta Integritas di Kabupaten Solok dilakukan
secara langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan perwakilan Kantor
Dinas beserta jajaran staf Pemda Kabupaten Solok di atas spanduk
putih bertuliskan "Pakta Integritas Kabupaten Solok". Acara ini
juga dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga yang mendukung
prakarsa ini antara lain Tranparency International (TI) Indonesia,
GTZ-SFGG, Indonesia Procurement Watch (IPW), sejumlah
pengurus LSM, pemuka masyarakat/ agama/adat dan beberapa
wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Dengan



penandatanganan ini, Kabupaten Solok merupakan daerah pertama
di Indonesia yang telah menerapkan Pakta Integritas.

Komitmen transparansi dan akuntabilitas itu diwujudkan dengan
mengeluarkan Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi. Peraturan ini menjadi payung hukum dalam
pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, melengkapi
sembilan prinsip yang digariskan dalam Pakta Integritas. Sembilan
prinsip pakta integritas itu meliputi: komitmen anti-korupsi dari
pemerintah, komitmen anti-korupsi dari pihak swasta, komitmen
pemerintah dan swasta terhadap partisipasi masyarakat,
berfungsinya lembaga pemantau independen, adanya mekanisme
pengaduan, mekanisme resolusi konflik, perlindungan saksi,
penerapan hukuman dan pemberian penghargaan, serta
kesepakatan mengenai batasan rahasia.3

Untuk meminimalkan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,
Pemda Kabupaten Solok juga telah menerapkan sistem Giro to
Giro dimana pencairan dana proyek kepada pihak ketiga tidak
lagi dalam bentuk uang segar (fresh money), namun langsung ke
giro/rekening yang bersangkutan. Selanjutnya urusan administrasi
proyek pemerintah hanya sampai pada tingkat Pimpinan Proyek
(Pimpro), dan tidak sampai ikut melibatkan Bupati, Wakil Bupati
dan Sekda. Dibentuk juga Tim Sinergi pada 21 Maret 2005 sebagai
pengganti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
tingkat kabupaten. Tim yang berfungsi untuk menentukan skala
prioritas dalam pembangunan Kabupaten Solok ini beranggotakan
sejumlah kalangan, seperti kalangan pejabat pemerintah,
pengusaha, profesional, anggota DPRD, akademisi, aktivis LSM,
tokoh masyarakat, dan pers.

3 Lebih rinci mengenai hal ini dapat disimak pada http://www.ti.or.id/tools/24/.

Selain itu, pelaksanaan kesepakatan kinerja juga dilakukan cukup
rutin antara Bupati dengan Pejabat Eselon II (Dinas, Badan,
Kantor) serta antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahun
anggaran dalam bentuk pernyataan/kesepakatan. Untuk tahun
2006, kontrak kerja ini ditandatangani pada 2 Agustus 2006 yaitu
meliputi kontrak kerja antara Bupati dengan Pejabat Eselon 11
dan seterusnya, kontrak kerja antara Bupati dengan DPRD, dan
juga Pakta Integritas atau kesepakatan kejujuran yang merupakan
janji pegawai terhadap aturan kedisiplinan pegawai oleh seluruh
PNS secara individu.

Pada awal Desember 2004, setelah Pakta Integritas ini berjalan
kurang lebih setahun, pernah diadakan evaluasi untuk menilai
sejauh mana efektivitas penerapan Pakta Integritas di Kabupaten
Solok. Hasil evaluasi itu memperlihatkan adanya sejumlah
kemajuan yang dapat dicatat, meskipun masih ditemukan pula
berbagai kekurangan di sana-sini.

Hasil temuan itu antara lain, sejak Pakta Integritas diterapkan,
rantai birokrasi dalam penyelesaian dokumen lelang menjadi
lebih pendek, hanya membutuhkan 3 kali tanda tangan. Padahal,
di masa sebelumnya, paling tidak membutuhkan 13 kali proses
tandatangan. Demikian pula dalam proses pencairan dana proyek,
kini hanya membutuhkan waktu 1 hari dan transaksi keuangan
lebih aman, karena melalui rekening antar-bank. Administrasi
surat menyurat proyek juga semakin tampak rapi. Sementara itu,
permintaan di luar ketentuan biaya resmi oleh aparat Pemda,
anggota DPRD, polisi, dan pejabat lainnya sudah berkurang. Para
kontraktor bahkan dengan tegas berani menolak permintaan
tersebut.

Saat itu aktivitas pengawasan sesungguhnya masih lemah, tetapi
“pemerasan” telah jauh berkurang, praktik KKN



sumber-sumber yang ada (interpretasi), ketiga, pengujian terhadap
sumber melalui analisis, dan keempat, perumusan hasil penelitian
(konklusi).?

Karena keterbatasan waktu, tenaga, kesempatan, dan keterbatasan
lainnya, penulisan buku ini juga membatasi diri pada ruang
lingkup tertentu, baik dari segi cakupan wilayah maupun konten
issunya. Dari segi wilayah, bahasan buku ini hanya mengkhususkan
penelitiannya di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Demikian halnya dari sisi konten issunya, meski Pakta Integritas
melingkupi persoalan yang beragam, namun bahasan buku ini
akan lebih fokus pada Pakta Integritas dalam kaitannya dengan
pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah.”

Sistematika penyajian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, uraian pokok bahasan

pada buku ini disusun dan disajikan dengan sistematika sebagai

berikut:

- BabI Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan penulisan,
metode dan ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

- Bab II Kabupaten Solok selayang pandang, berisi uraian
singkat tentang letak dan potensi daerah Kabupaten Solok,
serta sejarah pemerintahan Kabupaten Solok.

8 Koentjaraningrat, ibid.

9 Perangkat legislasi dasar yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Keppres No. 80
Tahun 2003. Mengingat pentingnya persoalan ini serta situasi dan kondisi yang terus berkembang, Keppres ini
secara terus-menerus mengalami beberapa kali penyempurnaan. Hingga buku ini ditulis, perubahan Keppres
No.80 Tahun 2003 sudah dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu melalui: Peraturan Presiden RI No.61 Tahun
2004, Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2005, Peraturan Presiden
RI No.8 Tahun 2006, Peraturan Presiden RI No.79 Tahun 2006, Peraturan Presiden RI No.85 Tahun 2006, dan
Peraturan Presiden RI No.95 Tahun 2007. Namun begitu, untuk keperluan teknis dalam tulisan ini cukup disebut
Keppres No. 80 Tahun 2003 saja. Ini berarti bahwa referen yang diacu adalah Keppres No. 80 Tahun 2003
beserta seluruh aturan perubahannya.

mengenai apa yang sudah tercapai dan apa yang belum dicapai,
apa yang harus dipertahankan dan apa pula yang masih perlu
ditingkatkan, serta mencoba mengungkap pembelajaran terpenting
(lesson lerning) dari penerapan Pakta Integritas di Kabupaten
Solok dan kemungkinan untuk diterapkan di daerah/ kota lain.

Pentingnya Pembelajaran

Setiap kegiatan penulisan pasti memiliki target dan tujuan yang
diharapkan. Ini penting karena tujuan penulisan ini akan
membimbing ke arah mana tulisan ini akan diorientasikan.

Secara umum, ada tiga tujuan penulisan buku ini. Pertama,
mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan
proses, dinamika dan capaian pelaksanaan Pakta Integritas di
Kabupaten Solok, baik melalui studi pustaka maupun studi
lapangan. Kedua, menuliskan hasil studi tersebut dalam bentuk
sebuah buku yang menggambarkan best practice pelaksanaan
Pakta Integritas di Kabupaten Solok, serta menggali berbagai
pelajaran yang bisa diperoleh darinya. Ketiga, tersedianya laporan
pembelajaran yang memadai tentang hasil capaian pelaksanaan
Pakta Integritas di Kabupaten Solok dan diharapkan dapat menjadi
bahan pembelajaran bagi daerah lainnya sebagai dasar untuk
melakukan replikasi program.

Memecahkan Masalah

Pada dasarnya, sebuah penelitian apa pun nama dan bentuknya,
pasti bertujuan dan berorientasi untuk memecahkan masalah.
Oleh karena itu, diperlukan cara tertentu atau metode yang
dipergunakan dalam proses pencapaiannya sehingga diperoleh
hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Fuad Hassan
dalam Koentjaraningrat menyatakan bahwa metode berarti cara



kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu
tertentu. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian
dengan objek studi. Pada prinsipnya, metode adalah cara kerja
untuk memahami objek suatu penelitian *

Sebagai sebuah penelitian sederhana, penulisan buku ini
menggunakan metode studi kasus (case study) yang menekankan
pada pendekatan yang menyeluruh (holistic approach) dengan
penggalian data dan informasi yang berhubungan dengan aspek-
aspek permasalahan secara mendalam. Menurut Vredenberg, studi
kasus memainkan peranan penting dalam menciptakan dan
mengembangkan hipotesis serta pengetahuan yang mendalam
mengenai objek walaupun berawal dari dasar yang sempit. Akan
tetapi data dan informasi dapat diseleksi dan diverifikasi sesuai
dengan topik dan tujuan penulisan .

Untuk mendapatkan data-data dan informasi tersebut, pertama-
tama dilakukan studi meja atau studi kepustakaan (library research)
dari sumber-sumber acuan yang relevan, baik berupa buku-buku,
makalah, laporan, maupun brosur-brosur resmi lembaga. Studi
meja dilakukan mulai 28 Februari — 8 Maret 2008 dengan referensi
utama literatur yang berhubungan dengan isu-isu anti-korupsi,
transparansi, dan kepemerintahan yang bersih dimana pakta
integritas termasuk di dalamnya. Namun, acuan pokok yang
menjadi sumber primer dalam penulisan buku ini adalah hasil
wawancara dengan beberapa narasumber (informan)?¢

4 Hassan, Fuad, 1977. “Beberapa Azas Metodologi Ilmiah”, dalam Koentjaraningrat (Ed.), Metode-

Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

5 Vredenberg, dalam Koentjaraningrat, Ibid.
6

Narasumber yang menjadi informan penulisan buku ini adalah semua stakeholder yang terlibat
dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pakta integritas di Kabupaten Solok.
Mereka berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari kalangan pemerintah, pengusaha, dan kalangan
masyarakat sipil. Daftar informan keseluruhan dapat disimak dalam lampiran-1.

Menurut Kerlinger, beberapa aspek informasi yang tidak dapat
didokumentasi, maka penggunaan sumber lisan melalui wawancara
sangat diperlukan. Menurutnya, wawancara atau interview
merupakan cara yang paling tepat dan berguna dalam penelitian
ilmu sosial, karena dengan wawancara, peneliti akan memperoleh
data yang lebih konkret dan dapat memberi keuntungan tambahan
(value added) yang tidak bisa didapat dengan sekadar membaca’

Data-data dan informasi lainnya diperoleh dari studi lapangan
dan riset dokumen, terutama menyangkut beberapa aturan
perundang-undangan yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan pakta integritas. Data-data tersebut kemudian
diperbandingkan dengan kasus-kasus aktual yang terjadi berkenaan
dengan penerapan pakta integritas di Kabupaten Solok. Komparasi
data juga dilakukan dengan sumber-sumber informasi sekunder
lainnya. Data sekunder bisa berupa berita media massa, terutama
informasi dari media lokal, serta data lain yang ditemukan secara
langsung dalam realitas sosial kehidupan masyarakat. Data
sekunder juga bisa berupa tulisan artikel, opini, pemberitaan
media massa, makalah seminar, maupun pendapat-pendapat umum
yang berkembang (public opinion) yang dapat diterima oleh
masyarakat luas.

Untuk menganalisis data yang sudah ada, digunakan metode
komparatif (comparative study) dan metode analisis isi (content
analysis) dengan mengidentifikasi dan mengkomparasikan data-
data sehingga dapat menghasilkan suatu konklusi yang logis.
Menurut Koentjaraningrat, pola seperti ini sesuai dengan langkah-
langkah metode penelitian, yakni: pertama, memperoleh sumber
melalui observasi (seleksi sumber), kedua, telaah khusus terhadap

7 Kerlenger, N Fred, 1973. Foundation of Behavioral Research, New York University Press, New York




- Bab IIT Membangun tatakelola pemerintah yang baik, berisi
uraian tentang visi-misi Kabupaten Solok, inovasi pemerintah
Kabupaten Solok dalam tata kelola pemerintahan, serta
deklarasi Pakta Integritas dalam konteks pelaksaan tata
kelolapemerintah yang baik di Kabupaten Solok.

- Bab IV Capaian pelaksanaan Pakta Integritas, berisi tentang
reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, praktik lelang
proyek pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat.

- Bab V Refleksi empat tahun Pakta Integritas, berisi tentang
berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Pakta
Integritas, serta arah dan agenda yang disiapkan ke depan.

- Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan pembelajaran yang
didapat, serta rekomendasi.

Buku ini juga memuat daftar pustaka, daftar informan dan
lampiran-lampiran lainnya yang menginventarisir sumber acuan
yang digunakan dalam proses penulisan.



BAB 1l

KABUPATEN SOLOK
SELAYANG PANDANG



Beras yang dihasilkan oleh persawahan di Kabupaten Solok sudah
lama terkenal ke seluruh penjuru. Beras yang dikenal dengan
nama “Bareh Solok™ ini memiliki rasa yang enak dan bau yang
wangi. Bareh Solok ini juga merupakan salah satu tulang punggung
perekonomian rakyat di daerah ini dari dahulu. Selain Bareh
Solok, wilayah Kabupaten Solok yang sebagian besar berupa
dataran tinggi dan pegunungan juga merupakan lahan yang subur
untuk berbagai macam komoditi pertanian dan perkebunan.
Dibantu dengan teknologi pertanian yang tepat guna, komoditi
komoditi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian
rakyat serta bisa menjadikan Kabupaten Solok sebagai sentra
agro industri. Beberapa komoditi unggulan Kabupaten Solok,
antara lain: markisa, jagung andalas, buah matoa, limau kacang,
dan strawberry.

Komoditi lainnya yang menjadi andalan bagi Kabupaten Solok
adalah ikan Bilih (Mystacoleuseus padangensis). Ikan Bilih adalah
ikan endemik yang tidak ditemukan di manapun kecuali di danau
Singkarak. Ikan ini berwarna keperakan, mengkilap serta tidak
bersisik. Kalau digoreng garing, rasanya sangat gurih dan enak.
Karena permintaan akan ikan ini begitu tinggi, berdasarkan data
tahun 1997, stok ikan bilih yang tersedia hanya tinggal sekitar
542,56 ton. Sementara yang sudah dieksploitasi sekitar 416,90
ton (77,84 persen) sehingga sebenarnya telah terjadi kondisi
overfishing sehingga kini populasinya makin menurun dan bahkan
terancam punah.

Kecemasan akan kepunahan ikan khas danau Singkarak ini
membuat Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS, peneliti dan pakar perikanan
dari Universitas Bung Hatta Padang turut prihatin. Hafrijal
kemudian melakukan penelitian untuk menangkar bibit ikan bilih.
Setelah melalui banyak penelitian dan percobaan, akhirnya pada

KABUPATEN SOLOK SELAYANG PANDANG

Kabupaten Solok merupakan salah satu dari sekian daerah yang
sudah dikenal dalam upaya penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Tidak sedikit daerah kabupaten/kota
di Indonesia yang melakukan studi banding mengenai tata kelola
pemerintahan yang baik ke Kabupaten Solok. Menurut laporan
KPK, Kabupaten Solok bahkan sudah merintis praktik-praktik tata
kelola pemerintahan yang baik sejak tahun 1997!°Beberapa kegiatan
yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka
penerapan good governance antara lain: Pos pelayanan satu pintu
(Posyantu), pola partisipatif, dana bergulir (revolving fund), LAKIP,
anggaran berbasis kinerja, dan pakta integritas.

Uraian dalam buku ini secara spesifik hanya akan membahas Pakta
Integritas sebagai salah satu model upaya tata kelola pemerintahan
yang baik yang sudah dijalankan di Kabupaten Solok sejak 2003.
Namun sebelum mengelaborasi secara lebih rinci mengenai
penerapan Pakta Integritas, kami memandang perlu untuk mengulas
kondisi Kabupaten Solok secara selayang pandang. Meskipun
informasi ini tidak berkorelasi secara langsung dengan Pakta
Integritas, namun sedikit-banyak akan memperkuat ilustrasi dalam
bahasan pada bab-bab berikutnya.

10 Aida Ratna Z dan Niken Ariati, 2006. Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Melaksanakan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Jakarta.



Potensi Daerah

Apabila kita menyimak peta Sumatera dan melakukan scaling
up di wilayah Sumatera Barat, maka akan tampak bahwa
Kabupaten Solok terletak antara 01° 20' 27" lintang selatan - 01°
21'39" lintang selatan dan 100° 25' 00" sampai 10° 33' 43" bujur
timur. Kabupaten Solok saat ini memiliki luas wilayah 3.738
km?. Luas daerah Kabupaten Solok ini mengecil hampir
setengahnya, yaitu dari 7.084 km? pada tahun 1997, ketika
Kabupaten Solok masih belum dimekarkan.

Meskipun perubahan geografis tersebut tidak memiliki hubungan
langsung dengan penerapan good governance, namun dengan
perubahan luas wilayah itu, setidaknya juga mengubah batas-
batas wilayah Kabupaten Solok dari batas-batas wilayah
sebelumnya. Batas-batas wilayah Kabupaten Solok saat ini adalah
sebagai berikut:

* Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar.

* Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan.

* Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
dan Kota Padang.

* Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya,
Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Secara umum, Kabupaten Solok merupakan daerah beriklim tropis
dengan temperatur bervariasi antara 12° C hingga 30° C. Ketinggian
daerah berkisar antara 329 sampai 1.700 meter di atas permukaan
laut. Daerah dengan ketinggian antara 300 sampai 500 meter di atas
permukaan laut meliputi sekitar 37%, kawasan yang berada pada
ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 34% dan kawasan yang
berada pada ketinggian 1.000 sampai 1.700 meter meliputi sekitar
29% dari luas keseluruhan Kabupaten Solok. Elemen Topografi yang
paling menonjol dari Kabupaten Solok adalah danau. Kabupaten Solok
mempunyai lima buah danau yaitu danau Singkarak (1.129,29 Ha),
danau Diatas (17,19 Ha), danau Dibawah (16,83 Ha), danau Talang
(1,9 Ha) dan danau Tuo (1,5 Ha). Perbedaan cukup tajam antara satu
kawasan dengan kawasan lainnya membuat kondisi sumber daya alam
saling berbeda."

A. Sumber daya alam

Dilihat dari komposisi lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten
Solok berstatus hutan negara dan hutan lindung. Hanya 10,60%
dari luas wilayah yang berstatus hutan rakyat, 8,30 % areal
perladangan dan perkebunan rakyat dan 6,70% lahan perusahaan
perkebunan.

Dari keseluruhan luas wilayah, 4,70% diantaranya adalah sawah
dan merupakan areal persawahan yang terluas di Sumatera Barat.
Areal sawah terluas terdapat di Kecamatan Gunung Talang, diikuti
oleh Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi. Ini menjadikan
Kabupaten Solok sebagai sentra produksi padi di provinsi Sumatera
Barat.

11 Deskripsi berikutnya mengenai sub-bab ini sebagaian besar dikutip dan diadaptasi dari situs resmi
pemerintah daerah Kabupaten Solok di: http:/www.solok.go.id/HTML/selayangpandang.html




Bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi sebelumnya,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok memang mengalami
kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun demikian,
yang memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah keluarga
miskin. Padahal, salah satu indikator keberhasilan good governance
adalah penurunan angka kemiskinan. 'Dosen FISIP-Universitas
Andalas, Padang, Sumatera Barat, Edi Indrizal, menilai kondisi
ini sebagai sesuatu yang ironis. Menurut Edi, pelaksanaan program
pakta integritas yang dipromosikan pemerintah Kabupaten Solok
seharusnya punya dampak pada peningkatan kesejahteraan. “Sudah
semestinya ketika integritas dan transparansi di kedepankan, juga
dengan penegakan good governance itu seharusnya
berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,”
ujarnya.’

Sejarah pemerintahan

Secara historis, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan UU No.
12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom dalam
lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Undang-undang ini
menyebutkan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Solok berada
di Solok, salah satu nagari dalam Kabupaten Solok. Namun, pada
tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok ini berubah status menjadi
Kotamadya, sehingga pusat pemerintahan Kabupaten Solok berada
dalam wilayah pemerintahan Kotamadya Solok!*

Secara berangsur angsur kemudian pusat pemerintahan Kabupaten
Solok "digeser" ke Koto Baru, Kecamatan Kubung. Namun seiring

12Aida Ratna Z dan Niken Ariati, 2006. Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam
Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

13 Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.

14Deskripsi berikutnya mengenai sub-bab ini dikutip dan diadaptasi dari situs Wikipedia-Indonesia:
WIB, Minggu, 18 Mei 2008.

tahun 2001 ia berhasil melakukan pembenihan secara terkontrol
di laboratorium dan pembesaran di dalam reservat buatan, sehingga
benih yang dihasilkan dapat ditebar kembali ke danau Singkarak.
Dengan hasil ini kelestarian ikan bilih diharap dapat dipertahankan.
Begitu juga keberlanjutan penangkapan ikan bilih yang merupakan
salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di sekitar danau
Singkarak dapat dilakukan.

Potensi alam lainnya yang cukup menjanjikan adalah dari sektor
pariwisata. Kabupaten Solok yang dikenal dengan sebutan ”Solok
nan Indah”, memiliki objek dan daya tarik wisata yang beragam
baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Di
Kabupaten Solok sedikitnya terdapat 125 objek wisata terdaftar,
yang terdiri dari wisata alam sebanyak 62 objek, wisata budaya
36 objek dan wisata sejarah 27 objek. Potensi wisata Kabupaten
Solok yang begitu besar merupakan tantangan dan peluang untuk
para investor untuk menggarap kekayaan alam, sejarah dan budaya
ini sehingga semua potensi yang ada bisa dikembangkan untuk
menjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah tujuan wisata yang
bisa diandalkan.

Dengan potensi pariwisata yang cukup besar itu, tak heran jika
pemerintah provinsi Sumatera Barat menunjuk daerah ini sebagai
salah satu dari 16 daerah tujuan wisata di Sumatera Barat yang
layak dikembangkan. Didukung lagi oleh letak Kabupaten Solok
yang strategis sehingga sangat memiliki prospek yang baik untuk
dikembangkan. Jalan jalan di daerah ini umumnya telah diaspal
dan berada dalam kondisi yang cukup baik. Angkutan umum dari
dan menuju Kabupaten Solok seperti bus umum dan taksi dengan
mudah bisa didapat. Lagi pula daerah ini dilalui oleh jalur lintas
Sumatera (Trans Sumatera Highway) sehingga transportasi dari
dan menuju daerah ini tidaklah sulit.



B. Sumberdaya manusia

Penduduk Kabupaten Solok hingga pertengahan tahun 2005
berjumlah 350.433 jiwa. Penyebaran penduduk tidak merata
karena pengaruh topografi Kabupaten Solok yang sebagian besar
adalah dataran tinggi/perbukitan serta aspek aspek lain seperti
potensi ekonomi dan kemudahan aksesibilitas. Konsentrasi
penduduk terbesar berada di kecamatan Kubung yaitu sebesar
15,60%, disusul kecamatan Lembah Gumanti (13,88%) dan
kecamatan Gunung Talang (12,82 %).

Data satatistik menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di
Kabupatan Solok rata rata sebesar 1,2% pertahun. Sampai pada
pertengahan tahun 2006, komposisi penduduk Kabupaten Solok
terdiri dari laki-laki sebanyak 172.448 jiwa (49,21%) dan
perempuan sebanyak 177.985 jiwa (50.79%), dengan kepadatan
penduduk sebesar 92 jiwa/km®. Dari jumlah keseluruhan
penduduk, 52,14% diantaranya adalah penduduk pada kelompok
umur angkatan kerja. Mata pencaharian utama dari 69,7%
penduduk Kabupaten Solok adalah bertani. Sektor perdagangan,
hotel dan restoran hanya menyerap sekitar 11,5% dari tenaga
kerja, sektor jasa dan industri sebesar 7,4 % dan sektor lain lain
sebesar 3%. Data-data kependudukan dan ketenagakerjaan di
Kabupaten Solok dapat disimak pada tabel berikut:

Kependudukan Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 130.510
- Laki-laki 171.562 | - Bekerja 94,87
- Perempuan 175.726 | - Pencari kerja 5,13
- Total 347.288 | Bukan Angkatan Kerja | 134.453
Kepadatan Penduduk 89,14 | Lapangan Kerja Utama
Berdasarkan Umur - Pertanian 69,7
- 0 - 14 Tahun 111.260 | - Perdagangan 11,5
- 15 — 64 Tahun 217.002 | - Jasa dan Industri 74
- > 65 Tahun 19.028 | - Lainnya 3

Sumber : http://sumber.bps.go.id

Dalam periode 2006-2010, pemerintah Kabupaten Solok
memprioritaskan pembangunan pada tiga bidang utama, yaitu:
bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Tiga
bidang prioritas tersebut di atas kemudian disebut sebagai “Tiga
Pilar Utama Pembangunan Kabupaten Solok tahun 2006 — 2010,
Pada tahun anggaran 2006 lalu, masing masing bidang di atas
menyerap dana sebesar 154 %, 12,6 % dan 27 % dari dana APBD
Kabupaten Solok. Gambaran perkembangan data-data statistik
mengenai pendidikan dan kesehatan di Kabupaten
Solok dapat disimak pada tabel berikut:

Pendidikan Kesehatan

Jumlah Sekolah 547 Fasilitas Kesehatan 678
-TK 107 - Puskesmas/pembantu 97
- SD 339 - Posyandu 581
- SLTP 71 Tenaga Kesehatan 543
- SLTA 30 - Dokter 35
Rasio Murid & Guru - Paramedis 403
- TK 11,74 - Lainnya 105
-SD 20,16 Angka Kematian

- SLTP 9,68 - Kematian bayi 82
- SLTA 10,17 - Kem. Ibu melahirkan 11

Sumber : http://sumber.bps.go.id

Adapun gambaran mengenai perkembangan perekonomian di
Kabupaten Solok dapat disimak pada tabel berikut:

No Deskripsi Satuan | Formal |Non-Formall Total
1 | Jenis Usaha Unit 308 2.145 2453
Industri hasil pertanian, 213 1.310 1.523
kehutanan, dan kimia
Industri logam, mesin 95 835 930
elektronika, dan aneka
2 | Jumlah Tenaga Kerja | Orang 1.810 9348]  11.158
Industri hasil pertanian, 1.234 4401 5.635
kehutanan, dan kimia
Industri logam, mesin 576 4947 5.523
elektronika, dan aneka
3 | Nilai Investasi 000 rupiah{ 4.372.816 1.185.790( 5.558.606
Industri hasil pertanian, 3.108.357| 804.936|3.913.293
kehutanan, dan kimia
Industri logam, mesin 1.264.459| 380.854| 1.645.313
elektronika, dan aneka

Sumber : http://sumber.bps.go.id



9.Kecamatan Tigo Lurah
10.Kecamatan Lembang Jaya
11.Kecamatan Danau Kembar
12.Kecamatan Hiliran Gumanti
13.Kecamatan Lembah Gumanti
14.Kecamatan Pantai Cermin

B. Pemerintahan Nagari

Salah satu keunikan wilayah Minangkabau, termasuk wilayah
Kabupaten Solok di dalamanya, adalah penerapan model
pemerintahan Nagari. Berdasarkan sistem pemerintahan di
Minangkabau yang berlaku sejak zaman dahulu, Nagari adalah
wilayah administrasi terendah, dan sesudah Indonesia merdeka,
hal ini kemudian di adaptasi oleh pemerintah sehingga untuk
wilayah provinsi Sumatera Barat, struktur wilayah adminstrasi
secara berurut dari tingkat yang paling tinggi adalah provinsi >
kabupaten > kecamatan > nagari.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan
pemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang
Kepala Jorong, semacam ketua RT. Wali Nagari dipilih oleh anak
nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Dan biasanya yang
dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling
menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya
Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab
semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Wali Nagari bebas mengambil kebijaksanaan demi kemajuan
nagarinya, namun tentu saja kebijaksanaan Wali Nagari tidaklah
bisa dilakukan secara otoriter karena ada Kerapatan Adat Nagari,
suatu badan legislatif sekaligus yudikatif yang beranggotakan

dengan perkembangan pemerintahan kemudian, Kotobaru tidak
memadai lagi untuk berfungsi sebagai pusat pemerintahan karena
beberapa faktor, antara lain:

Lahan milik pemerintah yang tersedia sangat terbatas, sehingga
tidak mungkin untuk mengembangkan gedung / sarana
perkantoran.

Lahan masyarakat disekitar Koto Baru adalah sawah yang
subur yang didukung oleh irigasi yang baik dan
produktivitasnya cukup tinggi, sehingga "sayang" kalau mesti
dialih fungsikan untuk menjadi perkantoran pemerintah.
Letak Koto Baru tidak berada ditengah tengah wilayah
administrasi pemerintahan kabupaten sehingga cukup
menyulitkan bagi masyarakat yang berjarak jauh.
Karena ketebatasan lahan di Koto Baru, sebagian bangunan
perkantoran pemerintah Kabupaten Solok masih terdapat
dalam wilayah administrasi Kota Solok, sehingga mempersulit
koordinasi/konsultasi antar Unit Kerja. Juga terpisahnya
perkantoran ini membuat prosedur pelayanan masyarakat
menjadi tidak efektif dan efisien.

Pada 6 November 1997, diadakan diskusi persiapan pemindahan
ibukota kabupaten antara jajaran eksekutif dan legislatif pemerintah
Kabupaten Solok dengan tokoh-tokoh masyarakat dan para perantau
di gedung Solok Nan Indah, Koto Baru. Dari 3 usulan calon ibukota,
dalam diskusi ini kemudian disepakati untuk memilih lokasi di
Kayu Aro - Sukarami sebagai ibukota Kabupaten Solok yang
direncanakan. Dua calon yang lain adalah Sungai Nanam di
kecamatan Lembah Gumanti dan Muaro Paneh di Kecamatan Bukit
Sundi.

Lokasi yang dimaksud adalah lahan sekitar 500 Ha yang terletak
diperbatasan antara Kayu Aro - Sukarami di pinggir jalan raya




Solok - Padang yang merupakan salah satu jalur Lintas Sumatera.
Untuk ini kemudian dibuat pembahasan dan perencanaan matang
terhadap semua aspek yang menyangkut keberadaan ibukota baru
tersebut, seperti aspek sosial ekonomi, aspek geografi dan topografi
serta dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Terhadap Lingkungan). Ditegaskan bahwa pembangunan ibukota
ini tidak akan melakukan perubahan ekstrim terhadap kondisi
lahan dan bentang alam, menjaga kawasan sekitar dari pengrusakan
yang tidak perlu dan mengalokasikan hanya sekitar 40 % dari luas
lahan keseluruhan untuk sarana dan prasarana pembangunan.

A. Perkembangan wilayah administratif

Wilayah Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Solok secara Yuridis
Formil dibentuk dengan Undang Undang No.12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Tengah dengan Koto Solok sebagai ibukota
kabupaten. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pertambahan
penduduk, pada tanggal 16 Desember 1970 Kabupaten Solok
dimekarkan menjadi Kabupaten Solok dan Kotamadya Solok.

Perkembangan keadaan kemudian yang berupa beberapa perubahan
status administrasi pemerintahan dilakukan pada tahun 1983, 2000
dan 2001 sehingga Kabupaten Solok akhirnya terdiri dari 19
Kecamatan, 86 nagari dan 426 jorong. Wilayah administrasi terakhir
ini ditetapkan dengan Perda No. 4 tahun 2001 tentang Pemerintahan
Nagari dan Perda No. 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan
Pembentukan Kecamatan.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan
mempertimbangkan pengembangan wilayah, maka pada bulan
Mei 2001 pusat pemerintahan Kabupaten Solok mulai berpindah
dari dalam wilayah Kota Solok ke kawasan Kayu Aro - Sukarami

(Arosuka), dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok
Dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, pada tanggal 2 April
2005 Arosuka secara resmi mulai menjalankan fungsinya sebagai
pusat pemerintahan Kabupaten Solok.

Sementara itu semangat Reformasi mengantarkan Kabupaten Solok
untuk memekarkan daerahnya sehingga berdasarkan Undang
Undang No. 38 Tahun 2004, terbentuklah Kabupaten Solok Selatan,
dimana Kabupaten Solok Selatan berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Solok yaitu :

Kecamatan Sangir Batang Hari

Kecamatan Sangir Jujuan

Kecamatan Sangir

Kecamatan Sungai Pagu

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Sebagai konsekwensi dari pemekaran ini, wilayah administratif
Kabupaten Solok sekarang terdiri dari 14 kecamatan, 74 Nagari
dan 403 Jorong. 14 Kecamatan tersebut adalah :

Kecamatan Junjung Sirih
Kecamatan X Koto Singkarak
Kecamatan X Koto Di Atas
Kecamatan IX Koto Sei Lasih
Kecamatan Kubung
Kecamatan Gunung Talang
Kecamatan Payung Sekaki

X NN A=

Kecamatan Bukit Sundi




Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan adalah semacam
perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak
Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku
dalam suatu nagari.

Keputusan-keputusan penting yang akan diambil selalu
dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan
di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari. Dari hal diatas kelihatan
bahwa desentralisasi kekuasaan pemerintahan bagi masyarakat
Sumatera Barat sudah dikenal sejak lama bahkan usianya sama
tuanya dengan Minangkabau itu sendiri.

Pada tahun 1979, dengan alasan untuk menyeragamkan sistem
pemerintahan di seluruh Indonesia, Pemerintah memberlakukan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-Undang ini menghilangkan status nagari dan jorong-
jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan Wali
Nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh
para kepala desa. Pada waktu itu banyak orang beranggapan bahwa
dengan berlakunya aturan ini, sistem pemerintahan warisan budaya
Minangkabau yang bernama nagari ini sudah menemui ajalnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa kemudian, banyak pihak
merasa bahwa pelaksanaan UU Pemerintahan Desa kurang tepat
untuk daerah Minangkabau, bahkan ada yang menilai, bahwa UU
itu memberangus hak-hak adat yang berlaku di Minangkabau dan
"memutus" tali kebersamaan masyarakat yang tinggal di jorong
jorong yang sebelumnya terhimpun dalam suatu nagari.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi kemudian
membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat




untuk kembali menjalankan pemerintahan nagari. Dan dengan
berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah, bagi Sumatera Barat
hal ini merupakan era kembali ke pemerintahan Nagari sebagai
unit pemerintahan terdepan.

Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok adalah kabupaten
pertama yang paling siap untuk melaksanakan otonomi daerah.
Kabupaten Solok sudah lama punya master plan untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2000. Pemerintahan nagari yang dicanangkan
adalah pemerintahan terendah menggantikan pemerintahan
sebelumnya yang berbentuk desa. Dengan kembalinya pemerintahan
nagari, sesungguhnya terbuka peluang besar untuk menggerakkan
dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di nagari masing-
masing.

Dalam pencanangan otonomi daerah pada tanggal 4 Januari 2001
di GOR Batutupang, Kotobaru, Bupati Kabupaten Solok saat itu
H. Gamawan Fauzi SH, MM yang saat ini menjabat sebagai
Gubernur Provinsi Sumatera Barat, menyerahkan 111 kewenangan
pemerintah Kabupaten Solok ke nagari, termasuk di antaranya
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU).

Dengan terjadinya pergeseran sistem pemerintahan terendah
tersebut, praktis fungsi camat juga mengalami perubahan. Aparat
yang kini seolah terkonsentrasi di kabupaten, digeser ke kecamatan.
Pergeseran pegawai tersebut selain untuk menyiasati banyaknya
pengeluaran keuangan daerah, sekaligus untuk menguatkan
pemerintahan nagari.’> Dalam kaitannya dengan implementasi

15http://www.solok.go.id/HTML/selayangpandang html

Pakta Integritas, Wali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo
menyebutkan bahwa otonomi daerah di tingkat nagari yang lebih
luas akan mendorong masyarakat menjadi tahu dan bisa meminta
informasi secara lebih terbuka. Keterbukaan yang dirasakan
masyarakat makin baik sehingga mereka bisa mengontrol jalannya
pembangunan. Dengan begitu, Pakta Integritas juga menimbulkan
partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat. "Umpamanya soal
dana bantuan partisipasif. Memang besarnya dana hanya 10-15
juta, tapi ini tidak ditenderkan tapi langsung dilaksanakan
masyarakat dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh pengurus
nagari,” ujarnya.'®

Para petani Solok sedang menjual hasil bumi

16Wawamcara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Kabupaten Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.



tertentu sehingga berpotensi pada tindakan penyalahgunaan BAB m

kekuasaan atau kewenangan!”

Lebih lanjut, modul Bappenas tersebut menyebutkan bahwa
meskipun good governance melingkupi komponen yang luas,
namun isu seputar good governance seringkali lebih mengerucut
sebagai tuntutan ke pihak penyelenggara pemerintahan, terutama
pihak eksekutif dikaitkan dengan kinerja instansi atau birokrasi
pemerintah baik di pusat maupun di daerah. baik di pusat maupun
di daerah. baik di pusat maupun di daerah. Munculnya tuntutan
ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar, mengingat kinerja
birokrasi pemerintah sampai saat ini terhitung masih rendah,
terutama dalam pelayanan publik dan upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Lebih-lebih ketika semangat otonomi daerah terus
bergulir, maka munculnya tuntutan untuk dilakukannya reformasi

birokrasi pemerintahan tidak saja terjadi di tingkat pusat, melainkan MEMBAN GUN TATA KELOLA
juga terus menyeruak sampai di daerah. KEPEMERINT AH AN Y AN G B AIK

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik
sesuai tuntutan reformasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-
undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Terbitnya
ketentuan tersebut dilandasi oleh TAP MPR No XI/MPR/1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme yang diikuti pula oleh TAP MPR No.
VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, serta TAP
MPR No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan dengan kebijakan nasional ini, pemerintah Kabupaten
Solok telah mulai menampakan political willnya dalam mengubah

17Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, 2007. Modul
Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik, BAPPENAS, Jakarta.




MEMBANGUN TATA KELOLA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) kini
sudah menjadi tuntutan, atau bahkan keniscayaan dalam tata kelola
pemerintahan modern. Tuntutan ini lahir setidaknya karena dipicu
oleh krisis multidimensi yang terus meluas di berbagai tempat.
Banyak pihak menilai bahwa akar krisis ini disebabkan karena tata
kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (poor
governance). Hal ini, antara lain, diindikasikan oleh munculnya
dominasi kekuasaan yang otoriter dan sulit dikontrol, rendahnya
kinerja aparatur pemerintah terutama dalam pelayanan publik,
serta maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN). Berbagai indikasi poor governance itu yang kemudian
memunculkan arus balik dan tuntutan kepada pemerintah agar
memperbaiki kinerja dalam tata kelola pemerintahannya secara
baik (good governance).

Di dalam governance sesungguhnya terdapat tiga komponen atau
pilar yang terlibat. Pertama, public governance yang merujuk pada
lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sehingga
dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-
lembaga pemerintahan. Kedua, corporate governance yang merujuk
pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata
kelola perusahaan yang baik. Ketiga, good civil society atau
masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya good
governance. Idealnya, hubungan antara ketiga komponen ini berada
dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau checks
and balances satu sama lain. Hal ini diperlukan untuk menghindari
terjadinya penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen




Inovasi Kepala Daerah

Gamawan Fauzi merupakan satu dari sedikit orang, terutama dari
kalangan pejabat yang sungguh-sungguh dapat menjadi teladan
dalam upaya pemberantasan korupsi. Teladan yang diberikan
Gamawan bukan hanya sebatas wacana dan kata-kata semata, tapi
diwujudkan dalam sejumlah kerja nyata. Gamawan, putra kelahiran
Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, 9 November 1957
ini memulai kariernya sebagai staf biasa di kantor Ditsospol
provinsi Sumatera Barat. la kemudian sempat menjadi sekretaris
pribadi Gubernur Sumbar dan kemudian merangkak menjadi
Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Namun, baru satu setengah tahun menjabat Kepala Biro Humas,
pada 2 Agustus 1995 Gamawan Fauzi terpilih menjadi Bupati
Solok. Komitmen dan kecakapannya dalam mengelola pemerintahan
membuatnya terpilih kembali secara mudah untuk memangku
Jjabatan Bupati Solok periode kedua. Saat menjabat Bupati selama
dua periode itu, Gamawan memang sangat dikenal sebagai pejabat
yang konsisten dalam menegakkan aturan-aturan sekaligus
melakukan perang terhadap tindak korupsi.

Harian Indo Pos melukiskan bahwa sebagai pejabat, kehidupan
Gamawan terhitung sangat sederhana dan bersahaja. Bahkan,
istrinya yang semula berasal dari keluarga pejabat harus rela
mengikuti pola hidupnya dengan naik sepeda motor ke mana-
mana. Dia juga berusaha menularkan kehidupan bersahajanya
kepada anak-anaknya. Meski anak pejabat, tiga anaknya tidak
mempunyai batasan bergaul. Ke sekolah pun, tak ada angkutan
khusus. Kecuali waktunya memang mendesak dan situasional.
“Dalam sebuah perjalanan mengunjungi salah satu panti asuhan
beberapa tahun silam, sang anak merengek agar ayahnya memiliki
mobil pribadi yang bagus. Namun, Gamawan menjelaskan bahwa

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pejabat yang dilayani
kepada pejabat yang melayani. Perubahan paradigma ini merupakan
salah satu perwujudan atas visi dan misi Kabupaten Solok, yaitu
bertekad menjadi kabupaten terbaik dari yang baik sesuai maksud
Perda No. 5 Tahun 2001."

Visi Pembangunan Daerah

Tekad Kabupaten Solok untuk menjadi kabupaten terbaik dari

yang baik bukan sekadar ambisi personal Bupati, tapi sudah menjadi

tekad bersama masyarakat Solok. Bupati Solok, Gusmal Datuk

Rajolelo mengungkapkan bahwa visi itu merupakan cermin dari

keinginan bersama masyarakat di Kabupaten Solok. Menurut

Gusmal, proses vision building itu ditempuh dengan melibatkan

banyak pihak, termasuk masyarakat. ”Jadi, itu tidak dibuat sendiri

oleh Bupati, tapi juga melalui konsultasi publik dan melalui rapat-

rapat dengan dewan sebagai wakil rakyat,” ujarnya'
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Abu Hanifah, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Solok
mengamini pernyataan itu. Menurut Abu Hanifah, DPRD selalu
diajak diskusi oleh Bupati dalam menentukan dan merumuskan
berbagai agenda dan kebijakan, termasuk dalam membangun visi
daerah ke depan. Karena itu menurutnya, visi Kabupaten Solok
yang bertekad untuk menjadi kabupaten terbaik dari yang baik itu
bukanlah keinginan Bupati atau pemerintah semata, tapi itu
merupakan keinginan bersama masyarakat Solok. “Visi ini harus

.. . . 20
menjadi komitmen bersama untuk mewujudkannya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Masnur Adam, aktivis perempuan
yang bergiat di lembaga "Bundo Kandung”. Menurut Masnur,
masyarakat juga harus terdorong untuk merealisasikan visi itu
secara bersama. Menurutnya, sejak awal organisasi masyarakat
sipil pun diajak dan dilibatkan untuk merumuskan visi itu sesuai
semangat Alue Jo Patuik yang menjadi motto masyarakat Solok
yang demokratis dan mengedepankan musyawarah untuk
menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Visi itu harus menjadi milik bersama,” ujarnya. *!

Tekad Kabupaten Solok untuk menjadi kabupaten terbaik dari
yang baik ini tercermin dalam ”Visi Pembangunan Daerah Tahun
2006-2025” yang berisi antara lain bahwa masyarakat bangga pada
usaha dan daerahnya, bertakwa, berakhlak, berbudi luhur dan
berdisiplin, perantau bangga pada kampung halamannya, serta
aparatur bangga dalam pengabdiannya. Visi ’jangka panjang’ ini
kemudian lebih dieksplisitkan lagi dalam target capaian jangka
pendeknya menjadi ”Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-
2010”. Di sini disebutkan bahwa visi Kabupaten Solok untuk lima

20 Wawancara dengan Abu Hanifah di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2008.
21 Wawancara dengan Masnur Adam di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.

tahun ke depan adalah terwujudnya kepemimpinan, pemerintahan
dan masyarakat yang amanah, santun dan tegas menuju terciptanya
masyarakat madani di Kabupaten Solok.

Untuk mewujudkan visi besar itu, maka pemerintah Kabupaten
Solok menetapkan prioritas program yang tergambar dalam Misi
Pemerintahan Daerah Tahun 2006-2010. Misi Kabupaten Solok
untuk lima tahun ke depan adalah mewujudkan pemerintahan yang
profesional dan fasilitatif, mewujudkan masyarakat madani,
meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, meningkatkan
suasana keterbukaan, aspiratif dan partisipatif, meningkatkan
sinergitas dalam pemberdayaan masyarakat, mewujudkan komitmen
bersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen,
serta meningkatkan hubungan yang dinamis dengan perantau.?

Dalam periode 2006-2010, pemerintah Kabupaten Solok telah
menetapkan prioritas pembangunannya pada tiga bidang utama,
yaitu: bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Tiga bidang prioritas ini kemudian disebut sebagai “Tiga Pilar
Utama Pembangunan Kabupaten Solok tahun 2006-2010”. Untuk
mempercepat pencapaian visi dan misi serta arah dan strategi
pembangunan itu, Pakta Integritas menjadi modal dasar pemerintah
Kabupaten Solok untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik. "Meskipun belum 100 persen berhasil, tapi Pakta
Integritas di Kabupaten Solok sudah menunjukkan keberhasilan
dan mendorong kinerja baik tata kelola pemerintahan. Jadi, kita
akan terus meningkatkan dan memperbaiki pondasi Pakta Integritas
yang sudah dibangun Bupati sebelumnya, Pak Gamawan Fauzi,”
ujar Gusmal menambahkan 2

22 http://www.solok.go.id/html/visimisi.html
23 Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo, Ibid.



miliar itu akan saya cukupkan menjadi Rp 20 miliar sehingga saya
bisa memberikan prioritas peningkatan kesejahteraan pada mereka
yang level bawah, seperti guru-guru. Sebenarnya, menurut saya,
gaji pegawai harus dirasionalkan.” ujarnya?®

Selama sepuluh tahun menjabat Bupati dari 1995-2005, memang
banyak inovasi yang dilakukan Gamawan Fauzi. Namun menurut
catatan Padang Ekspres, yang terutama adalah kiprahnya dalam
melakukan kebijakan yang memfokuskan pada pelayanan publik
yang prima. Dari sekian banyak inovasi yang dilakukan Gamawan,
Pakta Integritas boleh dibilang sebagai terobosan yang paling
menonjol. “Sebagai pelaksanaan pakta kejujuran, ia memangkas
birokrasi ruwet dalam pelayanan publik dan meringkasnya dalam
kebijakan pelayanan umum satu pintu. Pungutan-pungutan yang
menghambat kinerja daerah pun hilang dengan sistem tersebut.
Sang Bupati juga memacu kerja keras para pegawai dengan
menerapkan standar kinerja individual. Pegawai yang tak memenuhi
standar atau malas bakal kelihatan. Suasana korup pun dikoreksinya.
Dia menerbitkan Perda Transparansi yang diberlakukan secara
konsisten. Dia juga menghilangkan istilah meja air mata’ dan
’meja mata air’ (kering dan basah) dalam kepanitiaan proyek.””

Sikap lurus dan konsistensi yang ditunjukan Gamawan telah
membuahkan berbagai penghargaan, meskipun Gamawan menilai
penghargaan itu sama sekali bukanlah tujuan. Lulusan Fakultas
Hukum Universitas Andalas tersebut tercatat pernah meraih
sejumlah penghargaan, antara lain: Anugerah Bung Hatta Award
(2004), Tiga Pilar Award (2005), dan dua penghargaan “Pelopor

28 Lihat: Kompas Minggu, 10 Oktober 2004.
29 Lihat: http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=132089

hal itu tak mungkin bagi seorang PNS seperti dirinya,” ujarnya?*

Lalu, dari mana ia memulai melakukan upaya-upaya inovasi dan
perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Solok? Gamawan
menuturkan bahwa sejak awal ia terpilih menjadi Bupati, yaitu
pada tahun 1995 dirinya sudah punya keinginan untuk melakukan
perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Paling tidak,
ada tiga hal yang menjadi prioritas yang dicanangkannya. Pertama,
memulai dengan membuat aturan bahwa kontraktor tak boleh
bertemu dengan pejabat, terutama Bupati. Jadi, dalam hal proyek
tak perlu harus sampai ke Bupati, cukup sampai di tingkat pimpinan
proyek (pimpro). Pimpro yang melaporkan dan bertanggung jawab
kepada Bupati. “Karena sebelumnya kedatangan pengusaha ke
Bupati itu untuk minta proyek dan mengiming-imingi uang. Saya
tegaskan agar mereka mengikuti prosedur. Jangan coba-coba
memberi saya uang. Kalau prosedur yang jadi penghalang, saya
akan benahi bagaimana agar pengusaha terlindungi. Perbaikan
sistem harus dibarengi dengan komitmen,” ujarnya?

Kedua, membenahi aturan perizinan. Melalui pembenahan ini,
banyak prosedur yang dipangkas dan disederhanakan sehingga
birokrasi tidak berbelit-belit. Berbarengan dengan itu, tarif perizinan
pun dicantumkan secara terbuka dan transparan sehingga menjadi
sangat mudah untuk diketahui publik. Bahkan, untuk kalangan
masyarakat umum diberikan kemudahan dalam mengurus berbagai
macam perizinan dengan tarif biaya yang sangat murah. Upaya
yang sering disebut sebagai ’sistem pelayanan satu pintu plus’ ini
pernah mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai “Citra
Pelayanan Prima” dan secara nyata banyak memberikan manfaat

24 Simak pula Indo Pos, Senin, 27 Sept 2004.
25 Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin, 24 Maret 2008.
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Ketiga, pencanangan Pakta Integritas (Integrity Pact), yaitu suatu
kesepakatan kejujuran dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini
merupakan kesepakatan untuk tidak memberi dan menerima yang
bersifat ilegal, serta merupakan panggilan hati nurani untuk tidak
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pakta Integritas
ini juga perlu dilihat sebagai kesepakatan moral untuk membangun
harkat dan martabat serta kejujuran aparatur pemerintah. Mengenai
inspirasi awal program Pakta Integritas, Gamawan menuturkan
bahwa sekitar tahun 2003 dia diundang ke Korea dalam sebuah
seminar tentang penanganan korupsi. Dalam acara itu, selain
membicarakan upaya-upaya melawan korupsi, Gamawan juga
berkesempatan untuk berdiskusi dan melihat perkembangan
transparansi internasional di Korea dan beberapa negara di dunia.
”Maka sejak itu kami mencoba menyusun kerjasama untuk
mewujudkan beberapa program, antara lain, Pakta Integritas melalui
Perda Keterbukaan dan Perda Transparansi. Dalam waktu yang
cukup singkat, dengan melibatkan TI (Transparancy Internasional),
IPW (Indonesia Procurement Watch), dan GTZ kami berupaya

untuk mewujudkan Pakta Integritas di Kabupaten Solok,” ujarnya.27

Meskipun program ini sudah dicanangkan sejak periode awal masa
pemerintahan Gamawan Fauzi, namun Pakta Integritas secara
resmi baru ditetapkan pelaksanaannya pada 10 November 2003.
Pemilihan tanggal itu mungkin bukan suatu kebetulan, tapi ada
kaitannya juga dengan semangat untuk menumbuhkan nilai
kepahlawanan (patriotisme).

26 Dengan perubahan layanan perizinan ini, surat izin usaha yang sebelumnya harus ditempuh
melalui proses penandatanganan sebanyak 11 kali kini berubah cukup drastis, yakni cukup 3 kali
saja proses tanda tangannya.

27 Wawancara dengan Gamawan Fauzi, Ibid.

“Tanggal 10 November itu bertepatan dengan hari pahlawan. Maka
kita juga ingin, melalui program ini dapat melahirkan pahlawan-
pahlawan Pakta Integritas, pahlawan-pahlawan kejujuran. Itu
mungkin filosofi di balik pemilihan tanggal itu,” ujar Gamawan.

Langkah-langkah yang ditempuh Gamawan ternyata punya
implikasi yang cukup berarti bagi perbaikan tata kelola pemerintahan
di lingkungan Pemda Kabupaten Solok. Harian Kompas melukiskan
bahwa pada tahun 2004 saja, ada sekitar 14,5 miliar uang APBD
yang bisa ’diselamatkan’ dan dialih-fungsikan secara lebih adil.
”Sebanyak 5.000 guru dari 6.200 pegawai negeri sipil di Kabupaten
Solok selama ini tak pernah menikmati bagian honor yang mencapai
Rp 14,5 miliar itu karena jarang dilibatkan dalam berbagai
kepanitiaan. Ukuran besaran honor seseorang pun tak ada aturannya.
Ini jelas tidak adil. Bagi instansi yang banyak proyek akan banyak
mendapat honor sehingga ini tidak profesional karena banyak
panitia yang tidak bekerja. Ini terjadi di seluruh Indonesia dan
seluruh instansi.

Dengan kebijakan tunjangan daerah, yang tujuannya untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai, semua pegawai
dapat bagian dan itu lebih besar pula dari tunjangan struktural.
Misalnya, sekda itu eselon dua, tunjangan struktural dari negara
diatur bahwa ia dapat Rp 2,5 juta per bulan. Resmi, di mana pun
di Indonesia. Tetapi, dari tunjangan daerah sekda dapat Rp 3,5
juta sehingga ia terima Rp 6 juta per bulan tambah gaji pokok Rp
1,5 juta. Ini sudah cukup untuk tidak melakukan korupsi sebab
semua fasilitas ditanggung negara, mulai dari mobil dinas, rumah
dinas, listrik, telepon, dan minyak mobil. "Tunjangan daerah paling
kecil saya berikan Rp 150.000 per bulan. Kita sekarang berpikiran
berapa gaji yang layak itu sehingga jangan ada macam-macam
lagi. Jika masih ada uang pemda, misalnya, honor Rp 14,5



Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Rizal Malik
menyebutkan bahwa pakta integritas merupakan salah satu alat
(tools) yang dikembangkan Transparency Internasional sejak
tahun 1990-an. Tujuan utamanya adalah menyediakan sarana

i e ¥
X -

L} g -
i - -

il 1

Gamawan Fauzi menandatangani Pakta Integritas Solok

bagi pemerintah, perusahan swasta, dan masyarakat umum untuk
mencegah terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama
dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting). Meskipun
dari sisi legislasi formal di Indonesia belum ada peraturan spesifik
yang mengatur pelaksanaan pakta integritas kecuali dalam lampiran
KEPPRES No0.80 Tahun 2003 namun prinsip-prinsipnya sangat
relevan dengan amanat penegakan hukum dan pengelolaan negara
yang bersih, akuntabel, dan transparan *

Secara lebih rinci, konsep mengenai Pakta Integritas ini dijelaskan
dalam sebuah terbitan Transparency International,” The Integrity

34 Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2008.

Pelayanan Prima” salah satunya dari presiden. Namun, penghargaan
terpenting bagi dirinya adalah apresiasi langsung dari rakyat. Ini
antara lain dibuktikan dalam Pilkada Sumbar dimana sebagian
besar rakyat Sumatera Barat menginginkannya untuk menjadi
gubernur pertama yang dipilih secara langsung dan demokratis.

Gamawan Fauzi mengakui bahwa kemenangannya dalam Pilkada
Sumbar tidak lepas dari program Pakta Integritas yang dilakukannya.
Program pakta integritas yang dijalankan Gamawan diakuinya
sangat menopang ‘citra baik’ dan popularitasnya saat pilkada.
“Waktu kampanye, saya juga tidak perlu mengobral janji-janji ini-
itu. Padahal, dari sisi anggaran atau dana kampanye pun mungkin
saya kandidat yang paling irit karena saya sendiri tidak punya
uang. Malahan ketika kampanye saya hanya disuruh menyanyi.
Jadi sebenarnya citra Pakta Integritas sangat membantu saya
memenangkan Pilkada. Istilahnya, saya sudah kampanye selama
10 tahun saat menjalankan program Pakta Integritas sementara
lawan-lawan politik saya cuma kampanye selama 3 bulan saja,”
ujarnya.

Namun demikian, keberhasilan Gamawan Fauzi dalam menerapkan
program Pakta Integritas tidak saja mendatangkan pujian dan
penghargaan, tapi juga memunculkan kritik dan kesangsian. Dosen
FISIP Universitas Andalas (UNAND) Padang, Edi Indrizal menilai
bahwa kiprah yang dilakukan Gamawan Fauzi bukanlah sesuatu
yang luar biasa. Menurut Edi, kalau Pakta Integritas itu dianggap
suatu prestasi, itu bukan karena faktor Gamawan Fauzi, tapi lebih
karena faktor luar, yaitu adanya lembaga-lembaga donor dari
Jakarta dan dari luar negeri yang mensupportmya. “Banyak pihak
menyebutkan bahwa inisiatif program ini adalah dari pemerintah
daerah, atau dalam hal ini dari Gamawan Fauzi sendiri sebagai




bupatinya waktu itu. Tapi saya kok melihatnya tidak begitu. Menurut
saya, keberhasilan program Pakta Integritas itu lebih diinisiasi dari
pihak luar. Bisa dari lembaga di Jakarta atau dari organisasi luar
negeri seperti Transparency International, World Bank, dan lain-
lainnya. Buktinya, ketika Gamawan menjadi Gubernur Sumbar,
dia tidak bisa menerapkan program Pakta Integritas itu, karena
memang saat ini tidak ada dukungan lembaga donor untuk itu,”
ujarnya.®

Saldi Isra, pengamat hukum tata negara di Fakultas Hukum
Universitas Andalas punya penilaian yang berbeda. Menurut Saldi,
Gamawan Fauzi itu termasuk salah satu Bupati yang terbuka
dengan organisasi-organisasi dan kelompok masyarakat yang
bekerja untuk transparasi. Soal peran dan dukungan lembaga donor
memang menurutnya itu tidak perlu dipungkiri. Namun ia menilai
peran Gamawan tetap sentral dalam mewujudnya program Pakta
Integritas di Kabupaten Solok. “Sebetulnya bukan hanya Kabupaten
Solok yang mendapat tawaran untuk melakukan program Pakta
Integritas dari Transparency International. Sejauh yang saya tahu,
di daerah lain pun program ini ditawarkan, tapi bedanya adalah
di tempat lain program ini kurang mendapatkan sambutan positif.
Sementara di Kabupaten Solok, Gamawan banyak didorong oleh
masyarakat dan kelompok-kelompok organisasi lainnya dan beliau
sendiri mempunyai kemauan kuat ke arah itu. Maka, program
Pakta Integritas di Kabupaten Solok menjadi lebih mungkin untuk
dilaksanakan dibanding daerah lainnya,” ujarnya%1

Terlepas dari polemik itu, nyatanya program Pakta Integritas sudah
dijalankan di Kabupaten Solok. Tentu saja dengan segala plus-

30 Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.
31 Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.

minusnya, munculnya berbagai penilaian, baik yang positif maupun
yang negatif dari berbagai pihak menjadi sesuatu yang tak
terhindarkan. Sebagai sebuah program yang diinisiasi bersama,
Pakta Integritas tentu tidak berakhir seiring berakhirnya masa
jabatan Gamawan. Bupati Solok berikutnya, Gusmal Datuk
Rajolelo, sejak awal bahkan telah menyatakan komitmennya untuk
terus melanjutkan dan memperbaiki program ini. Jadi, kita akan
terus meningkatkan dan memperbaiki pondasi Pakta Integritas
yang sebelumnya sudah dibangun Pak Gamawan Fauzi,” ujarnya.”
Lalu, bagaimana sesungguhnya lanjutan ’kisah’ seputar pelaksanaan
program Pakta Integritas di Kabupaten Solok ini? Sub-bab berikut
akan mengulas secara lebih rinci mengenai proses dinamik Pakta
Integritas di Kabupaten Solok dalam konteks tata kelola
pemerintahan yang baik.

Deklarasi Pakta Integritas

Pemerintahan yang bersih dan akuntabel kini menjadi tuntutan
dan harapan banyak orang. Untuk itu, reformasi birokrasi
pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar.”’
Good governance pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan
mengenai pengaturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
di daerah antara pemerintah, masyarakat madani (civil society)
dan sektor swasta. Dalam suatu kesepakatan, kejujuran tentu
menjadi kata kunci yang utama. Karena itu, Pakta Integritas (janji
kejujuran) menjadi penting untuk mewujudkan komitmen bersama
itu. Dengan kata lain, Pakta Integritas akan menjadi operasionalisasi
dari komitmen untuk menerapkan good governance.

32 Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo, Ibid.

3 Selain itu, penerapan good governance juga sebetulnya merupakan bagian dari tuntutan global,
yaitu adanya desakan dari negara-negara maju kepada negara berkembang untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih dan menekan praktik-praktik KKN, khususnya dalam rangka bantuan
dan investasi luar negeri.




menyebutkan bahwa selain itu, pemerintah Kabupaten Solok juga
sudah menjalankan beberapa program lainnya:*’ Beberapa program
pemerintah Kabupaten Solok yang diproyeksikan dalam rangka
penerapan prinsip-prinsip good governance, adalah ¥

a. Pos Pelayanan Satu Pintu (Posyantu)

Program ini diproyeksikan untuk melayani keperluan masyarakat
dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan melalui layanan
satu pintu. Melalui program ini, masyarakat dimudahkan ketika
mengurus keperluan perizinan maupun non-perizinan dengan
cukup datang di satu loket saja. Tujuan program Posyantu ini
adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat saat
mengurus perizinan maupun non-perizinan secara transparan, baik
dalam hal kepastian waktu, biaya, maupun prosedurnya. Dalam
perkembangannya, Posyantu dimodifikasi lagi menjadi Posyantu
Plus. Dalam Posyantu Plus, masyarakat yang berasal dari daerah
terpencil tidak perlu lagi datang secara langsung, tetapi pengurusan
perizinan bisa dilakukan melalui korespondensi surat-menyurat.

b. Pola Partisipatif

Program ini merupakan model pemberdayaan melalui kegiatan
pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam
hal pembangunan fisik. Misalnya, perbaikan sarana/prasarana
umum, seperti perbaikan saluran irigasi, perbaikan jalan,
pembangunan posyandu, dan sektor pekerjaan umum lainnya.
Tujuan program ini adalah untuk membantu masyarakat dalam
menjaga aset-aset fisik, sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan
di tingkat nagari.

40 Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.

41 Deskripsi lebih rinci setiap program dapat disimak di
http://www.solok.go.id/goodgovernance .html dan http://www.solok.go.id/HTML/yantu.html.
Deskripsi serupa juga dapat disimak dalam Aida Ratna Zulaiha dan Niken Ariati, 2006.
Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Jakarta.

Pact. The Concept, the Model and the Present Applications”.
Dalam buku ini disebutkan bahwa terdapat dua tujuan ganda dari
Pakta Integritas. Pertama, mendukung sektor publik untuk
mendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa pada harga
bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan
harga dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua, mendukung pihak
penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara
transparan dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari
adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada
akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya sehingga dapat
meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut, buku tersebut menyebutkan komponen-komponen
yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pakta Integritas,
meliputi *:

Komitmen dari kedua belah pihak baik sektor publik maupun
swasta untuk membenahi perilaku dalam proses pengadaan
barang dan jasa.

Pakta formal antara kedua belah pihak mengenai pengadaan
barang dan jasa yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).

Mengumumkan setiap bentuk pembayaran maupun nama-
nama dari pihak atau agen yang terkait dengan proses.
Adanya peningkatan transparansi dalam proses pengadaan
barang dan jasa, misalnya melalui pengumuman kepada
masyarakat melalui papan informasi, pemberian informasi
melalui media massa, internet, atau melalui penyelenggaraan
dengar pendapat (sesuai dengan kebutuhan daerahnya).

3 Transparency International (Berlin ): The Integrity Pact. The Concept, the Model and the Present
Applications. A Status Report, as of December 31st, 2002.




Adanya organisasi pemantau yang partisipatif dan
independen.

Terdapatnya mekanisme pemantauan dan pengawasan.
Terdapatnya mekanisme resolusi konflik (arbitrasi).
Pemberian insentif dan sanksi bagi aparatur pemerintah dan
sanksi serta pemberian insentif kepada perusahaan-
perusahaan yang melakukan persaingan secara sehat dan
bersih.

Konsep, prinsip-prinsip dan metode Pakta Integritas yang
dikembangkan Transparency Internasional ini telah diterapkan
dan dikembangkan di berbagai negara dengan penyesuaian dan
modifikasi seperlunya. Hasilnya diakui oleh berbagai lembaga
internasional seperti Bank Dunia, UNDP, ADB, dapat
mempersempit peluang korupsi dan menghasilkan kinerja yang
lebih baik dalam kontrak-kontrak pemerintah, seperti pengadaan
barang dan jasa (public procurement), privatisasi, lelang bagi
lisensi maupun konsesi dan sebagainya

Dalam kasus Indonesia, program Pakta Integritas yang dijalankan
di Kabupaten Solok merupakan ‘eksperimen’ pertama yang mulai
dideklarasikan pada 10 November 2003. Pada tahap awal, TI
Indonesia sebenarnya telah merencanakan dua pilot project untuk
mengimplementasikan konsep Pakta Integritas, yaitu di Kabupaten
Solok dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun sayangnya
KPU menolak untuk menerapkan Pakta Integritas sehingga berujung
pada terungkapnya korupsi di tubuh KPU.*’

36 http://www.ti.or.id/pusat data/35/tahun/2006/bulan/11/tanggal/10/id/1916/

37 Tim TII, 2006. Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik,
terjemahan dari Handbook — Curbing Corruption in Public Procurement, TI Berlin dan Jakarta

Hal lain yang menarik adalah bahwa sebelum Keppres No.80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa lahir,
Kabupaten Solok justru telah lebih dahulu menandatangani Pakta
Integritas. Dengan demikian, Kabupaten Solok merupakan
kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan Pakta Integritas,
yang juga diatur dalam Keppres tersebut. Secara operasional, Pakta
Integritas di Kabupaten Solok mulai diterapkan pada awal tahun
2004 dengan penandatanganan bersama naskah Pakta Integritas
oleh pejabat politik serta para panitia dan peserta lelang pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Solok™®

Adapun tujuan program Pakta Integritas di Kabupaten Solok secara
umum diorientasikan untuk:

1) Mewujudkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang bersih,
berwibawa serta bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme
sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih (clean
governance).

2) Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap
komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam
rangka menghindari dan menjauhi praktik KKN.

3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4) Menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan birokrasi yang
bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
serta bertanggung jawab.”

Pakta integritas sendiri sejatinya bukanlah satu-satunya program
yang dijalankan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka
penerapan good governance. Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo

38 Contoh naskah pakta integritas dapat disimak pada Lampiran-2.

39 Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat disimak di: http://www.solok.go.id/integritypact.html



k. Tunjangan daerah

Tunjangan daerah adalah tambahan pendapatan yang diberikan
secara legal kepada pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten
Solok. Tunjangan ini diberikan melalui penggeseran honorarium
proyek proyek, kepanitiaan dan hal-hal sejenisnya menjadi tunjangan
legal yang diberikan berdasarkan beban kinerja secara proporsional
sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab seseorang. Upaya
ini juga sekaligus untuk menghilangkan kecemburuan sehingga
tidak ada lagi istilah “meja mata air” dan “meja air mata”. Dengan
diberlakukannya tunjangan daerah, maka honor-honor proyek di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok secara resmi juga
dihapuskan?

Namun begitu, diantara program-program tersebut, Pakta Integritas
memang boleh dibilang merupakan terobosan yang paling menonjol
sehingga program ini seringkali dipandang sebgai trademark-nya
Kabupaten Solok. Tak heran jika kemudian program Pakta Integritas
Kabupaten Solok sering menjadi rujukan daerah lain untuk
melakukan studi banding dalam rangka penerapan good governance.

Gaung keberhasilan program Pakta Integritas tentu tidak hanya
terdengar santer keluar. Di Kabupaten Solok sendiri, program
Pakta Integritas juga mendapat apresiasi yang cukup baik dari
masyarakat. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia
(Gapensi) Kabupaten Solok, Gusfirman, menuturkan bahwa Pakta
Integritas ini sangat menguntungkan bagi pengusaha. Karena itu,
sebagai pengusaha ia sangat mendukung program itu. "Bagi kami,
Pakta Integritas ini sangat menguntungkan sekali. Karena setiap
kami melakukan urusan-urusan di Pemda itu menjadi sangat jelas.

42Contoh perhitungan tunjangan daerah bagi pegawai di berbagai level dapat disimak dalam
lampiran.

c.Revolving fund

Program ini dimaksudkan untuk memberi bantuan pembiayaan
usaha kecil melalui sistem ‘pinjaman bergulir’ dengan bunga yang
rendah, yaitu sekitar 6% per tahun. Tujuan program ini adalah
untuk membantu masyarakat kecil dalam mengatasi masalah
permodalan sekaligus mendidik masyarakat dalam mengembangkan
kegiatan usaha dan mengatur keuangan secara disiplin.

d. SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP
merupakan media pertanggungjawaban publik yang dibuat secara
periodik. SAKIP ini memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak
yang memberikan amanah atau pihak yang mendelegasikan
wewenang. SAKIP memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai
laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban publik.
Kedua, sebagai sarana evaluasi untuk keperluan proyeksi dalam
memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.




e. DAUN

DAUN adalah Dana Alokasi Umum Nagari. Ini merupakan dana
yang bersumber dari APBD dalam bentuk block-grant dalam
rangka pemberdayaan nagari. DAUN merupakan dana taktis yang
diperuntukan bagi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
nagari. Misalnya untuk pembuatan monograf, kegiatan rapat dan
musyawarah, serta menunjang kegiatan pemeliharaan
sarana/prasarana sosial, seperti: sarana agama dan adat serta fasilitas
sosial lainnya. Dananya berkisar antara 75-150 juta per nagari
tergantung dari luas dan tingkat kepadatan penduduknya. Pembagian
dananya digunakan 60 persen untuk biaya, dan 40 persen lainnya
untuk biaya pembangunan nagari.

f. Tim Sinergi

Program ini merupakan pola partisipasi masyarakat tingkat
kabupaten dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Tim
Sinergi merupakan pengganti Musrenbang yang sebelumnya berada
di level nagari dan kecamatan. Pembentukan Tim Sinergi didasarkan
atas Surat Keputusan Bupati No.52 tahun 2005.

g. KPUP

Melakukan reorganisasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui
Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan. Dengan adanya KPUP
ini, maka pengelolaan administrasi proyek hanya sampai pimpinan
kegiatan dan pimpinan proyek, tanpa melibatkan Bupati, Wakil
Bupati, maupun Sekda.

h. Giro to Giro

Program ini sebetulnya merupakan pengembangan dari Posyantu
Plus. Hanya saja jika dalam Posyantu Plus yang mendapatkan
pelayanan adalah masyarakat. Sementara dalam Giro to Giro

adalah unit kerja di lingkungan pemda Kabupaten Solok. Pelayanan
Giro to Giro diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) kepada semua unit kerja pengguna anggaran. Tujuannya
adalah untuk memberikan kemudahan unit kerja pengguna anggaran
dalam pengurusan uang. Penetapan sistem Giro to Giro dalam
pencairan dana ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati Solok
Nomor 32 Tahun 2004.

i. Performance agreement

Pelaksanaan perfomance agreement atau kesepakatan kinerja ini
dilakukan antara Bupati dengan pejabat eselon II baik di lingkungan
Dinas, Badan, maupun Kantor. Performance agreement juga
dilaksanakan antara Bupati dengan DPRD setiap awal tahun
anggaran dalam bentuk penandatanganan pernyataan/kesepakatan.
Manfaat konkret dari program ini, antara lain: pengawasan pimpinan
terhadap bawahan menjadi lebih efektif, program kerja di unit
teknis berjalan dengan baik, dan meningkatnya kedisiplinan pegawai
dalam mengemban tugasnya.

j.Anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja dimaksudkan sebagai sistem
penganggaran yang dibuat atas dasar program kerja riil tiap unit
kerja selama setahun. Sementara sistem dan prosedurnya juga
dilakukan melalui mekanisme yang partisipatif. Hal ini didasarkan
adanya kebutuhan transparansi dalam pembiayaan program kerja
pada setiap unit kerja. Dengan anggaran berbasis kinerja ini
diharapkan setiap anggaran yang diajukan selalu berdasarkan
program kerja yang terencana, bukan sebaliknya program kerja
yang mengikuti ketersediaan anggaran.




Pembentukan APPI didasarkan atas beberapa tujuan, yaitu:
mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih dari
praktik KKN; mendorong dilaksanakannya pakta integritas oleh
Pemda dan pihak terkait secara konsisten dan bertanggung jawab;
mewujudkan sistem dan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)
secara bersih, transparan, dan akuntabel; serta menindaklanjuti
setiap penyimpangan dalam proses dan aktifitas pengadaan
barang dan jasa sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Koordinator APPI Kabupaten Solok, Ilyasmadi, mengatakan
bahwa dalam memerankan fungsi pengawasannya, APPI telah
melakukan beragam kegiatan, seperti melakukan rapat dengar
pendapat (public hearing), baik dengan unsur pemerintah daerah
maupun dengan DPRD. Upaya yang dilakukan APPI terutama
dalam rangka meminta agar setiap tender PBJ dapat dilaksanakan
secara terbuka dan para pihak siap untuk diawasi oleh masyarakat
secara transparan. Menurut Ilyasmadi, APPI juga seringkali
terlibat dalam pengawasan langsung berbagai proyek PBJ dengan
cara terjun langsung ke lapangan.

Field Officer TII wilayah Sumatera Barat, Armen Muhammad
menilai bahwa dengan segala keterbatasannya, APPI telah berhasil
mengangkat beberapa proyek bermasalah hasil tender PBJ di
Kabupaten Solok. Upaya yang dilakukan APPI, antara lain
dengan memberikan masukan berupa identifikasi proyek
bermasalah. Dari pengawasan yang dilakukan APPI, sejumlah
kasus yang berhasil diangkat antara lain adalah pembangunan
gedung Convention Hall di Alahan Panjang, proyek pembangunan
saluran pipa PVC di Muaro Paneh dan proyek jembatan di
Kapalo Bando. Namun, dari berbagai kasus yang diangkat APPI

Kalau dulu sebelum adanya Pakta Integritas urusan-urusan
menyangkut izin usaha, tender, dan lain-lain itu seringkali tawar-

menawar. Sekarang seperti itu tak ada lagi,” ujarnyef‘.3

Respon yang hampir sama juga disampikan Ilyasmadi, Kordinator
Aliansi Pendorong Pakta Integritas (APPI) Kabupaten Solok.
Menurut Ilyasmadi, sebelum ada Pakta Integritas, orang seringkali
berbuat semena-mena. Tapi setelah ada Pakta Integritas, kini tidak
bisa seenaknya lagi karena ada perasaan diawasi. "Jadi, meskipun
belum tampak adanya manfaat yang benar-benar konkret untuk
masyarakat, tapi dengan adanya Pakta Integritas ini, setidaknya
para pejabat dan pengusaha berpikir beberapa kali untuk melakukan
kecurangan. Mereka tidak akan berbuat semena-mena lagi karena
ada perasaan diawasi,” ungkapnya**

Namun, penilaian yang berbeda disampaikan Masber, Ketua
Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten
Solok. Menurut Masber, sejak dulu sebelum ada Pakta Integritas
pun birokrasi di pemda Kabupaten Solok itu sudah bersih. Ia
mengaku tidak pernah dipersulit ketika berurusan dengan birokrasi
untuk menjalankan usahanya. "Memang masih ada oknum birokrat
yang meminta sesuatu, tapi itu sangat kecil,” ujarnya.®

Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau dan Penyalur Aspirasi
Ummat (LAPAU), Elyunus Asmara mengingatkan bahwa
masyarakat seringkali masih rancu menilai sehingga tidak bisa
membedakan antara aspek pelayanan publik di satu sisi dengan
aspek pengadaan barang dan jasa di sisi yang lain. Menurut Elyunus,

43 Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
44 Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.
45 Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.




titik berat pelaksanaan Pakta Integritas itu mengacu pada dua hal.
Pertama, bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik
dan bersih di lingkungan Pemda Kabupaten Solok, terutama dalam
segi pelayanan publik. Kedua, bagaimana menyelenggarakan Pakta
Integritas itu atau semangat untuk berjujur-jujur itu dalam proses
tender pengadaan barang dan jasa. Dari dua hal itu, menurutnya,
pengawalan dan perhatian kita harus lebih fokus ke hal yang kedua,
yaitu lebih ke proses pengadaan barang dan jasa.

”’Kami menilai bahwa dalam soal pertama yaitu dalam hal pelayanan
publik itu relatif sudah clear dan memang sudah berjalan cukup
baik. Harus diakui bahwa pemda Kabupaten Solok sudah melakukan
berbagai pembenahan sehingga praktik-praktik 'memberi dan
menerima’ dalam kaitannya dengan pelayanan publik itu sudah
hampir tidak ada. Maka yang tinggal menjadi pekerjaan rumah
adalah praktik-praktik 'memberi dan menerima’ dalam proses
pengadaan barang dan jasa atau dalam proses tender dengan
rekanan,” ujarnya Direktur Eksekutif LAPAU yang juga mantan
Koordinator APPI Sumbar.*

Atas pertimbangan itulah maka kemudian LAPAU bersama
organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan jaringan APPI lebih
memfokuskan pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas itu ke
soal yang kedua, yaitu ke proses tender pengadaan barang dan
jasa. Menurut Elyunus, upaya ini juga sekaligus dalam rangka
mengawal pelaksanaan Keppres No.80 tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa yang memang rentan dengan praktik
KKN. ”Untuk itu APPI sering diberi semacam pembekalan dalam
berbagai training dan pelatihan advokasi untuk pengawasan
pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi TT dan IPW,” ujarnya.
Profil dan peran APPI

46 Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 2008

sebagai pemantau dalam penerapan pakta integritas di Kabupaten
Solok dapat disimak dalam box berikut.

Peran APPI sebagai Pemantau Independen

Sebagai subyek dan sekaligus penerima hasil pembangunan,
masyarakat sudah semestinya memiliki peran penting dalam
proses pembangunan.

Pasal 8 ayat 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab
masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang
bersih.

Pasal berikutnya menyebutkan bahwa peran serta masyarakat
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: hak mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan
negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama; hak
menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
terhadap kebijakan penyelenggara negara; serta hak memperoleh
perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak-hak tersebut.

Demikian halnya dalam penerapan Pakta Integritas, peran serta
masyarakat sangat diharapkan, terutama dalam rangka menjaga
kualitas proyek yang dihasilkan. Dengan spirit untuk menjaga
kualitas pembangunan, 27 lembaga/organisasi dan sejumlah
pihak lainnya di Kabupaten Solok pada 5 Juni 2004 bersepakat
membentuk Aliansi Pendorong Pakta Integritas (APPI).



tidak banyak yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas selain
kasus pipa PVC di Muaro Paneh yang berhasil dibawa sampai
ke tingkat pengadilan. Sedangkan kasus-kasus yang lain masih
menggantung, belum ada kejelasan.

Menurut Armen, selain adanya kelemahan pemerintah dalam
penindakan penyelewengan berbagai proyek itu, disinyalir juga
keterlibatan oknum APPI yang ikut bermain. Karena itulah
menurutnya penuntasan berbagai kasus itu menjadi terhambat
karena ada konflik kepentingan. "Menjadi aneh dan ironis ketika
ada pihak yang seharusnya melakukan pengawasan malah justru
ikut terlibat dalam proyek pengadaan. Memang itu bukan APPI
secara kelembagaan tapi yang diindikasikan terlibat itu termasuk
aktor kunci di APPI,” ujarnya.

Direktur LAPAU yang juga menjadi Ketua APPI Sumbar, Elyunus
Asmara, tidak menampik atas adanya indikasi keterlibatan orang
APPI dalam beberapa proyek pengadaan. ”APPI tidak mungkin
ikut dalam pengadaan tapi kalau oknumnya mungkin saja,”
ujarnya. Namun begitu, menurut Elyunus, kalaupun benar ada
indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum APPI maka
ini bukan saja tanggung jawab APPI, tapi juga menjadi tanggung
jawab TII dan IPW yang seharusnya turut mengawal APPI agar
berada di jalur yang benar.

Elyunus menilai bahwa indikasi keterlibatan oknum APPI dalam
proyek PBJ ini bisa juga sebagai upaya untuk menghidupi
organisasi. “Sebagai sebuah lembaga, APPI tentu butuh dana
operasional untuk menjalankan roda organisasi. Persoalannya,




APPI sebagai lembaga pemantau tidak punya channel dan
networking ke lembaga donor. Sementara TI tidak bisa
memfasilitasi keperluan organisasi pemantau seperti APPI.”
tambah Elyunus.

Namun, terlepas dari persoalan itu, Armen Muhammad menilai
bahwa APPI tetap memiliki peran penting dan strategis dalam
mengawal pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok.
Karena itu, menurutnya para aktor kunci di APPI perlu melakukan
pembenahan dengan melakukan reorientasi atas fungsi dan
perannya seraya tetap menjaga kode etik sebagai pemantau
independen.

CAPAIAN PELAKSANAAN
PAKTA INTEGRITAS
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Fenomena kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa tentu
merupakan hal yang ironis, karena sesungguhnya bidang pengadaan
barang dan jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah
untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja,
pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha,
pemberdayaan usaha kecil dan lain-lain. Sayangnya, meskipun

CAPAIAN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Ditandatanganinya naskah dan dokumen Pakta Integritas di
Kabupaten Solok merupakan tindaklanjut dari komitmen bersama
untuk memerangi korupsi yang sistemik di Indonesia. Komitmen
ini merupakan buah kesepakatan bersama para peserta Konferensi
Internasional Anti Korupsi (ICAC — International Conference on
Anti Corruption) di Seoul, pada bulan Mei 2003 dari delegasi
Indonesia. Komitmen tersebut juga berisi kesepakatan untuk
membuat pilot proyek anti-korupsi melalui implementasi Pakta
Integritas. Pakta Integritas di Kabupaten Solok adalah salah satu
bentuk perwujudan komitmen tersebut yang terutama mengatur
mekanisme proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemda
Kabupaten Solok*’

Sejak digulirkan di Kabupaten Solok pada tahun 2003, Pakta
Integritas kini ibarat bola salju yang terus menggelinding dan
bergulir kian membesar gaungnya. Banyak daerah yang mencoba
mengikuti langkah Kabupaten Solok sehingga Pakta Integritas kini
mulai menjadi trend baru, terutama di daerah. Fenomena ini tentu
bisa menjadi preseden yang positif, tapi juga bisa sebaliknya.
Positif dalam arti semangat untuk berperilaku jujur melalui Pakta
Integritas sudah mulai mewabah di sejumlah daerah. Namun
berbarengan dengan itu, ada pula kekhawatiran di beberapa daerah

47 Emmy Hafild, 2003. “Kata Pengantar Transparansi Internasional Indonesia“ dalam Naskah Pakta
Integritas di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesia dan
Indonesia Procurement Watch, Jakarta.




bahwa frend Pakta Integritas itu hanya muncul sebatas kertas48
Karena itu, sebelum banyak pihak mewacanakan Pakta Integritas
secara latah, ada baiknya untuk menyajikan gambaran mengenai
capaian pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok sebagai
hasil eksperimen paling awal.

Sub-bab berikut akan mendeskripsikan potret kecil mengenai
capaian pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Uraian
pada sub-bab ini meliputi tiga hal. Pertama, reformasi sistem
pengadaan barang dan jasa. Kedua, implementasi Pakta Integritas
dalam praktik lelang proyek pemerintah daerah. Ketiga, mengenai
partisipasi masyarakat dalam mengawal Pakta Integritas.

NGAN DIKLAT BAGI SEAREIAKLS NAGARI
KITA WUJUDKAN PAKIA INTEGRITAS
MENUJU C" o N GO’ *NANCE
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Pelatihan Pemantauan PJB di Solok

Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Banyak pihak menilai bahwa bidang pengadaan barang dan jasa
publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan.
Pemerintah Indonesia pernah melakukan kerjasama dengan Bank
Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank) untuk mengkaji tindak korupsi dalam bidang
pengadaan barang dan jasa publik. Kajian yang kemudian disebut
sebagai Country Procurement Assesment Report (CPAR) ini
menunjukan bahwa sejak tahun 2001-2006 telah terjadi kebocoran
uang negara dalam pengadaan barang dan jasa berkisar antara 10-
40 persen

Temuan yang hampir sama, pernah dikemukakan Taufiequrrahman
Ruki ketika masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Taufiequrrahman Ruki menyebutkan bahwa
kebocoran uang negara terbesar terjadi pada bidang pengadaan
barang dan jasa, baik untuk pemerintah maupun publik. Menurutnya,
lebih dari 70 persen dari kasus-kasus korupsi yang ada berasal
dari kasus pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari
pengelolaan APBN. "Inilah kebocoran dana paling besar yang
berasal dari pengelolaan keuangan negara," tegas Ruki. Sekarang,
lanjut Ruki, bila tahun ini dapat dihindari kebocoran dari pengadaan
barang dan jasa, negara dapat menghemat pengeluaran sekitar
Rp150 triliun. Negara tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp
600 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Bila kebocoran
tersebut cukup terjadi 25 persen, negara bisa menghemat sebanyak
Rp 150 triliun. "Angka ini bukanlah angka yang kecil. Dengan
angka sebesar ini pemerintah bisa berbuat banyak, misalnya
menaikkan gaji PNS, TNI, Polri, mengurangi pajak, dan
sebagainya."?

49 Hal ini antara lain dapat disimak dalam laporan Bank Dunia mengenai “Kajian Pengeluaran
Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru” dalam

48 Ini terutama bisa dilihat di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Wacana Pakta

http://sileresources.worldbank.org/INTIINDONESIA/
Integritas hanya dimanfaatkan para kandidat kepala daerah sekadar untuk mempercantik citranya.

50 Media Indonesia, 6 November 2007.




13. Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi

Bagi pihak yang telah menerapkan aturan secara benar belum
mendapat penghargaan layak untuk memotivasi. Sementara
bagipihak yang melanggar aturan belum diberikan sanksi agar
menimbulkan efek jera bagi pelakukanya.

14. Lemahnya pengawasan pekerjaan

Penyelewengan atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan
jasa dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, baik yang dilakukan
pengawas internal maupun yang dilakukan konsultan pengawas.

Lalu, apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok dalam
upaya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa? Bupati Solok,
Gusmal Datuk Rajolelo menyebutkan bahwa reformasi birokrasi
yang ditempuhnya antara lain dimulai dengan melakukan distribusi
kewenangan kepada level-level pimpinan di bawahnya, mulai dari
dinas, kecamatan, bahkan sampai otonomi di tingkat nagari. Dengan
begitu, menurutnya, fungsi Bupati itu tidak terlalu sentral, tapi
lebih menjadi fasilitator saja. Demikian pula dalam hal pengadaan
barang dan jasa. Bupati sudah tidak lagi terlibat lebih jauh dalam
perizinan usaha ataupun mengatur tender, lelang, dan lain-lain.
”Untuk segala tender, dokumen lelang, dan perizinan itu sekarang
tidak lagi harus ditandatangani oleh Bupati, tapi hampir semua
sudah dilimpahkan ke KPUP. Yang ditandatangani oleh Bupati
hanya yang prinsip-prinsip saja. Kalau yang lain-lainnya kita
berikan langsung ke dinas-dinas maupun ke KPUP,” ujar Gusmal *

Pada awal Mei 2007, Bupati Solok mengeluarkan Peraturan Bupati
(Perbup) No. 12/2007 tentang pendirian Kantor Pelayanan Umum
dan Perizinan (KPUP) Kabupaten Solok. Keberadaan KPUP ini

52 Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.

pemerintah telah mengeluarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, namun
pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan.
Sumber dokumen Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh
Transparency International menyebutkan, setidaknya ada 14 bentuk
dan sebab munculnya permasalahan dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah, yaitu:’'

1. Praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi

Praktik penyuapan ini terjadi untuk memperlancar dan
mengharapkan keberpihakan panitia lelang kepada penyedia
barang/jasa. Penyuapannya bisa berbentuk pemberian komisi dan
uang ’ucapan terima kasih’ atau uang cindua.

2. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan

Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untuk
melakukan tindakan memihak atau bersifat diskriminatif dan pilih
kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam
pengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan
intervensi kepada pejabat di bawahnya untuk mengambil keputusan
di luar dari mekanisme yang berlaku.

3. Aktivitas bisnis terkait jabatannya

Seorang pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki aktivitas
bisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat atau
pengusaha karena adanya konflik kepentingan. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya ’bisnis orang dalam’ (internal trading),
yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik dengan
menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga secara kolutif.

51 Uraian berikut dikutip dan diadaptasi dari “Problema dalam Pengadaan Barang dan Jasa” dalam
Newsletter TRANSPARANSI No.02/2008.




4. Praktik pemerasan dan premanisme

Memaksa seseorang membayar atau memberikan sejumlah
uang/barang, atau bentuk lain sebagai imbalan dari seorang
pengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang menyebabkan panitia atau pejabat pengadaan barang dan
Jjasa tidak dapat bersikap independen dalam pengambilan keputusan.

5. Pertentangan hukum

Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan terjadinya
kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan
negara dan pihak lainnya.

6. Rendahnya keterlibatan masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan dan
pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

7. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan swakelola

Adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaan
swakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur, dan
persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola
sesuai Kepres No0.80/2003 dan perubahan-perubahannya.

8. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan penunjukan
langsung

Lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yang
seharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan
etika pengadaan dalam Keppres No.80 tahun 2003 dan perubahan-
perubanannya.

9. Kurangnya pemahaman dalam penentuan pengadaan jasa
konsultasi

Dalam proses pemilihan jasa konsultasi sering ditemukan kesalahan
metode dalam pengadaannya yang tidak sesuai dengan Keppres
No0.80 tahun 2003, dimana pemilihan penyedia jasa konsultasi
harus dilakukan melalui seleksi umum. Padahal, hanya
dalamkeadaan tertentu saja, pemilihan dapat dilakukan melalui
seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

10. Tender yang diatur dan tender arisan

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang paling banyak
ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa adalah tender yang
diatur dan tender arisan. Tender yang diatur biasanya melibatkan
pejabat/panitia pengadaan dengan penyedia barang dan jasa.
Sedangkan untuk tender arisan melibatkan sesama penyedia barang
dan jasa. Khusus untuk tender arisan, pejabat/panitia pengadaan
barang dan jasa seringkali kesulitan untuk membuktikan dan
mengungkap kasus ini.

11. Jual beli proyek

Praktik pengalihan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan
utama kepada pihak lain atau jual beli proyek (rent-seeking) sering
ditemukan, dimana kontraktor pemenang tidak melakukan
kewajibannya, melainkan menjual seluruh atau sebagian pekerjaan
utama kepada pihak lain.

12. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan

Temuan dan pengaduan masyarakat terhadap indikasi
penyelewengan/penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa
sering mengalami kendala karena ketidakjelasan mekanisme
pengaduan.




Apresiasi positif masyarakat terhadap keberadaan KPUP ini
tergambar pula dari meningkatnya pengajuan permohonan perizinan.
”Data di KPUP menunjukkan bahwa dari 2006 ke 2007 terjadi
lonjakan kenaikan yang sangat signifikan,” jelas Andy. Capaian
kongkrit lainnya dari pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten
Solok adalah adanya efisiensi anggaran pembangunan. Dalam
sebuah workshop yang dilakukan Pemda Kabupaten Solok bersama
TI Indonesia terungkap bahwa setidaknya dapat dilakukan
pengehematan sekitar 30 persen anggaran selama pelaksanaan
Pakta Integritas di Kabupaten Solok. ”Dengan Pakta Integritas,
tunjangan-tunjangan yang bersifat tumpang tindih dapat dihindari.
Ini sekaligus juga menunjukkan pemerataan dan aspek keadilan
bagi pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Solok,” ujar Field
Officer TI Sumbar, Armen Muhammad >*

Praktik Lelang Proyek Pemerintah Lebih Baik

Proses lelang merupakan salah satu momen penting yang
mempertemukan pemerintah dengan sektor swasta. Menurut
Sudirman Said, sektor swasta memiliki arti penting bukan sekadar
pada dimensi ekonomi semata, tapi juga harus menjadi salah satu
pilar penting dalam konsep good governance. Sektor swasta sebagai
pengelola sumber daya pemerintah harus berkontribusi dalam
usaha optimalisasi penggunaan sumber daya. Setidaknya, ada dua
konsep atau pendekatan untuk mengoptimalkan peran sektor
swasta. Pertama, good corporate governance atau tata kelola
perusahaan yang baik. Yaitu proses dan struktur dalam mengelola

54 Wawancara dengan Armen Muhammad di Probolinggo, Jumat, 20 Juni 2008. Wawancara
dilakukan saat penulis melakukan kunjungan khusus ke Kota Probolinggo, Jawa Timur untuk
melihat lebih dekat proses persiapan pelaksanaan Pakta Integritas. Jonni Oeyoen dan Armen
Muhammad merupakan tim TI Indoneia yang ditugaskan untuk membantu proses persiapan
pelaksanaan Pakta Integritas di Kota Probolinggo.

merupakan modifikasi dari Pos Pelayanan Satu Pintu Plus (Posyantu
Plus). Keberadaan KPUP ditujukan untuk meningkatkan kinerja
pemda Kabupaten Solok serta untuk lebih memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam berurusan dengan pemerintah kabupaten.
Bahkan, untuk itu Bupati rela menyerahkan ruangan kantornya
untuk digunakan KPUP, sementara Bupati kini harus berbagi ruang
dengan Sekda.

Kepala KPUP Kabupaten Solok, Andy Rastika menuturkan bahwa
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPUP adalah pelayanan perizinan,
seperti: SIUP, Izin Trayek Angkutan, Izin Pendirian Bangunan,
Izin Usaha dan lain lain. Selain itu, KPUP juga menangani beberapa
hal yang berkaitan dengan investasi. "Jadi, ke depan kantor KPUP
ini akan menjadi gerbang investasi Kabupaten Solok. Itu yang
ingin kita ciptakan. Ingin kita coba wujudkan bahwa investasi
Kabupaten Solok itu akan ada di kantor ini. Untuk itu citra ke
daerah itu sangat kita pelihara sekali bahwa yang sudah baik itu
akan kita tingkatkan, yang kurang baik akan kita hilangkan. Karena
orang lain akan melihat kantor ini dulu yang akan menjadi cerminan
dari kondisi daerah Kabupaten Solok,” ujarnya>?

Menurut Andy, reformasi birokrasi melalui perbaikan pelayanan
yang dilakukan KPUP tidak lepas dari semangat Pakta Integritas.
Menurutnya, KPUP ingin mencitrakan secara faktual bahwa Pakta
Integritas itu bisa diterapkan secara kongkrit dalam setiap aktivitas
pelayanannya. Karena itu KPUP berkomitmen untuk tetap taat
dengan aturan dan tidak mau melebihkan biaya-biaya perizinan
serta komitmen waktu yang tepat. Jadi, kami bersama kawan-
kawan di KPUP berupaya membangun sikap mental bahwasannya
bagi kami menolak suatu pemberian seperti gratifikasi itu ada

53 Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin, 24 Maret 2008.




suatu kepuasan tersendiri bagi kami. Ini yang penting bahwa ada
kepuasan atau malah kebanggaan untuk menolak gratifikasi. Saya
kira komitmen seperti ini perlu dibangun,” tambahnya.

Namun begitu Andy juga mengakui bahwa selama berkecimpung
di KPUP, godaan-godaan untuk berlaku curang itu masih tetap
ada, meskipun prosentasenya sudah makin sedikit. ’Ada memang
yang mencoba intervensi, minta-minta untuk dicepatkan urusannya,
dan sebagainya. Saya katakan bahwa kami sebenarnya tidak perlu
diminta-minta untuk dicepatkan. Kalau sudah oke semua itu sudah
pasti cepat karena kami juga tidak mau menunda-nunda pekerjaan.
Karena kalau kita tunda-tunda pekerjaan di sini numpuk. Makanya
kami tidak bisa menunda-nunda permintaan masyarakat dalam hal
perizinan, karena kalau kita tunda, besok sudah ada lagi urusan,
dan sebagainya. Makanya tidak perlu minta-minta untuk dicepatkan.
Sepanjang syarat-syaratnya cukup, kelayakannya oke, maka akan
kita terbitkan segera. Tapi, misalnya, kalau dia tidak cukup syarat,
maka akan kita tolak. Tapi, kita jelaskan kepada mereka dengan
santun bahwa ada kekurangan yang harus dilengkapi. Yang penting
caranya dengan santun sehingga mereka bisa terima,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya itu, KPUP kini menjadi garda depan
pembenahan birokrasi di Kabupaten Solok. Tak heran jika lembaga
ini menjadi kian populer, baik di kalangan pengusaha maupun di
kalangan masyarakat pada umumnya. Namun kewenangannya
yang besar juga memunculkan kekhawatiran lembaga ini menjadi
superbody dan mengundang kecemburuan serta konflik internal
kelembagaaan. Tapi kekhawatiran ini buru-buru ditepis Bupati.

Menurut Bupati Solok, dengan adanya KPUP tidak ada konflik
kelembagaan, karena sudah diatur bahwa untuk pertimbangan

teknis tetap dari departemen masing-masing. Jadi sebelum suatu
izin dikeluarkan oleh KPUP, terlebih dahulu ada pertimbangan
teknis dari intansi bersangkutan. Dengan begitu, tidak ada konflik
kelembagaan dan kecemburuan diantara dinas-dinas dan KPUP.

Namun sebagai Kepala KPUP Andy Rastika memang pernah
merasakan adanya gelagat ’kecemburuan’ karena ada kesan tarik-
menarik kewenangan dengan dinas lain. Tapi menurut Andy,
sesungguhnya tidak ada problem mendasar soal ini, karena
sesungguhnya kewenangan itu tetap ada pada Bupati sebagai
kepala daerah. Bukan pada dinas-dinas, juga bukan di KPUP.
Karena itu menurutnya, dengan pelimpahan tugas ke KPUP, tidak
ada kewenangan yang diambil. ’Seluruh kewenangan yang ada di
SKPD ini sebenarnya milik Bupati sebagai kepala daerah, hanya
kemudian dilimpahkan ke dinas-dinas. Karena itu kita sampaikan
bahwa kami tidak pernah menarik kewenangan dari instansi-
instansi lain. Yang menarik kewenangan itu adalah Bupati, jadi
tidak ada masalah KPUP dengan instansi atau dinas lainnya,” ujar
Andy.

Keberadaan KPUP sebagai layanan terpadu yang menangani proses
perizinan dan non-perizinan ini telah menghasilkan manfaat yang
kongkrit. Proses-proses perizinan di bawah tanggung jawab
pemerintah Kabupaten Solok kini menjadi lebih transparan, jelas
biaya, waktu penyelesaian, syarat-syarat, maupun prosedurnya.
“Dengan adanya KPUP, masyarakat sudah terlayani secara lebih
baik karena aksesnya lebih mudah,” ujar Masnur Adam, aktivis
perempuan dari lembaga Bundo Kandung. Komentar senada juga
disampaikan Gusfirman, Ketua Gapensi Kabupaten Solok. "Dengan
adanya KPUP, rantai birokrasi menjadi lebih pendek. Ini tentu
dampaknya sangat positif, terutama bagi iklim dunia usaha,”
ujarnya.




M Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan
barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait
dan masyarakat berdasarkan etika, norma, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, 2006. Prinsip-prinsip
DasarPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Indonesia Procurement Watch,
Jakarta.

Keppres No.80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang
melaksanakan pengadaan barang adalah instansi pemerintah baik
instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah
kabupaten/kota, maka pihak pengguna jasa adalah kepala
kantor/satuan kerja atau pemimpin proyek/bagian proyek.
Selanjutnya, pasal 17 Keppres No.80 Tahun 2003 itu menyebutkan
bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan atau
jasa lainnya, pada prinsipnya harus dilakukan melalui metode
pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan
penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan
pengumuman secara luas melalui media massa dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat
luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya.’

Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan komitmen umum
dan komitmen khusus dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

58 Lihat: Pasal 17 Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Dalam Pasal 17 ini juga disebutkan bahwa dalam keadaan khusus, lelang pengadaan
barang/jasa bisa dilakukan secara terbatas atau penunjukan langsung.

perusahaan atau usaha ke arah peningkatan kemakmuran dan
pertanggungjawaban korporasi dengan tujuan akhir mewujudkan
nilai jangka panjang pemegang saham dengan tetap menjaga
berbagai pihak terkait (stakeholder). Kedua, corporate social
responsibility, yaitu konsep yang menekankan pada
pertanggungjawaban sosial korporasi kepada lingkungan, baik
kepada pegawainya maupun kepada masyarakat>® Semangat dari
kedua konsep itu tentu harus terefleksi pula dalam proses lelang
pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai suatu aktivitas
yang penting.

Pengadaan barang adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai
kesepakatan harga dan kesepakatan lainnya dalam rangka
memperoleh barang. Kesepakatan yang telah tercapai tersebut,
dituangkan dalam dokumen perjanjian yang lazimnya disebut
kontrak. Adapun lingkup pengadaan barang adalah pengadaan
berbagai bentuk barang baik barang yang berwujud maupun barang
yang masih dalam keadaan terurai, yang meliputi bahan baku,
barang setengah jadi dan barang jadi.”¢

Proses pengadaan barang dilakukan dengan beberapa tahapan yang
diawali dengan tahap perencanaan (planning), pemograman
(programming), dan kemudian diakhiri dengan penganggaran
(budgeting). Berdasarkan dokumen perencanaan, pemograman,
dan penganggaran tersebut kemudian disusunlah rencana pengadaan
barang. Rencana pengadaan barang meliputi beberapa rangkaian
berikut: mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang menjadi

55 Sudirman Said, 2006. “Pengutan Partisipasi Publik: Pilar penegakan Good Governance”, dalam
http://www.serambinews.com/old/index .php?aksi=bacaopini&opinid=660

56 Hayie Muhammad (ed), 2007. Kerangka Dasar dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Indonesia Procurement Watch, Jakarta.



dasar pelaksanaan pengadaan; menyusun paket, program, dan
jadwal pengadaan; menyusun petunjuk pengadaan, serta menyusun
rencana biaya pengadaan’’ Adapun yang menjadi prinsip pengadaan
barang dan jasa yaitu: efisiensi, efektifitas, persaingan sehat,
keterbukaan, transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas.
Penjelasan lebih rinci mengenai prinsip pengadaan barang dan
Jjasa dapat disimak pada box berikut.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara
internasional yaitu efisiensi, efektivitas, persaingan sehat,
keterbukaan, transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas.

M Efisiensi

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan
barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya
yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah dan
kualitas yang diharapkan, serta diperoleh dalam waktu yang
optimal.

B Efektif
Yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang
dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh
barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-
tingginya.

57 Hayie Muhammad, ibid.

M Persaingan Sehat

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam
pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar
calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma
pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan paktik
KKN.

M Terbuka
Yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan
barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua
penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti
pengadaan.

M Transparansi

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi dalam pengadaan
barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap
tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat
dan masyarakat.

B Non-Diskriminatif

Yang dimaksud dengan prinsip non-diskriminatif dalam
pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang
sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang
berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.



8. Apabila ternyata komitmen mereka langgar, mereka bersedia
menanggung akibat pelanggaran tersebut, baik secara
administratif maupun secara hukum yang berlaku.

Hal lain yang ditetapkan dalam proses lelang adalah aspek
pemantauan. Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang bersendikan Pakta Integritas ini meliputi: mekanisme
pemantauan, pihak-pihak yang terkait, pelaksana pemantau
independen, pelaksanaan proses pemantauan independen, dan
juklak pemantauan.

Agar transparansi maksimum bisa dicapai, maka mekanisme
pemantauan diarahkan pada beberapa hal berikut: 1) Adanya akses
publik untuk memperolah informasi seluasnya, kandungan, serta
tata cara tertuang pada Perda Transparansi dan Partisipasi; 2)
Disepakati adanya pemantau independen yang ahli di bidangnya,
dan dipercaya oleh masyarakat, serta tidak terjadi pertentangan
kepentingan dalam melaksanakan tugas; 3) Disepakati adanya
forum yang mendiskusikan langkah kongkrit implementasi Pakta
Integritas. Bahkan, bilamana memungkinkan ada forum diskusi
lewat Internet; 5) Disepakati adanya public hearing apabila
diperlukan; 6) Informasi rahasia tetap dijaga (merupakan bagian
dalam Perda Transparansi dan Partisipasi); 7. Output dari monitoring
dan pengawasan sehingga didapat statemen proses pengadaan
apakah, misalnya proses pengadaan barang/jasa itu cacat atau
tidak.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemantauan adalah: pejabat
sebagai penerima tugas untuk menyediakan layanan publik; seluruh
stakeholder/ masyarakat yang membutuhkan layanan publik; aliansi
lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian di bidang

Komitmen ini tidak terlepas dari upaya untuk menghindari konflik
kepentingan dan konflik kelembagaan, sekaligus dalam rangka
mengimplementasikan pelaksanaan Pakta Integritas dalam praktik
lelang proyek pemerintah daerah?® Secara umum, komitmen yang
telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Solok itu meliputi 12 hal,
yaitu:

1. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan
instansi lain tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

2. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan
instansi lain tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian
baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut dapat
dikira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai
hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan
atau pekerjaannya.

3. Pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan
instansi lain tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi
secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut dapat
dikira, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai
hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan
atau pekerjaannya.

4. Pemda akan mempublikasikan ke publik dan selalu tanggap
terhadap permintaan tentang seluruh informasi tentang
administrasi pelayanan publik yang relevan, meliputi antara
lain prosedur, spesifikasi teknis, dan ketentuan perundang-
undangannya.

59 Deskripsi berikutnya dikutip dan diadaptasi dari Naskah Pakta Integritas di Lingkungan Pemda
Kabupaten Solok, Transparansi Internasional Indonesia dan Indonesia Procurement Watch,
Jakarta.



5. Pejabat dan pegawai tidak akan mengungkapkan informasi
rahasia yang hanya akan menguntungkan sekelompok/anggota
masyarakat yang menyuap.

6. Pejabat dan pegawai yang terlibat dalam proses, evaluasi,
pembuatan, dan pelaksanaan pelayanan publik dan ternyata
terdapat kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertentangan
kepentingan (conflict of interest ) maka pejabat tersebut akan
mengungkapkan “pertentangan kepentingan (confilct of interest)”
yang terkait dengan kegiatan tersebut dan aset pribadi dan
keluarganya (sesuai ketentuan yang berlaku) dan selanjutnya
tidak ikut dalam pengambilan keputusan, dan untuk memecahkan
masalah itu; pejabat dan pegawai tersebut meminta kepada
atasan untuk dapat memberikan rekomendasi.

7. Pejabat dan pegawai akan melaporkan kepada pejabat yang
berwenang setiap usaha untuk melanggar komitmen di atas.

8. Komitmen pemerintah daerah untuk melindungi pegawai yang
melaporkan pelanggaran.

9. Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasal
dari masyarakat sipil.

10.Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran
biaya untuk pelaksanaan Pakta Integritas.

11.Komitmen pejabat pengambil keputusan akan melaksanakan
Pakta Integritas termasuk pelaksanaan perlindungan saksi,
pembayaran insentif/disinsentif, pelaksanaan sanksi atas
pelanggaran yang terjadi.

12 .Komitmen pejabat dan pegawai bersedia menanggung akibat
baik secara administrasi maupun secara hukum, apabila
melanggar janji integritas yang diikrarkan.®

60 Secara keseluruhan, komitmen tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada exhibit-1, pada
lampiran-3.

Selain komitmen umum, pemerintah Kabupaten Solok telah
menetapkan pula komitmen khusus. Bagi pejabat dan pegawai
yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, secara khusus
harus memperbaharui komitmen dengan menandatangani janji
integritas bersama-sama dengan pihak swasta®' Adapun komitmen
swasta yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini diberikan
oleh direksi danwakilnya dalam proses pengadaan serta seluruh
pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Komitmen
pihak swasta ini meliputi:

1. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung atau
lewat perantara, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya
kepada pegawai instansi (atau saudara dan temannya).

2. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik dengan kelompok
swasta maupun pejabat terkait dengan pengadaan serta pemantau
independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses
pengadaan dan hasil-hasilnya.

3. Membuka semua data pembayaran dari pekerjaan apabila
dipertanyakan dalam proses pengawasan.

4. Tidak akan menerima kompensasi atas pelanggaran terhadap
komitmen dari pihak lain.

5. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-
pihak yang terkait atau perantaranya.

6. Mengakui dan bekerjasama dengan kelompok pengawas
independen dan Bawasda (Badan Pengawas Daerah).

7. Apabila terjadi perselisihan antara mereka yang melakukan
komitmen, akan diselesaikan menurut kesepakatan yang tertuang
dalam pakta.

6l Lihat exhibit-2 pada lampiran-4.



memungkinkan maka itulah yang menang. “Kalau soal menang
tender itu kan hasil evaluasi. Yang memenangkan tender itu belum
tentu yang memberikan penawaran terendah. Itu ada dalam
Keppresnya bahwa yang menang tender itu adalah yang bersih
dan memberikan penawaran yang masuk akal. Kalau malah
memberikan penawaran di bawah standar justru tidak akan menang.
Contoh harga semen 50 kemudian ada tawaran 45, itu kan di bawah
harga pabrik,” ujarnya.

Demikian pula soal adanya tuntutan keterbukaan dalam hal
anggaran. Menurut Masber, pengusaha di Solok jauh-jauh hari
sudah melaksanakannya. “Dalam setiap proyek kita selalu membuat
plang atau papan proyek. Di situ ditulis berapa anggarannya, dari
mana sumbernya, sampai batas waktu pengerjaannya. Itu sudah
sangat terbuka dan masyarakat tahu itu. Tapi memang pernah ada
kasus plang papan proyek itu terlambat dipasang. Itu jadi heboh
karena dibesar-besarkan oleh wartawan. Padahal itu bukan berarti
kita tidak transparan, tapi hanya terlambat saja karena ada hal lain
yang lebih penting didahulukan dari plang itu, tetapi plang itu
tetap ada dan dipasang,’ujarnya.

Keluhan lain yang sering muncul adalah mengenai peran lembaga
pemantau independen, terutama yang berasal dari aliansi lembaga
swadaya masyarakat. Dalam pelaksanaanya, banyak pihak menilai
bahwa kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas
peran lembaga independen itu belum memadai. Polemik dan
dinamika mengenai hal ini akan diuraikan lebih jauh dalam sub-
bab berikutnya.

Partisipasi Masyarakat Masih Lemah
Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan
terbebas dari praktik-praktik koruptif dan kolutif, tidak cukup

monitoring/pengawasan yang bersedia dan disepakati stakeholder
untuk melakukan monitoring. Pihak-pihak ini dapat menjadi
pelaksana pemantau independen.

Namun begitu, pemantau independen ini tidak boleh berasal dari
kelompok instansi pemerintah yang memiliki konflik kepentingan,
yaitu: a) jika mereka adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan
yang dimonitor; b) jika mereka merupakan kerabat dan keluarga®
pihak yang terlibat; c) jika mereka secara hukum menjadi wakil
pihak yang terlibat; d) jika mereka bekerja dan mendapat gaji dari
pihak yang terlibat, kecuali pegawai yang bertidak atas nama
instansi pemerintah; serta €) jika memberikan rekomendasi terhadap
pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaanya, proses pemantauan independen di Kabupaten
Solok diorientasikan pada:

1. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik
atas peran lembaga independen dan memantau implementasinya.

2. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas eksternal
yang diakui dan mendapat dana dari anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD).

3. Lembaga tersebut merupakan gabungan lembaga independen
yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pemantauan.

4. Pemahaman terhadap semua prosedur tetap pelayanan prima
yang disediakan oleh pemerintah daerah.

5. Diberlakukannya Perda tentang Transparansi dan Partisipasi
atau peraturan yang sejenis saat Pakta Integritas diberlakukan
oleh pemerintah daerah.

62Yang termasuk dalam kategori kerabat adalah: tunangan, pasangan hidup (suami/isteri), anak
kandung, saudara kandung, anak dari saudara kandung, kakak atau adik pasangan hidup atau
pasangan dari saudara kandung (ipar), saudara kandung orang tua, orang yang ikut memelihara
dan membesarkan yang bersangkutan.



6. Disepakatinya juklak pemantauan oleh kelompok terkait dalam
penerapan Pakta Integritas, sehingga Tim Pengelola Pengaduan
(TPP) yang diakui dapat memantau Pakta Integritas dapat
bekerja secara komprehensif.

7. Kerahasiaan informasi harus dijaga, dan TPP bertanggung
Jjawab atas informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah
dalam rangka transparansi informasi dan partisipasi masyarakat.

8. TPP harus secara konsekuen dalam melaksanakan tugas sebagai
pemantau independen, dan memegang teguh kode etik dalam
melaksanakan kegiatan.

Menurut Gusfirman, dengan adanya Pakta Integritas memang
KKN dalam lelang pengadaan barang hampir tidak ada. "Kalau
dulu, situasinya dibuat supaya lebih merata. Jadi, hampir semua
perusahaan dapat bagian proyek. Sekarang dengan adanya Pakta
Integritas memang KKN hampir tidak ada. Tapi tidak semua
perusahaan mendapatkan pekerjaan. Jadi sekarang yang kurang
adalah proyeknya. Istilahnya, pengusahanya makin banyak tapi
kue-nya masih tetap sehingga tidak sedikit pengusaha yang tidak
kebagian proyek,” ujarnya® Hal yang hampir senada juga
disampaikan Masber, Ketua Gapeknas Kabupaten Solok. Menurut
Masber, proses-proses tender dan lelang proyek yang berjalan di
Kabupaten Solok saat ini sudah sangat baik. "Jujur saja, di Solok
itu sebenarnya miskin, apa adanya. Tidak ada suap-menyuap, tidak
ada yang macam-macam. Dalam soal tender, di Kabupaten Solok
itu boleh dibilang paling bersih,” ujarnya .5

Namun, pandangan berbeda disampaikan Afrizal, Ketua Kelompok
Tani Karamuntiang, Kabupaten Solok. Menurut Afrizal, semangat
Pakta Integritas kini sudah memudar, terutama dalam kaitannya

63 Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
64 Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

dengan lelang pengadaan barang dan jasa. “Setelah ada pergantian
kepemimpinan di Kabupaten Solok semangat tender-tender sesuai
Pakta Integritas menjadi semakin kabur. Sekarang Pakta Integritas
itu masih tetap ada, tapi itu tidak jadi prioritas lagi karena adanya
kepentingan politis. Ini awalnya ketika Pilkada Bupati dimana
banyak mantan tim sukses Bupati yang kemudian mempunyai
perusahaan dan ikut tender sehingga keberadaan mereka tidak
terkontrol,” ujarnya %

Hal senada juga disampaikan Ilyasmadi, Koordinator APPI
Kabupaten Solok. Menurut Ilyasmadi, APPI pernah menemukan
beberapa kecurangan, seperti pembangunan jalan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi yang ditentukan. APPI pernah menyampaikan
persoalan ini kepada DPRD dan Bupati tapi tak ditanggapi. “Kalau
dulu waktu masih zaman Pak Gamawan Fauzi, pengaduan kita itu
langsung ditanggapi. Misalnya kita laporkan kecurangan
pembangunan jalan di daerah Kepala Banda dimana ada indikasi
penyelewengan dengan nilai proyek 1,8 miliar. Kita dari APPI
maju dengan menyampaikan data-data kepada pemerintah dan itu
langsung ditanggapi. Tapi kalau DPRD dan Bupati yang sekarang,
kita pernah sampaikan kecurangan tapi mereka tak ada respon.
Pengusaha juga sekarang banyak yang tak mau pasang plang atau
papan proyek, padahal itu merupakan bagian dari keterbukaan
anggaran yang perlu diketahui publik,” ujarnya %

Mengenai tuduhan adanya kecurangan dalam proses lelang, Masber
menampiknya. Menurut Masber, soal tender proyek itu adalah
murni merupakan hasil evaluasi. Rumusnya adalah siapa yang
mengajukan penawaran yang paling masuk akal dan paling

65 Wawancara dengan Afrizal, di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
66 Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.



Hal senada juga disampaikan Direktur LAPAU, Elyunus Asmara.
Menurutnya, yang punya tanggung jawab untuk menentukan
berhasil-tidaknya Pakta Integritas itu bukan hanya goodwill
pemerintah dan pengusaha saja, tapi juga peran serta aktif dari
LSM, wartawan, dan masyarakat pada umumnya. Namun
sayangnya, menurut Elyunus justru di tingkat pengawasan
masyarakat itulah yang kini menjadi salah satu titik lemah Pakta
Integritas. “Inilah pincangnya karena Pakta Integritas seolah
menjadi tanpa pengawasan. Perda sebenarnya mengamanatkan
lahirnya Komisi Transparansi (KT) dan Tim Pengelola Pengaduan
(TPP) yang nanti akan memainkan fungsi pengawasan, tapi sampai
sekarang mandeg,” ujarnya’?

Apa sesungguhnya Komisi Transparansi (KT) dan Tim Pengelola
Pengaduan (TPP) dalam konteks pengawasan Pakta Integritas di
Kabupaten Solok? Benarkah fungsi pengawasan yang seharusnya
dijalankan KT dan TPP ini mandeg? Lalu, kendala dan hambatan
apa lagi yang ditemukan, serta bagaimana pula arah dan agenda
Pakta Integritas yang perlu disiapkan ke depan? Beberapa persoalan
inilah yang akan dibahas kemudian pada bab berikutnya.

R ™ o

Sosialisasi Pakta Integritas di Solok

72 Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

hanya dengan mengandalkan kinerja pemerintahan itu sendiri.
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menyebutkan tentang pentingnya peran serta
masyarakat. Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999
ini menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab
masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
bersih. Selanjutnya, dalam pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran
serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: hak
mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang
penyelenggaraan negara; hak memperoleh pelayanan yang sama
dan adil dalam penyelenggaraan negara; hak untuk menyampaikan
saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan
penyelenggaraan negara; serta hak perlindungan hukum dalam hal
melaksanakan hak-hak tersebut.”’

Pakta Integritas sebagai salah satu model eksperimen pemerintah
Kabupaten Solok untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dari KKN juga menempatkan partisipasi masyarakat
sebagai salah satu pilarnya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten
Solok telah mengembangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah
(Perda) No.5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.6 ’ Setidaknya, ada tiga
argumen yang menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah
Kabupaten Solok mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi
masyarakat untuk dikembangkan dalam bentuk Perda.
Pertama, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi
masyarakat merupakan dinamika kebutuhan yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat, seiring dengan bergulirnya reformasi total,

67 Lebih rinci lagi dapat disimak dalam UU No.31 Tahun 1999 beserta penjelasannya.

68 Perda tersebut dibuat pada tanggal 29 April 2004 dan diundangkan pada tanggal 13 Mei 2004
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok No.8 Tahun 2004. Selengkapnya mengenai Perda
No.5 Tahun 2004 dapat disimak pada lampiran-5.



mulai dari pemberantasan KKN sampai ke akar-akarnya sampai
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Kedua, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi
masyarakat merupakan salah satu bentuk pengakuan atas hak asasi
manusia dan hak publik yang harus dijamin dalam sistem
pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya good governance.
Ketiga, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi
masyarakat merupakan salah satu langkah memberdayakan
masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang cerdas dan
kritis. Dengan demikian dapat meningkatkan fungsi kontrol
masyarakat akan mendorong pemerintah melahirkan kebijakan-
kebijakan publik yang didasari oleh pemahaman yang baik dan
mampu menjawab persoalan-persoalan nyata di tengah-tengah
masyarakat.”

Dalam Perda tersebut, transparansi penyelenggaraan pemerintahan
dan partisipasi masyarakat ini pada dasarnya berpijak pada beberapa
asas sebagai berikut:

1) Keterbukaan Timbal Balik. Ini dimaksudkan agar pihak
pemerintah dan publik memakai prinsip bersedia saling memberi
dan menerima serta menghargai perbedaan pendapat.

2) Transparansi. Ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dan
kemasyarakatan dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

3) Kepastian Hukum. Dalam melaksanakan transparansi dan
partisipasi harus dilandasi aturan formal yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Equalibrium/Keseimbangan. Dalam pelaksanaan transparansi
dan partisipasi harus dilaksanakan atas prinsip keseimbangan
antara hak dan kewajiban.

69 Lihat : http://www.solok.go.id/integritypact.html

5) Akuntabilitas. Prinsip pelaksanaan transparansi dan partisipasi
ini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada lembaga-
lembaga pemerintahan maupun kepada publik.

Dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, partisipasi
masyarakat merupakan salah satu komponen penting. Menurut
Wali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo pelaksanaan Pakta
Integritas ini bukan hanya menyangkut urusan pemerintahan di
kabupaten saja, tapi juga di kecamatan bahkan sampai di tingkat
nagari atau desa. Karena itu, menurutnya partisipasi masyarakat
menjadi salah satu kunci keberhasilannya.““Sejak awal pencanangan
Pakta Integritas, masyarakat juga diajak untuk terlibat, terutama
dalam kegiatan pengawasan,” ujarnya.’

Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Kabupaten Solok, Afrizal
meyakini betul bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk
pengawasan merupakan hal yang vital. Untuk itu menurutnya
masyarakat umum perlu disadarkan hak-haknya, misalnya, mengerti
mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan di
tempatnya. Menurut Afrizal, hal ini penting untuk menumbuhkan
rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pembangunan. Karena
ada rasa memiliki itu, maka masyarakat akan tergugah untuk
berpartisipasi dan ikut mengawal proses pembangunan. “Ada
contoh kasus, misalnya jika dibandingkan proyek pembangunan
jalan yang dikawal masyarakat dengan yang tidak dikawal itu akan
beda hasilnya. Di daerah Guguk Jae, misalnya, karena proses
pembangunannya tidak dikawal maka kualitasnya jelek dan sekarang
Jjalannya sudah rusak. D1 sini di tempat saya di Jalan Tanah Padang
karena kita kawal terus hasilnya jauh lebih bagus,” ujarnya!

70 Wawancara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
71 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.




target awal yang ditetapkan. Uraian berikut ingin mencoba
melakukan refleksi empat tahun pelaksanaan Pakta Integritas di
Kabupaten Solok. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi
serta bagaimana pula arah dan agenda ke depan yang perlu
dipersiapkan.

Berbagai Kendala dan Hambatan

Sebagai sebuah tools untuk mencegah korupsi, kolusi dan
nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public
contracting), Pakta Integritas terhitung masih baru. Meskipun
Transparency International sudah mengembangkannya sejak
1990-an, namun Pakta Integritas di Indonesia baru diperkenalkan
tahun 2000-an dengan Kabupaten Solok sebagai pilot project
pertamanya yang mulai mendeklarasikan Pakta Integritas pada
10 November 2003.

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo mengakui bahwa capaian
hasil pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok belumlah
maksimal. Menurut Gusmal, masih banyak kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penilaian yang hampir
sama juga disampaikan para informan lainnya. Apabila penilaian
para informan itu dikuantifikasi, secara umum mereka memberi
skor tingkat keberhasilan itu berkisar 40-70 persen. Secara
kualitatif, keberhasilan Pakta Integritas dapat dilihat dari capaian
atas prinsip-prinsip yang ada. Dari sembilan prinsip Pakta Integritas
yang harus dipenuhi, baru prinsip pertama saja mengenai
“komitmen anti-korupsi dari pemerintah” yang capainya sudah
baik. Sementara prinsip-prinsip lainnya masih dalam kategori
’cukup’ dan ’buruk’ tingkat capainnya. Hal ini dapat
divisualisasikan pada tabel berikut.

BAB V

SEBUAH REFLEKSIT ATAS
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SEBUAH REFLEKSI ATAS
KOMITMEN INTEGRITAS

Eksperimen good governance di Kabupaten Solok melalui
penerapan Pakta Integritas merupakan fenomena penting dan
menarik. Di tengah gencarnya perang melawan tindak korupsi
melalui cara-cara represif, Pakta Integritas justru menawarkan
model lain yang lebih persuasif dan preventif.

Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Rizal Malik, Pakta
Integritas sebagai suatu sistem pencegahan perlu terus dibangun
melalui mekanisme pengawasan dan aturan-aturan main yang
membuat ruang untuk melakukan korupsi menjadi kecil. "Jadi
jangan nunggu dulu para koruptor itu masuk penjara, tapi sebelum
orang itu melakukan korupsi, kita melakukan upaya preventif.
Kalau sistem pencegahan korupsi ini tidak jalan, maka penjara
tidak akan cukup menampung orang-orang yang korup. Karena
itu sistem pencegahan ini yang harus dibangun dan Pakta Integritas
merupakan salah satunya,” ujarnya’®

Sejak Pakta Integritas digulirkan di Kabupaten Solok 10 November
2003 yang lalu, memang sudah banyak capaian yang diraih. Namun
bukan berarti target capaian itu sudah berhasil sempurna 100
persen. Berbagai kendala dan hambatan tak kurang menghadang
sehingga masih banyak agenda yang belum bisa dicapai sesuai

73 Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2008.



dan terus menerus. Cara yang paling baik adalah dengan mencegah
korupsi mulai dari instansi masing-masing. Penerapan Pakta
Integritas merupakan upaya yang penting dalam pencegahan
korupsi, khususnya di negara di mana kinerja pemberantasan
korupsi sangat rendah seperti Indonesia.

Meskipun prinsip dan penerapan Pakta Integritas itu sangat relevan
dengan amanat penegakan hukum dan pengelolaan negara yang
bersih, berintegritas, adil, akuntabel dan transparan, namun hingga
kini belum ada suatu peraturan yang spesifik yang mengatur
mengenai penerapan Pakta Integritas di Indonesia, kecuali dalam
Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah. Bahkan, dalam Keppres No.80 Tahun 2003
ini, ketentuan mengenai Pakta Integritas hanya diletakkan dalam
bagian lampiran.’”® "Padahal, kalau ketentuan mengenai Pakta
Integritas itu dimunculkan di batang tubuh, mungkin akan lain
ceritanya. Ini tentu akan jauh lebih efektif karena mempunyai
landasan hukum yang lebih kuat,” ujar Saldi Isra, pengamat Hukum
Tata Negara Universitas Andalas, Padang” Saldi bahkan
mengusulkan agar semangat mempraktikkan Pakta Integritas itu
tidak hanya terbatas pada kerangka integrity of island di Kabupaten
Solok, tapi ada tekanan struktur dari atas secara nasional sehingga
gaungnya menjadi lebih besar. Upaya ini tentunya memerlukan
adanya dukungan perangkat aturan yang memadai.

d.Adanya konflik kelembagaan
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hilda Osmawati Ubani
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Pakta Integritas di

78 Dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, ketentuan mengenai Pakta Integritas terdapat
dalam lampiran-1b. Isi lampiran Ib mengenai Pakta Integritas dalam Keppres tersebut dapat
disimak dalam lampiran.

79 Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa, 25 Maret 2008.
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penghargaan

9 [Kesepakatan mengenai batasan rahasia 1/

Berdasarkan pengamatan para informan pula terindikasi adanya
sejumlah kendala dan hambatan, yaitu: sosialisasi yang masih
minim, stakeholder yang kurang siap, perangkat aturan yang belum
memadai, lemahnya pengawasan, adanya konflik kelembagaan
serta tidak adanya sanksi dan penghargaan.

a. Sosialisasi yang masih minim

Setelah program Pakta Integritas resmi ditandatangani, kemudian
dilakukan upaya-upaya sosialisasi di berbagai tempat. APPI sebagai
aliansi organisasi masyarakat sipil dijadikan salah satu ujung
tombak dalam melakukan sosialisasi Pakta Integritas ke masyarakat
luas. Menurut koordinator APPI, Ilyasmadi, sosialisasi itu memang
sudah dilakukan APPI di 17 nagari dengan melibatkan sedikitnya
50 orang di setiap nagari. Namun ia menyadari keterbatasan yang
dimiliki APPI sehingga sosialisasi itu belum memadai. ”Di
Kabupaten Solok itu ada 79 nagari, sementara kita baru bisa
melakukan sosialisasi di sekitar 17 nagari saja. Jadi, saya akui
memang belum maksimal, tapi soal sosialisasi ini tentu jangan
hanya mengandalkan APPI,” ujarnya’*

74 Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.




Ketua Gapeknas Kabupaten Solok, Masber, memberi penilaian
bahwa sosialisasi program Pakta Integritas masih kurang. Masber
malah menilai bahwa Pakta Integritas itu masih sangat elitis.
Menurut Masber, Pakta Integritas baru ramai dibicarakan di level
para penggagas saja, tapi belum merembes ke level masyarakat
bawah. Padahal menurutnya semangat Pakta Integritas harus
menjadi kesadaran bersama. "Pakta Integritas itu masih elitis,
hanya pemerintah, pengusaha, LSM dan wartawan saja yang tahu,
sementara masyarakat umum belum banyak yang tahu,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya masih ada kalangan pejabat yang semestinya
diajak untuk menandatangani pakta ini, tapi kenyataan tidak.
”Contohnya di kalangan yudikatif seperti kejaksaan dan kepolisian
yang sampai sekarang belum tersentuh Pakta Integritas. Itu
menunjukkan bahwa di kalangan pemerintahan saja sosialisasi
program ini masih kurang,” ujarnya.””

b. Stakeholder yang kurang siap

Pakta Integritas pada dasarnya merupakan kesepakatan moral
semua pihak untuk berperilaku jujur. Namun tingkat kesiapan
orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pakta Integritas itu
tampaknya tidaklah sama sehingga ini menjadi kendala tersendiri.
Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Afrizal, bahkan menyebut
hampir seluruh unsur pelaksana (all stakeholder) Pakta Integritas
itu kurang siap. "Pada awalnya Pemda memang sudah siap berjujur-
jujur. Masyarakat juga seperti dari LSM sudah siap, tapi dari
kalangan pengusaha waktu itu sepertinya belum siap. Namun di
beberapa daerah kadang masyarakatnya ada juga yang belum
sepenuhnya siap. Contoh, ketika ada proyek masuk ke suatu daerah.
Ketika ada pengiriman barang ke sana, ada itu yang masih minta-
minta uang keamanan, jatah preman, dan lain-lain.
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75 Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum siap dengan Pakta
Integritas ini. Jadi, saya melihat kesiapannya masih fifty-fifty,
belum siap 100 persen,” ujarnya’°

Hal yang sama juga terjadi di kalangan pemerintah sebagai
pelaksana. Menurut Afrizal, pemerintah sebagai pelaksana program
terkadang masih plin-plan dan tidak punya visi-misi yang jelas.
”Contoh, ada program pengentasan kemiskinan. Tapi yang terjadi
seringkali justru malah "pemberantasan’ orang miskin. Ada macam-
macam contoh, seperti program pengadaan benih, misalnya.
Kenyataannya yang turun sampai di masyarakat itu tidak sampai
10 persen dari yang diusulkan semula. Bahkan, yang dibantu itu
justru bukan orang yang betul-betul memerlukan. Pengalaman
yang pernah dialami oleh kelompok tani di sini, misalnya, seringkali
bantuan itu tidak sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakat.
Contohnya, kita minta benih Cisokan” tapi yang diberikan jenis
benih lain, seperti ’Batang Piyaman’. Karena tidak sesuai dengan
selera masyarakat, maka akhirnya masyarakat juga tidak mau
menerima. Jadi, seringkali kami melihat bantuan itu tidak sesuai,
baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah belum benar-benar siap untuk melakukan program
Pakta Integritas,” ujarnya.

c. Perangkat aturan yang belum memadai

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia,
karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan
masyarakat secara meluas, sistematis, dan terorganisir.”’ Karena
itu, perang melawan korupsi memerlukan komitmen yang tinggi

76 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
77 Tim Taskforce, 2008. Naskah Akademis dan RUU Tindak Pidana Korupsi, KRHN, Jakarta.
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Sementara itu, di tengah ketidakpastian penetapan Komisi
Transparansi yang awalnya diharapkan bisa menjadi pengawas
independen, komponen pengawas lainnya pun dinilai makin kurang
gregemya. Menurut Ketua Kelompok Tani Karamuntiang, Afrizal,
kondisi ini menyebabkan masyarakat merasa frustasi karena tidak
punya lagi tempat untuk mengadu. "Masyarakat mau mengadu ke
mana? Ke pemerintah? Justru mereka yang mau diadukan oleh
masyarakat. Mengadu ke LSM? Dulu sih ketika awal-awal
pencanangan Pakta Integritas peran LSM bagus, tapi sekarang
LSM-nya juga sudah porak-poranda, tidak ada lagi yang bisa
diandalkan! Lalu, mengadu kemana lagi kalau tak ada komisi
independen? DPRD apalagi! Jangankan melakukan fungsi
pengawasan terhadap jalannya Pakta Integritas, melaksanakan
keputusan Perda yang dibuatnya sendiri saja tidak mampu,” ujarnya.84

f. Tidak adanya sanksi dan penghargaan

Sanksi dan penghargaan (punishment and reward) merupakan
salah satu prinsip penting dalam penerapan Pakta Integritas. Sanksi
diberikan untuk menimbulkan efek jera sehingga suatu pelanggaran
tidak terjadi berulang. Sementara penghargaan dipandang penting
karena dapat menjadi stimulans atau insentif yang mendorong agar
para pihak tetap menjaga komitmennya secara konsekuen dan
konsisten. Meskipun sanksi dan penghargaan tampaknya merupakan
sesuatu yang berseberangan, namun dalam penerapannya harus
dilaksanakan secara beriringan. Sanksi dan penghargaan hanya
dapat diterapkan apabila pimpinan konsisten dan konsekuen dengan
kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Solok sebenarnya sudah menetapkan bentuk-
bentuk sanksi (hukuman) dan penghargaan (reward). Namun

84 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.

Kabupaten Solok sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Termasuk DPRD yang menjalankan fungsi pengawasannya.
”Meskipun inisiatif awalnya dari eksekutif dalam hal ini Bupati,
tapi Pakta Integritas mendapat dukungan dari semua elemen,
termasuk kami di jajaran legislatif,” ujarnya. Penilaian senada
juga diungkapkan Abu Hanifah, Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang
(PBB). Menurut Abu, munculnya kesepakatan Pakta Integritas
tentu tidak bisa dilepaskan dari peran legislasi DPRD. Antara lain
dengan lahirnya Perda No.5 Tahun 2004 dimana di dalamnya
tampak peran legislatif. ”Aplikasinya memang kalangan eksekutif
yang paling banyak berperan. Sesuai fungsi dan kewenangannya,
DPRD itu mengambil peran pengawasan, legislasi, dan juga dalam
budgeting. Ini peran yang paling utama dijalankan DPRD,”
ujarnya.s0

Direktur LAPAU, Elyunus Asmara punya penilaian berbeda.
Menurut Elyunus, sejujurnya tidak ada peran khusus DPRD.
Sebab yang banyak berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Pakta Integritas saat itu adalah eksekutif dan LSM. Bahkan,
menurut Elyunus, sampai saat ini, Pakta Integritas secara
kelembagaan itu belum menyentuh kelembagaan DPRD secara
resmi. "’DPRD hanya ikut saja di dalamnya, tetapi tidak banyak
mengambil peran. Pakta Integritas secara kelembagaan belum
menyentuh kelembagaan DPRD secara resmi. Secara pribadi
memang ada beberapa anggota DPRD yang terlibat pada saat
penandatanganan Pakta Integritas. Meskipun mereka datang atas
nama lembaga, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena
mereka mengatakan bahwa kehadirannya tidak bisa menjamin
sebagai representasi lembaga. Jadi kalau dikatakan tidak setuju

80 Wawancara dengan Hilda Osmawati Ubani di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2008.
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tapi kok mereka ikut, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakan
mendukung secara kelembagaan tidak tampak dukungannya. Ini
antara lain tampak dalam hal pembentukan Komisi Transparansi
(KT) yang sepertinya dihambat oleh dewan sehingga sampai
sekarang komisi itu tidak lahir,” ujar Elyunus®'

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hilda Osmawati Ubani membantah
jika DPRD disebut menghambat lahirnya Komisi Transparansi.
Menurut Hilda, secara prinsipil kalangan DPRD setuju dengan
konsep Komisi Transparansi. Namun begitu menurutnya perlu ada
kehati-hatian dan ketelitian untuk mewujudkannya.”Kami sangat
setuju. Cuma memang perlu kita sadari bahwa lahirnya Perda
No0.5/2004 itu sangat terburu-buru. Karena lahir dalam kondisi
terburu-buru itu, maka Perda ini sebetulnya masih sangat dangkal.
Banyak hal termasuk soal mekanisme itu belum jelas arahnya.
Karena itu kami mengusulkan kepada Pemda untuk melakukan
revisi Perda itu terlebih dahulu. Dari pada kita melaksanakan Perda
tapi nanti kita sendiri banyak melakukan pelanggaran, menurut
saya akan lebih baik kalau kita bereskan dulu prinsip-prinsipnya,
mekanismenya, dan lain-lain sehingga benar-benar matang. Dengan
demikian tidak ada kekhawatiran bahwa Komisi Transparansi itu
nantinya akan melahirkan kewenangan yang tumpang tindih dan
konflik kelembagaan dalam implementasinya,” ujarnya.

e. Lemahnya pengawasan

Kalangan DPRD maupun eksekutif secara eksplisit memang tidak
pernah mengakui adanya konflik kelembagaan diantara mereka.
Namun tidak terbentuknya Komisi Transparansi hingga saat ini
menjadi salah satu pertanda kuat disharmoni diantara mereka. Wali
Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo menilai bahwa soal Komisi
Transparansi itu kuncinya ada di DPRD. Menurut

81 Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.
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Buspadewar, Perda No.5 Tahun 2004 memang menuntut perlunya
penetapan Komisi Transparansi. DPRD sebelunya bahkan sudah
membentuk tim seleksi untuk memilih anggota komisi. Kemudian
Tim Seleksi pun sudah sampai pada penetapan kandidat dengan
terpilih 10 orang. Dari situ prosesnya kemudian nominator yang
10 orang itu disampaikan ke Bupati dan waktu itu Bupati sudah
setuju. Kemudian disampaikan ke DPRD untuk menetapkan 5
orang dari 10 nominator yang diajukan. Namun sampai sekarang
belum ada juga hasil yang ditetapkan. "Dengan kata lain sebetulnya
sekarang bola liar itu terkendala di DPRD. Saya sudah mengecek
dan minta konfirmasi ke Bupati dan menurut Bupati 10 nama itu
sudah disampaikan ke DPRD. Inilah mungkin konflik
kelembagaannya di sini,” ujarnya®

Terhambatnya penetapan Komisi Transparansi ini tentu
berpengaruh pada lemahnya pengawasan. Dalam hal pengawasan,
Komisi Transparansi memang bukan segalanya, namun
keberadaannya dipandang vital. Koordinator APPI, Ilyasmadi,
menilai bahwa keberadaan komisi ini sangat urgen dan stategis.
Menurutnya, dalam hal pengawasan Pakta Integritas, Komisi
Transparansi bisa turun langsung ke lapangan, sementara DPRD
sebagai pejabat masih elitis dan ada hambatan psikologis untuk
terjun langsung ke lapangan. Untuk itulah komisi ini bisa
menjembatani aspirasi masyarakat dengan DPRD dan eksekutif
sekaligus. ”Sekarang ini banyak kasus pelanggaran dan
penyelewengan, tapi masyarakat sulit mengadukan kasus ini
karena jarak psikologis mereka dengan DPRD sangat jauh. Nah,
ini sebetulnya bisa dijembatani dengan adanya Komisi Transparansi
sehingga kasus-kasus penyelewengan bisa diminimalisir,” ujarnya®’

82 Wawancara dengan Buspadewar Datuk Kayo di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.
83 Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu, 23 Maret 2008.
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Gamawan juga menuturkan bahwa untuk menumbuhkan komitmen
itu dapat dilakukan dengan menanamkan keteladanan dan nilai-
nilai moral yang positif sejak dini. Upanya ini setidaknya dapat
ditempuh melalui tiga cara. Pertama, membiasakan dan
membudayakan perilaku jujur. Ini antara lain bisa dimulai di
sekolah, misalnya menjauhkan siswa dari budaya nyontek dan
perilaku tidak terpuji lainnya. Kedua, dengan langkah-langkah
persuasif, yaitu dengan pendekatan-pendekatan sosial, pendidikan,
agama, dan secara serentak juga disinkronkan dengan upaya
perbaikan sistem. Ketiga, memberikan contoh atau panutan yang
ditunjukan mulai dari ’atas’.

Dalam hal ini, misalnya, para pejabat harus memperlihatkan
komitmen yang sungguh-sungguh sehingga ini dapat menjadi
contoh bagi bawahannya. ”Selama 10 tahun menjabat di Kabupaten
Solok saya tidak pernah menerima uang dari kontraktor, dan itu
komitmen saya. Meskipun begitu tetap saja itu belum menjamin
sepenuhnya berhasil, karena kalau pun yang di atas tidak menerima
uang tersebut, belum tentu diikuti staff dan bawahan lainnya,”
ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala KPUP Kabupaten Solok, Andy Rastika
juga menuturkan mengenai pentingnya menjaga serta
memperbaharui komitmen dan keteladanan. Menuru Andy, pada
dasarnya Pakta Integritas itu merupakan sebuah komitmen moral
bersama untuk berjujur-jujur. Karena itu perlu terus diingatkan
untuk menyegarkan kembali komitmen Pakta Integritas ini secara
terus menerus sehingga Pakta Integritas itu tetap ada dalam hati
nurani. “Psikologisnya manusia itu kadang sering lupa. Dalam
hal Pakta Integritas pun begitu. Mungkin orang-orang seringkali
lupa bahwa dia sudah berjanji dan berkomitmen untuk berjujur-

banyak pihak menilai bahwa dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir
ini punishment and reward hampir tidak tampak dalam
pelaksanaannya. “Kalau dulu kita sering baca di koran, misalnya
ada camat yang dicopot, ada pejabat yang diturunkan jabatannya,
dan sebagainya. Tapi kalau sekarang saya tak mendengar lagi
itu,” ujar Afrizal, Ketua Kelompok Tani KaramuntiangfgS Menurut
Afrizal, kemungkinannya memang bisa ada tiga. Pertama, karena
memang sudah tidak ada lagi pelanggaran di Kabupaten Solok
sehingga tidak ada lagi orang yang perlu diberi sanksi. Kedua,
tidak ada ketegasan dari Bupati sebagai top leader untuk
menerapkan sanksi dan hukuman. Ketiga, media atau wartawan
tidak mau memberitakan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
”Ketiga kemungkinan itu memang bisa saja terjadi, tapi saya
melihat lebih pada kemungkinan yang kedua,” tambahnya.

Arah dan Agenda ke Depan

Meskipun masih banyak persoalan yang melilit dalam pelaksanaan
Pakta Integritas, tapi bukan berarti program ini harus diakhiri.
Hampir semua informan justru menyarankan untuk tetap
memelihara optimisme bahwa Pakta Integritas di Kabupaten
Solok perlu terus dilakukan dan bahkan ditingkatkan. Persoalannya
kemudian adalah bagaimana merumuskan arah dan orientasinya
serta menyusun agenda untuk menjawab kendala dan berbagai
hambatan. Dengan begitu, pelaksanaan Pakta Integritas ke depan
akan lebih memberi harapan bagi tercapainya target-target dan
tujuannya secara signifikan.

Berdasarkan pengamatan para informan, ada beberapa saran yang
perlu diupayakan agar arah dan agenda Pakta Integritas ke depan

85 Wawancara dengan Afrizal, Ibid.
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dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Arah dan agenda
yang perlu dipersiapkan itu, antara lain: mengubah pola pikir,
memperbarui komitmen dan keteladanan, melakukan sosialisasi
secara massif, melakukan pengawalan dengan mengefektifkan
pengawasan, merealisasikan pembentukan Komisi Transparansi,
memberikan penghargaan dan hukuman, serta mengupayakan
replikasi dan jejaring integrity of island.

a. Mengubah pola pikir

Program Pakta Integritas yang sudah dilakukan lebih dari empat
tahun di Kabupaten Solok memang diakui banyak pihak sudah
menampakkan hasilnya, terutama dalam perbaikan kinerja birokrasi
secara sistemik. Namun demikian, menurut Direktur IPW,
Budihardjo Hardjowiyono, perbaikan birokrasi secara sistemik
itu tetap harus dibarengi dengan peningkatan kualitas personal
aparatur penyelenggaranya, terutama dalam hal perubahan pola
pikir.

Menurut Budihardjo, sebaik apapun sistem yang dibuat, kuncinya
tetap pada person atau aparat pelaksananya. Untuk perbaikan
sistem sudah mulai tampak ada perubahan, tapi kalau tidak
dibarengi perbaikan pola pikir maka menurutnya akan percuma.
”Perbaikan pola pikir ini tentunyaharus dilakukan di semua level
mulai dari masyarakat, birokrasi pemerintah, juga pengusaha.
Namun yang utama adalah reformasi pola pikir dari orang yang
mau menjalankan sistem, yaitu pemerintah. Karena masih banyak
pejabat pemerintah yang sering memakai pola pikir lama, masih
mentang-mentang pejabat,” ujalrnya.86

86 Wawancara dengan Budihardjo Hardjowiyono di Jakarta, Senin, 28 April 2008.

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo mengakui bahwa di
lingkungan Pemda Solok masih ditemukan pejabat yang berpikiran
lama, meskipun menurutnya sudah tidak banyak. Karena itu ia
juga mengagendakan apa yang disebutnya sebagai mindsetting
trainning. Melalui upaya ini Gusmal berharap terjadinya perubahan
pola pikir para aparatur birokrasi ke arah yang lebih positif.
”Artinya, otak dan pikiran para pegawai dicuci. Mungkin
mindsetting trainning kita lakukan terutama pada pegawai yang
baru masuk agar dia tidak terkontaminasi pada perilaku yang
tidak baik. Kemudian kita masuk ke seluruh aparatur, setidak-
tidaknya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Saya pernah bicarakan ini dengan BPKP, dia mengekspos tantang
etos budaya kerja, jadi salah satunya saya mengusulkan untuk
melakukan mindsetting trainning,” ujarnyafg ’

b. Memperbarui komitmen dan keteladanan

Terwujudnya good govermenance sebagai imperatif normatif dari
Pakta Integritas akan sangat tergantung pada tiga pilar dasar yang
harus bekerja, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurut Gamawan Fauzi, keberhasilan mewujudkan ini akan
terkait pada bagaimana ketiga pilar ini mempunyai komitmen
yang sama. Kalau satu pilar saja, misalnya tidak komit, maka
Pakta Integritas pasti tidak efektif. Jadi harus ada komitmen yang
sama diantara ketiga pilar tersebut. Kemudian, untuk mengontrol
ketiga pilar itu, perlu juga adanya komitmen aparat hukum,
asosiasi masyarakat, dan pengawasan independen. "Komitmen
dari semua pilar ini menurut saya yang akan menentukan
keberhasilan Pakta Integritas ke depan,” ujarnya®

87 Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin, 24 Maret 2008.
88 Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin, 24 Maret 2008.
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Dalam pelaksanaannya, proses pemantauan independen perlu
memperhatikan hal-hal berikut: 1) Adanya kerjasama dan
pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga
independen dan memantau implementasinya; 2) Adanya lembaga
independen sebagai badan pengawas eksternal yang diakui dan
mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD);
3) Lembaga pemantau tersebut merupakan gabungan lembaga
independen yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan
pemantauan; 4) Adanya pemahaman terhadap semua prosedur
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah; 5)
Diberlakukannya Perda tentang transparansi dan partisipasi atau
peraturan yang sejenis saat Pakta Integritas diberlakukan oleh
pemerintah daerah; 6) Disepakatinya petunjuk pelaksanaan (juklak)
pemantauan oleh kelompok terkait dalam penerapan Pakta
Integritas, sehingga tim pemantau dapat bekerja secara
komprehensif; 7) Tim pemantau harus bekerja secara konsekuen
dan konsisten dalam melaksanakan tugas dengan memegang
teguh kode etik

Secara umum, proses-proses pemantauan yang harus dilakukan
oleh tim pengawas independen dalam rangka penerapan Pakta
Integritas ini tercermin dalam alur diagram berikut %

94 Arianto S dan Rusdi (ed.), 2007. Manual Penerapan Pakta IntegritasPengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Indonesia Prcurement Watch, Jakarta.

95 Tim Penyusun, 2003. Naskah Pakta Integritas di Lingkungan Pemda Kabupaten Solok,
Transparency International Indonesia dan Indonesia Procurement Watch, Jakarta.

jujur. Ibaratnya seperti dalam beragama. Dalam Islam misalnya
kita harus selalu menyegarkan mental spiritual kita dengan siraman
rohani seperti sholat jumat. Dalam konteks Pakta Integritas pun
sama, kita harus terus diingatkan dan disegarkan kembali
komitmennya,” ujarnya.®

c. Sosialisasi yang massif

Walaupun secara formal Pakta Integritas sudah disepakati dan
ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat, namun dalam
kenyataan sehari-hari masih jauh dari apa yang diharapkan.
Menurut Elyunus Asmara, kenyataan ini bahkan dapat dilihat di
kalangan pemerintahan dimana level eselon IV ke bawah masih
banyak yang belum mengetahui Pakta Integritas ini. "Dulu kami
pernah mengusulkan agar TI memfasilitasi untuk sosialisasi Pakta
Integritas ke eselon IV ke bawah karena selama ini baru eselon
III dan IT yang tersentuh, tapi itu belum terlaksana sehingga
pemahaman tentang Pakta Integritas tidak merata,” ujar Direktur
LAPAU.”

Pemerintah Kabupaten Solok sebenarnya sudah merancang dan
mengagendakan program sosialisasi, baik secara internal maupun
secara eksternal. Secara internal pola sosialisasi pertama-tama
dilakukan di internal birokrasi dengan diarahkan pada beberapa
hal berikut: 1) Penyiapan dokumen ajar interaktif agar semua
peserta sosialisasi berpartisipasi secara aktif; 2) Pelaksanaan
sosialisasi dilakukan secara teaming bukan dalam berlapis; 3)
Teaming beranggotakan 5 orang, dalam tiap angkatan sebanyak-
banyaknya 25 peserta. Sosialisasi yang sama juga diagendakan
di lingkup internal pengusaha yang ada di Kabupaten Solok. Pola

89 Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin, 24 Maret 2008.
90 Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.
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sosialisasi hampir mirip dengan sosialisasi internal birokrasi.
Waktu penyelanggaraannya selaras dengan jadwal pelaksanaan
sosialisasi Pakta Integritas di lingkungan birokrasi dengan fasilitator
diambil dari internal pebisnis. Kemudian sosialisasi secara eksternal
dilakukan kepada masyarakat yang dimotori oleh LSM atau
organisasi masyarakat lainnya yang akan bergabung dalam komisi
pengawas independen.

Namun begitu, pola sosialisasi yang dilakukan secara parsial dan
terpisah-pisah itu dikeluhkan Gusfirman, Ketua Gapensi Kabupaten
Solok. Menurut Gusfirman, sejak awal Pemda Kabupaten Solok
seringkali melakukan evaluasi dan sosialisasi secara terpisah-
pisah. Misalnya dalam satu waktu Bupati dan jajaran Pemda
membuat acara khusus bersama LSM, besoknya sosialisasi dengan
kalangan pengusaha, besoknya lagi dengan DPRD. ”"Menurut
saya, seharusnya pertemuan untuk sosialisasi itu jangan dilakukan
secara terpisah-pisah begitu, tapi dilakukan sekaligus. Semua
komponen diajak kumpul bersama satu meja sehingga satu sama
lain bisa saling mengetahui kekurangan masing-masing, bisa
saling memberikan masukan. Kalau sendiri-sendiri begitu jadinya
tidak nyambung dan tidak terjadi saling kritik, saling memberi
masukan, juga kelemahan dari masing-masing tidak terungkap,”
ujarnya?!

Keluhan yang sama juga disampaikan Masber, Ketua Gapeknas
Kabupaten Solok. Menurut Masber, masih ada kalangan pejabat
yang semestinya diajak untuk menandatangani pakta ini tapi
kenyataan tidak. Ia mencontohkan beberapa kalangan yang
menurutnya tidak turut serta dan tidak tersentuh Pakta Integritas.

ol Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu, 22 Maret 2008.

Misalnya dari kalangan yudikatif, seperti kejaksaan, kehakiman,
dan kepolisian. Padahal, menurut Masber, sebagai penegak hukum
mereka harus memberi contoh keterbukaan dan karena itu harus
bersedia ikut menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas
itu harus melingkup semua pihak, harus mengikat semua pihak.
Jangan pengusaha saja yang dituntut berjujur-jujur, tapi harus
menuntut semua pihak secara adil,” ucapnya®” Menurut Masber,
dengan tidak turut sertanya kalangan yudikatif dalam pakta ini
menunjukkan bahwa di kalangan pemerintah saja sosialisasi Pakta
Integritas belum berhasil. Padahal, sosialisasi sangat penting,
terutama untuk menyamakan persepsi sehingga ada pemahaman
yang sama diantara semua stakeholder yang akan melaksanakan
Pakta Integritas.

d. Mengawal dengan mengefektifkan pengawasan
Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas adalah
adanya kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan
secara profesional dan independen. Profesional dalam arti para
pemantau menguasai persoalan dan ahli di bidangnya. Sedangkan
independen di sini mengandung makna bahwa pemantau yang
bertugas melakukan pengawasan itu tidak mempunyai
‘pertentangan kepentingan” (conflict of interest) dengan aktivitas
pemantauannya. Proses-proses kegiatan strategis yang dipantau
dalam rangka Pakta Integritas antara lain dalam penyusunan
anggaran, penyusunan dokumen lelang, dan penyusunan perkiraan
biaya (owner estimate)’?

92 Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu 23 Maret 2008.

93 Dalam hal perkiraan biaya, misalnya, yang dipantau meliputi, antara lain: apakah ada kesesuaian
nilai nominal yang disampaikan oleh panitia lelang; apakah dokumen lelang yang dibagikan
dapat diakses semua rekanan yang akan menjadi mitra kerja, dan sebagainya.
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seberapa independen komisi yang terbentuk itu. Di dalam Perda
No.5 Tahun 2004 disebutkan bahwa komisi ini tidak boleh berasal
dari pengurus partai politik, TNI, Kepolisian, dan Birokrasi,
sehingga anggotanya benar-benar independen dan punya keinginan
kuat untuk mewujudkan tranparansi. Menurut Saldi, kalau ini
bisa terwujud, maka keberadaan Komisi Transparansi akan sangat
positif. Tapi sebaliknya, kalau anggotanya tidak independen bisa
jadi komisi itu berdiri tapi keberadaannya tidak bisa diharapkan.

Menurut Saldi, hal lain yang penting untuk dipikirkan dan
dirumuskan untuk mewujudkan Komisi Transparansi adalah soal
sumber anggaran dan mekanisme kerjanya. Untuk itu perlu ada
komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif. Kalau anggaran
dimasukkan ke eksekutif atau legislatif dirasakan berat, maka
perlu dibuatkan pos tersendiri. Yang penting ada komunikasi dan
ini didiskusikan oleh eksekutif dan legislatif secara terbuka. Selain
itu, penting pula untuk dibuat pola atau mekanisme kerjanya.
Bagaimana hasil kerja komisi itu hubungannya dengan eksekutif,
bagaimana hubungannya dengan legislatif, dan seterusnya sehingga

tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan,” ujarnya?9

Saldi juga menambahkan bahwa sebagai lembaga pengawas,
Komisi Transparansi idealnya harus memiliki *daya paksa’.
Artinya, ketika komisi itu menghasilkan semacam temuan atau
rekomendasi, maka ia harus punya ruang untuk mengetahui sejauh
mana rekomendasi dan temuannya itu bisa dilaksanakan. Ia
kemudian merujuk pengalaman saat magang di salah satu kantor
Komisi Pembaharuan Tata Pemerintahan di London. ”Waktu itu
saya pernah bertanya, kalau misalnya rekomendasi Anda itu tidak
ditindaklanjuti oleh parlemen atau pemerintah, apa yang akan

99 Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Senin, 24 Maret 2008.
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Juldak Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing
kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Inernal (SPI), dan
aliansi masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia dalam kasus pengadaan barang dan jasa
Penjelasan TPP (Tim Pengelola Pengaduan) adalah kelompok Ism yang sepakat bergabung sebagai kelompok
pengawas/monitor independen yang di akui oleh pihak-pihak terkait dalam layanan publik

Hal ini uga harus diatur dalam SK Bupati
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Kerangka kerja dalam diagram tersebut sudah menunjukkan
model ideal, namun dalam pelaksanaannya, monitoring yang
dilakukan tim pemantau independen sulit dilaksanakan. Salah
satu kendalanya menurut Elyunus Asmara adalah karena Tim
Pengelola Pengaduan (TPP) yang seharusnya memainkan fungsi
pengawasan belum lahir. Sementara itu, tidak hadirnya TPP ini
disebabkan karena Komisi Transparansi yang seharusnya menjadi
lembaga induknya juga belum lahir. Inilah pincangnya, karena
Pakta Integritas seolah menjadi tanpa pengawasan dan karena itu
menjadi tak terkontrol,” ujarnya’® Karena itu, menurut Elyunus,
dalam rangka mengefektifkan pengawasan, maka pembentukan
Komisi Transparansi menjadi penting.

e. Merealisasikan pembentukan Komisi Transparansi

Untuk mengefektifkan pengawasan, keberadaan Komisi
Transparansi memiliki urgensinya tersendiri. Menurut Afrizal,
keberadaan Komisi Transparansi merupakan amanat Perda No.5
Tahun 2004. "Kalau Komisi Transparansi terbentuk maka akan
lahir Tim Pengelola Pengaduan (TPP). Sekarang karena Komisi
Transparansi tak ada, maka TPP juga tidak ada sehingga kalau
terjadi kecurangan dan penyelewengan sulit juga
ditindaklanjutinya,” ujarnya.’’ Karena itu, menurut Afrizal, perlu
ada dorongan agar Komisi Transparansi bisa diwujudkan. Komisi
Transparansi akan efektif bukan saja dalam memainkan fungsi
pengawasan, melainkan juga sebagai tempat mengadu bagi
masyarakat.

Sayangnya, hingga kini Komisi Transparansi sebagai lembaga
yang diharapkan dapat berfungsi menjadi pemantau independen

96 Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.
97 Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.

tidak kunjung terbentuk. Koordinator APPI Kabupaten Solok,
Ilyasmadi menilai adanya hambatan politis atas tidak terbentuknya
Komisi Transparansi itu. Menurut Ilyasmadi, mungkin kalangan
DPRD merasa tersaingi. Karena dengan lahirnya Komisi
Transparansi maka kewenangannya sebagai lembaga yang punya
fungsi pengawasan jadi tergangu. ”Lahan-lahan dan jobnya merasa

ada yang diambil oleh Komisi Transparansi,” ucapnya.®

Padahal, menurut Ilyasmadi keberadaan Komisi Transparansi itu
bukan untuk menyaingi dewan, tapi justru sebagai komplementasi
kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPRD. Justru keberadaan
Komisi Transparansi itu dapat membantu tugas-tugas dewan
karena itu menurut saya Komisi Transparansi itu jangan dipandang
sebagai saingan DPRD. Karena Komisi Transparansi itu tidak
berhak untuk memutuskan dan juga tidak berhak untuk mengambil
tindakan atau keputusan.

Ibaratnya seperti konsultan. Konsultan itu membuat suatu
perencanaan, tapi tidak mesti dilakukan. Kewenangan itu akan
tetap ada di tangan DPRD. Komisi Transparansi hanya
menyampaikan data-data atau informasi dan memberikan
pertimbangan berdasarkan temuan-temuan di lapangan,”
tambahnya.

Namun benarkah jika Komisi Transparansi terbentuk nanti akan
berfungsi sebagai lembaga pengawas yang efektif? Saldi Isra,
pengamat Hukum Tata Negara UNAND Padang mengatakan
bahwa efektifitas Komisi Transparansi akan sangat tergantung
pada dua hal. Pertama, seberapa jauh para anggota komisionernya
mengerti dan memahami akan konsep transparansi. Kedua,

% Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu 23 Maret 2008.
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warga Kabupaten Solok semata. Fenomena ini tentu menjadi
peluang sekaligus tantangan untuk mengkaji ulang dan melakukan
reorientasi agar model Pakta Integritas dapat lebih banyak diterima
dan direplikasi di banyak tempat. Untuk itu, setidaknya ada tiga
orientasi yang perlu dikembangkan.

Pertama, memperbaiki dan menyempurnakan model Pakta
Integritas berbasis best practice pelaksanaan Pakta Integritas
yang telah dilaksanakan di Kabupaten Solok, serta menggali
berbagai pelajaran yang bisa diperoleh. Upaya ini sebagai langkah
untuk mengantisipasi banyaknya ’order’ untuk melakukan replikasi
program Pakta Integritas di sejumlah daerah.

Transparency International Indonesia s degen Pemerintah Provins| Sumarerd paiat
Diskusi dan Peluncuran Buku Panduan
“Mencegah Korupsi
Dalam
Pengadaan Barang & Jasa Publik”

Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat
14 De

Diskusi Pakta Integritas di Solok

Kedua, menjaga sustainabilitas dan mengawal secara terus menerus
proses pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Dengan
memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi seputar
pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok, sepertinya
tidak ada pilihan lain yang lebih masuk akal selain terus mengawal
dan memonitor Kabupaten Solok. Pilihan ini tentu saja terutama

Anda lakukan? Saya mendapat jawaban bahwa dalam batas waktu
tertentu kita diperbolehkan untuk mempublikasikan apa yang
pernah kita sampaikan baik kepada parlemen atau pun kepada
pemerintah sehingga publik tahu bahwa sebetulnya kita sudah
mendorong parlemen atau pemerintah untuk melakukan sesuatu
tetapi mereka tidak mau melaksanakan rekomendasi itu,” lanjutnya.

f. Memberikan penghargaan dan hukuman

Dalam tataran formalitas, sesungguhnya pemerintah Kabupaten
Solok sudah berupaya menetapkan beberapa bentuk pengargaan
dan hukuman. Dalam hal penghargaan, misalnya, untuk PNS,
insentif dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraan
dalam rangka penerapan Pakta Integritas, karena mampu
melakukan penghematan dan efisiensi dengan mencegah
kebocoran. Bagi pegawai yang dalam tugasnya melaporkan adanya
penyimpangan dalam pelaksanaan Pakta Integritas, yang ternyata
berdampak dalam layanan publik, maupun pengadaan barang ia
akan memperoleh nilai yang secara komulatif akan diberikan
sebagai hadiah/reward. Adapun untuk pengusaha, insentif dapat
diberikan berupa daftar rekanan utama (preferred vendor list)
dengan kemudahan tidak perlu ikut prakualifikasi untuk tender.
Selain itu, pengusaha yang memperlihatkan komitmen yang baik
dalam pelaksanaan Pakta Integritas akan diberi penghargaan
secara tertulis dalam bentuk surat/piagam penghargaan.

Sebaliknya, pemerintah Kabupaten Solok juga telah berupaya
menetapkan sanksi dan hukuman, baik untuk pejabat maupun
untuk kalangan pengusaha. Beberapa bentuk sanksi atau hukuman
untuk para pengusaha, antara lain: pebisnis yang terbukti melanggar
Pakta Integritas dikenakan sanksi dengan memasukannya dalam
memasukannya dalam daftar hitam/blacklist; dilakukan pencekalan
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untuk tidak mendapat pekerjaan/proyek selama 1 tahun, kontrak
yang sedang dikerjakan diputus, dan jaminan pelaksanaan dicairkan
untuk Pemda, termasuk sisa jaminan uang muka. Selain itu, sanksi
lainnya ia juga harus mangganti kerugian pemerintah daerah atas
pelaksanaan pekerjaan yang kualitasnya di bawah standar.
Sementara untuk kalangan pejabat, beberapa bentuk sanksi yang
telah ditetapkan secara formal, antara lain: pejabat pelanggar
Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.30 Tahun
1980 dan ketentuan TPTGR. Apabila ternyata pelanggar Pakta
Integritas dikategorikan melakukan penyimpangan yang
mengakibatkan kerugian negara karena melanggar Undang-
Undang No.28/19999 atau Undang-Undang No.31/2001/KUHP,
berkasnya diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan lebih lanjut.
Selain itu, disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan
pelanggar Pakta Integritas, serta suap yang telah diterima harus
dikembalikan kepada yang memberi.

Namun demikian, dalam tataran realitas objektifnya, banyak pihak
menilai bahwa penghargaan dan hukuman itu belum ditegakan
sesuai aturan formal itu. Karena itu tuntutan untuk menerapkan
hukuman dan penghargaan secara konsekuen dan konsisten kini
banyak disuarakan. "Pakta Integritas ini sekarang tampaknya
tidak jadi prioritas lagi. Buktinya, ketika ada pejabat yang
melanggar sepertinya didiamkan saja, tidak ada sanksi yang
diberikan,” ujar Wali Nagari Solok, Buspadewar Datuk Kayo.
Menurut Buspadewar, penegakan aturan melalui pemberian
penghargaan dan hukuman akan menjadi salah satu parameter
penting yang mendukung keberhasilan Pakta Integritas.

Bupati Solok, Gusmal Datuk Rajolelo menyangkal kalau selama
ini tidak ditegakan hukuman dan penghargaan. Menurut Gusmal,
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penerapan aturan itu sudah dilakukan tapi sifatnya lebih persuasif
melalui pembinaan. Gusmal menilai bahwa birokrasi itu ada tiga
tipe. Pertama, aparat birokrasi yang cepat menerima perubahan.
Artinya ketika perubahan diperkenalkan, mereka bisa langsung
berubah mengikuti perubahan itu. Kedua, aparat birokrasi yang
perubahannya lambat. Ini dibutuhkan pembinaan, sehingga
dibangun klinik konsultasi kepegawaian. Ketiga, ada juga aparatur
yang tidak mau berubah. Aparat birokrasi tipe ketiga yang sulit
berubah ini tidak boleh didekatkan dengan kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan masyarakat serta
kegiatan pengadaan barang dan jasa. ’Mereka sebenarnya tidak
dihukum, tapi diberikan pembinaan. Jadi sifatnya lebih persuasif.
Sebaliknya, untuk yang berprestasi kita juga berikan stimulan.
Misalnya mereka kita ikutkan ke acara-acara yang bisa
meningkatkan pengetahuan mereka seperti seminar-seminar atau
diberi beasiswa untuk tugas belajar,” ujarnya.

g. Replikasi dan jejaring Pulau Integritas

Eksperimen Pakta Integritas di Kabupaten Solok telah banyak
mengugah daerah lain untuk menerapkan model dan pendekatan
yang sama. Sampai saat ini, setidaknya ada dua daerah yang telah
"mengikuti jejak’ Kabupaten Solok, yaitu Kota Banjarbaru di
Kalimantan Selatan dan Kabupaten Dharmasraya di Sumatera
Barat. Belum lama ini, Kota Semarang, Makassar dan Gorontalo
juga telah mendeklarasikan penerapan pakta Integritas, dan
sejumlah daerah lainnya juga sedang dalam tahap persiapan untuk
melakukan hal yang sama.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan
Pakta Integritas sebagai sebuah model kini sudah bukan harapan
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ditujukan untuk TI Indonesia sebagai lembaga terdepan yang
menginisiasi Pakta Integritas di Kabupaten Solok. Muncul juga
kekhawatiran jika sebagai program percontohan saja Kabupaten
Solok gagal, maka ada preseden buruk ke depan. Karena itu
pilihannya adalah perlu ada penguatan kembali agar prestasi yang
pernah diraih Kabupaten Solok bisa dijaga dan dipertahankan.
Bahkan, fenomena Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi
virus positif bagi daerah lainnya.

Ketiga, mendorong semangat Pakta Integritas ke level struktural
yang lebih tinggi, misalnya di tingkat provinsi atau bahkan
mempromosikannya di tingkat nasional. Dengan begitu munculpula
kebutuhan untuk melakukan jejaring (networking), terutama dari
daerah-daerah yang sudah memperaktikkan Pakta Integritas.
Dengan mewabahnya ’virus’ Pakta Integritas diharapkan ini
mampu menjadi isu nasional yang massif, sekaligus dapat
memperluas "Pulau Integritas’ dalam rangka memperbaiki citra
bangsa dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik
korupsi.

123



PENUTUP

125




130

integritas. Tujuan pokok pembangunan sistem integritas adalah
untuk membuat tindak korupsi menjadi suatu tindakan yang
mempunyai ‘risiko tinggi’ dan memberi ‘hasil sedikit’. Sistem
integritas dirancang untuk memastikan jangan sampai korupsi
dapat terjadi, bukan mengandalkan sanksi hukuman setelah
korupsi terjadi. Karena itu, Pakta Integritas sebagai suatu sistem
pencegahan perlu terus dibangun melalui mekanisme pengawasan
dan aturan-aturan main yang membuat ruang untuk melakukan
korupsi menjadi kecil.

Sejak digulirkan di Kabupaten Solok pada tahun 2003, Pakta
Integritas kini ibarat bola salju yang terus menggelinding dan
bergulir kian membesar gaungnya. Banyak daerah yang mencoba
mengikuti langkah Kabupaten Solok sehingga Pakta Integritas
kini mulai menjadi trend baru, terutama di daerah. Karena itu,
sebelum banyak pihak mewacanakan Pakta Integritas secara
latah, adalah penting untuk melakukan refleksi mengenai capaian
pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok sebagai lesson
learning dari hasil eksperimen paling awal.

Secara umum, para informan menilai bahwa tingkat keberhasilan
pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Solok berkisar 40-70
persen. Dari sembilan prinsip Pakta Integritas yang harus dipenuhi,
baru prinsip pertama saja mengenai ” komitmen anti-korupsi dari
pemerintah” yang capaiannya sudah baik. Sementara prinsip-
prinsip lainnya masih dalam kategori ’cukup’ dan ’buruk’
capaiannya. Berdasarkan pengamatan para informan pula
terindikasi adanya sejumlah kendala dan hambatan, yaitu:
sosialisasi yang masih minim, stakeholder yang kurang siap,
perangkat aturan yang belum memadai, lemahnya pengawasan,
adanya konflik kelembagaan serta tidak adanya sanksi dan
penghargaan.

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan dan pembelajaran penting yang
didapat. Selain itu, pada bab ini juga akan diajukan sejumlah
rekomendasi.

Kesimpulan dan pembelajaran penting yang didapat

Korupsi masih merupakan permasalahan yang sangat serius di
Indonesia. Praktek korupsi sudah merebak di segala bidang dan
sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, dan
terorganisir. Karena itu, perang melawan korupsi memerlukan
komitmen yang tinggi dan upaya yang terus menerus, the war
against corruption is never ending!

Bidang pengadaan barang dan jasa publik merupakan kegiatan
yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyuapan. Karena
tingginya angka kebocoran uang negara dalam pengadaan barang
dan jasa, maka bidang pengadaan barang dan jasa publik harus
mendapat pengawalan tersendiri.

Fenomena kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa merupakan
hal yang ironis, karena sesungguhnya bidang pengadaan barang
dan jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk
mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan
produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan
usaha kecil dan lain-lain. Sayangnya, meskipun pemerintah telah
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mengeluarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan bahkan telah
diperbaharuhi sebanyak tujuh kali, namun pelaksanaannya masih
menimbulkan berbagai permasalahan.

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (fools) yang
dikembangkan Transparency Internasional sejak tahun 1990-an.
Tujuan utamanya adalah menyediakan sarana bagi pemerintah,
perusahan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam
kontrak-kontrak pemerintah (public contracting). Meskipun dari
sisi legislasi formal di Indonesia belum ada peraturan spesifik
yang mengatur pelaksanaan Pakta Integritas kecuali dalam
lampiran KEPPRES No.80 Tahun 2003 — namun prinsip-
prinsipnya sangat relevan dengan amanat penegakan hukum dan
pengelolaan negara yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan kini menjadi
tuntutan dan harapan banyak orang. Untuk itu, reformasi birokrasi
pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Good governance pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan
mengenai pengaturan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
di daerah antara pemerintah, masyarakat madani (civil society)
dan sektor swasta. Dalam suatu kesepakatan, kejujuran menjadi
kata kunci yang utama. Karena itu, Pakta Integritas (janji kejujuran)
menjadi penting untuk mewujudkan komitmen bersama. Dengan
kata lain, Pakta Integritas akan menjadi operasionalisasi komitmen
untuk menerapkan good governance.

Ditandatanganinya naskah dan dokumen Pakta Integritas di
Kabupaten Solok merupakan tindaklanjut dari komitmen bersama
yang disepakati organisasi masyarakat sipil, kalangan pengusaha,
dan pemerintah Kabupaten Solok untuk memerangi korupsi yang
sistemik. Komitmen ini merupakan buah kesepakatan bersama
para peserta Konferensi Internasional Anti Korupsi (ICAC —
International Conference on Anti Corruption) di Seoul, pada bulan
Mei 2003 dari delegasi Indonesia. Komitmen tersebut juga berisi
kesepakatan untuk membuat pilot proyek anti-korupsi melalui
implementasi Pakta Integritas. Pakta Integritas di Kabupaten Solok
adalah salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut yang
terutama mengatur mekanisme proses pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Pakta Integritas sendiri sejatinya bukanlah satu-satunya program
yang dijalankan pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka
penerapan good governance. Beberapa program pemerintah
Kabupaten Solok yang diproyeksikan dalam rangka penerapan
prinsip-prinsip good governance, antara lain: Pos pelayanan satu
pintu (Posyantu), Pola Partisipatif, Revolving Fund, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dana Alokasi
Umum Nagari (DAUN), Pakta Integritas, Giro to Giro, Performance
Agreement, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Tunjangan Daerah.
Namun begitu, diantara program-program tersebut, Pakta Integritas
merupakan terobosan yang paling menonjol sehingga program ini
sering dipandang sebagai trademark-nya Kabupaten Solok.

Eksperimen good governance di Kabupaten Solok melalui
penerapan Pakta Integritas merupakan fenomena penting dan
menarik. Di tengah gencarnya perang melawan tindak korupsi
melalui cara-cara represif, Pakta Integritas justru menawarkan
model lain yang lebih persuasif dan preventif melalui sistem
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Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen
Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kerlenger, N Fred, 1973. Foundation of Behavioral Research,
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Ada beberapa saran agar arah dan agenda Pakta Integritas ke depan
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, antara lain: mengubah
pola pikir, memperbarui komitmen dan keteladanan, melakukan
sosialisasi secara massif, melakukan pengawalan dengan
mengefektifkan pengawasan, merealisasikan pembentukan Komisi
Transparansi, memberikan penghargaan dan hukuman, serta
mengupayakan replikasi dan jejaring integrity of island.

Rekomendasi

Untuk pemerintah pusat: Meskipun Pakta Integritas memiliki
prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan amanat penegakan
hukum dan pengelolaan negara yang bersih, akuntabel, dan
transparan, namun sejatinya belum ada peraturan spesifik yang
mengatur pelaksanaan Pakta Integritas di tingkat nasional, kecuali
dalam lampiran Keppres No.80 Tahun 2003. Oleh karena itu,
pemerintah seyogyanya menyiapkan perangkat legal-formal agar
pelaksanaan Pakta Integritas yang kini sudah mulai ‘mewabah’ di
sejumlah daerah akan mendapatkan landasan hukum yang kuat.

Untuk pemerintah daerah Kabupaten Solok: Pemerintah Kabupaten
Solok sebagai pioneer dalam pelaksanaan program Pakta Integritas
juga masih memiliki persoalan mendasar terkait perangkat legal-
formal sebagai landasan hukum pelaksanaanya. Ini tampak antara
lain dari munculnya polemik mengenai Komisi Transparansi yang
hingga kini masih menggantung. Persoalannya bisa jadi karena
adanya multi tafsir terhadap amanat Perda No.5 Tahun 2004 atau
perlunya peraturan lain yang lebih bersifat operasional, seperti
Surat Keputusan (SK) Bupati, dan lain-lain. Namun tampaknya,
komunikasi yang baik dan intensif antara legislatif dan eksekutif
akan menjadi kunci utama terpecahkannya persoalan ini.
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Untuk TI-Indonesia dan jaringannya: Sebagai daerah pertama
yang melakukan eksperimentasi Pakta Integritas, Kabupaten
Solok perlu mendapatkan “pengawalan” tersendiri dari berbagai
pihak, terutama dari TI-Indonesia sebagai penopang utamanya.
Sustainabilitas Pakta Integritas di Kabupaten Solok menjadi
penting untuk terus dikawal karena munculnya beragam
kekhawatiran seputar keberlanjutan pelaksanaan Pakta Integritas
di Kabupaten Solok. Jika sebagai pilot project saja Kabupaten
Solok gagal, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi daerah-
daerah lainnya. Karena itu pilihannya adalah perlu ada penguatan
kembali agar prestasi yang pernah diraih Kabupaten Solok bisa
dijaga dan dipertahankan. Bahkan, fenomena posistif yang sudah
tampak di Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi ’virus’
yang mewabah ke daerah lainnya. Dengan begitu, Pakta Integritas
dapat menjadi issu nasional yang massif, sekaligus dapat
memperluas “pulau integritas’ dalam rangka memperbaiki citra
bangsa Indonesia dalam gerakan anti-korupsi.
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Lampiran-2: Contoh naskah PI

Komitmen para pejabat dan pegawaidibawah jurisdiksi
Pemerintah Kabupaten Solok
Untuk Pelaksanaan sistem Integritas
Dalam rangka pelayanan prima

Saya yang bertanda tangan dibawah ini (NAMA-NAMA
pejabat/pegawai KAB. SOLOK) pada hari ini (HARI/TANGGAL)
bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan
pelaksanaan sistem integritas di lingkungan pemerintah kabupaten
Solok akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).

2. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian baik
secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat
mengira, bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai
hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan
saya atau pekerjaan saya.

3. Tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi secara
langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan,
atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira,
bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal
yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan
saya atau pekerjaan saya.

4. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan
pembayaran, tanggal yang tertera dalam format tetap
sebagaimana tertuang dalam format baku akan dilaksanakan
sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan
tersebut.

138

Transparency International (Berlin): The Integrity Pact. The
Concept, the Model and the Present Applications. A Status Report,
as of December 31st, 2002.

Perundang-undangan

TAP MPR No.VI Tahun 2001

TAP MPR No.VIII Tahun 2001

Undang-Undang No.31 Tahun 1999

Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Undang-Undang No.30 Tahun 2002

Keppres No.80 Tahun 2003 dan beberapa aturan perubahannya,
yaitu: Peraturan Presiden RI No.61 Tahun 2004, Peraturan Presiden
RI No.32 Tahun 2005, Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2005,
Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006, Peraturan Presiden RI
No.79 Tahun 2006, Peraturan

Presiden RI No.85 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden RI No0.95
Tahun 2007.

Inpres No.5 Tahun 2004

Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004

Sumber Media

Indo Pos, Senin, 27 Sept 2004.

Kompas Minggu, 10 Oktober 2004.

Media Indonesia, 6 November 2007.

Newsletter TRANSPARANSI No.02/2008.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Solok
http://sumbar.bps.go.id

http://www.indopos.co.id/index.php? act=detail c&id=132089
http://www .perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php.
http://www.solok.go.id/intergritypact.html.
http://www.solok.go.id/HTML/selayangpandang.html
http://www.ti.or.id/pusatdata/35/tahun/2006/bulan/11/tanggal/10/id/1916/

135



Wawancara

Wawancara dengan Hani Yulianto, Senin 17 Maret 2008.
Wawancara dengan Hilda Osmawati Ubani, Rabu 19 Maret 2008.
Wawancara dengan Abu Hanifah di Jakarta, Kamis 20 Maret 2008.
Wawancara dengan Masnur Adam di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.
Wawancara dengan Gusfirman di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.
Wawancara dengan Syarul Wirda di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.
Wawancara dengan Afrizal di Solok, Sabtu 22 Maret 2008.
Wawancara dengan Buspadewar Dt. Kayo di Kabupaten Solok, Sabtu 22 Maret
2008.

9. Wawancara dengan Ilyasmadi di Solok, Minggu 23 Maret 2008.
10. Wawancara dengan Masber di Solok, Minggu 23 Maret 2008.

© 9 N B WD —

11. Wawancara dengan Elyunus Asmara di Solok, Minggu 23 Maret 2008.

12. Wawancara dengan Andy Rastika di Solok, Senin 24 Maret 2008.
13. Wawancara dengan Gusmal Datuk Rajolelo di Solok, Senin 24 Maret 2008.

14. Wawancara dengan Gamawan Fauzi di Padang, Senin 24 Maret 2008.

15. Wawancara dengan Edi Indrizal di Padang, Selasa 25 Maret 2008.

16. Wawancara dengan Saldi Isra di Padang, Selasa 25 Maret 2008.

17. Wawancara dengan Budihardjo Hardjowiyono di Jakarta, Senin 28 April 2008.

18. Wawancara dengan Rizal Malik di Jakarta, Rabu 14 Mei 2008.

19. Wawancara dengan Armen Muhamad di Probolinggo, Jumat 20 Juni
2008.

136

Lampiran-1: Daftar Informan

No| Waktu Nama Lembaga/ Kontak
Jabatan
1. | 17 Maret 2008 |  Heni Yulianto Program Manager TI | 08121855673
hyulianto@ti.or.id
2. | 19 Maret 2008 |  Hilda Osmawati Ubani | Ketua DPRD 08126603174
Kabupaten Solok
3. | 20 Maret 2008 [  Abu Hanifah Anggota DPRD 08126638899
Kabupaten Solok
4. |22 Maret 2008 | Masnur Adam, BA Aktivis Perempuan 081363360017
“Bundo Kandung” | 0755-7707118
5. H. Gusfirman Ketua GAPENSI 08116608256
Kabupaten Solok
6. Syahrul Wirda, MM Ketua MUI/Kepala 081363496598
Depag Kab. Solok 0755-20046
7. Afrizal Ketua Kelomp. Tani | 081374371648
Karamuntiang Jaya
8. Buspadewar Dt. Kayo | Wali Nagari Solok 08126614780
9. |23 Maret 2008 [ Ilyasmadi APPI/Wartawan 081363436597
10. Masber Ketua GAPEKNAS [ 081363619310
Kabupaten Solok
11. Elyunus Asmara Koordinator APPI 085215811196
081363486941
12.] 24 Maret 2008 |  Andy Rastika Kepala KPUP 08126612818
Kabupaten Solok
13. Gusmal Dt. Rajo Lelo | Bupati Solok 0811660325
08126766123
14. Gamawan Fauzi Gubernur Sumbar 0811664477
08126636622
15.] 25 Maret 2008 | Saldi Isra Fakultas Hukum 08126619853
UNAND Padang
16. Edi Indrizal Fakultas Sospol 08126622829
UNAND Padang 0751-8210397
17.1 28 April 2008 | Budihardjo Direktur Eksekutif 0811861643
Hardjowiyono IPW
18.] 14 Mei 2008. | Rizal Malik Sekjen TII 021-7208515
19.1 20 Juni 2008 Armen Muhamamd Field Officer TII HP: 0819 7564122
Sumatera Barat fo_solok@yahoo.com

fo.sumber@ti.or.id
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untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap
kebehasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a,b.c dan d diatas, maka perlu diatur
prosedur tentang transparansi dan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat :

1.
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembnetukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Pembentukan Propinsi
Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor25);
Undang-undang Nomor 7 Thaun 1971 tentang Ketentuan -
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun1971
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kebebasan
Mengemukakan Pendapat (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

10.

I1.

Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan
diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan dibawah
wewenang saya.

Ketika melaksanakan tugas dan wewenang saya selama
pelaksanaan dan bahkan setelah penyelesaian program sistem
integritas, saya tidak akan membiarkan situasi apapun yang
bertentangan dengan berfungsinya sistem Integritas.
Saya yang terlibat dalam proses, evaluasi, pembuatan, dan
pelaksanaan pelayanan publik akan mengungkapkan
“pertentangan kepentingan (conflict of interest)” yang terkait
dengan kegiatan tersebut, aset pribadi dan keluarga saya
(sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak ikut dalam
pengambilan keputusan,dan untuk memecahkan masalah itu;
saya meminta kepada atasan untuk dapat memberikan
rekomendasi.

Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin
ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi
yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan
yang berada didalam kewenangan saya.

Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun
tertulis kepada Tim Pengelola Pengaduan, apabila ada
pengaduan yang menyangkut diri saya atau pun organisasi
dibawah tanggung jawab saya.

Saya bersedia dengan kemampuan saya untuk memberikan
bantuan/dukungan kepada pengungkap/saksi yang
menyangkut dengan pengungkapan adanya praktek suap,
KKN ataupun yang sejenis di bawah wewenang saya.
Saya dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki
melaksanakan sanksi dan insentif/disinsentif bagi pengungkap
suap/KKN atau pelanggar pakta integritas dibawah wewenang
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Lampiran-3: Perda Kabupaten Solok No.5 Tahun 2004
saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERDA KABUPATEN SOLOK
_ T NOMOR 5 TAHUN 2004
Demikian pernyatan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.
Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas TENTANG

ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi
serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

Kami yang berjanji Atasan BUPATI SOLOK
Menimbang :
Nama-Nama Nama
. Dan Jabatan . Jabatan a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, sejalan
(periksa pada lembar terpisah) dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka terhadap

penyelenggaraan pemrintahan, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan diperlukan adanya transparansi dan partisipasi
masyarakat;

b. bahwa Pemeritahan Kabupaten Solok merupakan Organsasi
publik yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan diawasi
oleh Lembaga Legistatif yang senantiasamenerbitkan kebijakan-
kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung;

c. bahwa dalam pengamabilan kebijakan yang berdampak langsung
maupun tidak langung kepada masyarakat, wajib mengikutkan
/ melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat
untuk secara terbuka menyampaikan aspirasinya;

d. bahwa keterlibatan / partisipasi masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam kebijakan publik, akan
membangun kemintraan antara pemerintah dan masyarakat
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

serta lembaga-lembaga yang menerima dan menggunakan dana
dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah Lembaga Independen
yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa melalui proses
mediasi dan atau ajudikasi yang berkait dengan hak setiap
orangatas informasi di Daerah;

Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pegawai negeri sipil
/pejabat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap
penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
informasi dilembaga masing-masing;

Pemohon atau peminta informasi adalah setiap masyarakat dan
subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum
yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam peraturan
daerah ini;

Masyarakat adalah orang perorang, anggota masyarakat,
kelompok masyarakat , yang bersifat sosiologis, fungsional
serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten
Solok yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah;

Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap
warga atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
serta pembinaan masyarakat;

Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan ketentuan dan
pedoman dalam penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah,
KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan;

21. Sengketa Informasi adalah perselisihan antara pemohon/peminta
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informasi dengan Badan Publik atauPejabat Dokumentasi dan

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);

10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Negara Tahun 1999Nomor 166, Tambahan Lembaraan Negara
Nomor 3887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3660);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keunagan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70);

17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG
TRANSPARANSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISAPASI
MASYARAKAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;
1. Daerah adalah Kabupaten Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok;
4. DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Solok;
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10.

I1.

12.

13.

14.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Solok;
Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak
mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
sampai hasil audit;

Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem
pelasanaan pemerintahan yang transparan, yang ciri-cirinya
adalah kesediaan untuk memberikan informasi yang benar dan
terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain;
Prosedur adalah urutan langkah-langkah mulai dari proses
perencanaan sampai selesainya pelaksaaan dari setiap kegiatan;
Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan
Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta lembaga-lembaga
lainnya yang menggunakan dana pemerintah;

Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu
keputusan, rekomendasi, kebijakan;

Rapat Kebijkan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah
Daerah, DPRD, BUMD, BUMN, asosiasi /himpunan, yang
berdampak pada warga Kabupaten Solok;

Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-
fakta, data ataupun opini dengan mengunakan media dalam
bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual;
Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat
dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan
sendirinya dalam bentuk format apapun, atau persyaratan lisan
pejaba badan publik yang berwenang, yang dihasilkan, dikelola,
atau dihimpun dari sumber -sumber lain, sehingga dimiliki oleh
suatu badan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
Badan publik adalah penyelenggara pemerintahan di Daerah,
Legistatif dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan dana
atau melakukan perjanjian pemberian kerja dengan pemerintah
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b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan
di tingkat eksekutif, proses penganggaran sampai penetapan
APBD;

c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

d. Informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan
samapi pada hasil penetapan tata ruang;

e. Pelasanaan proyek pembangunan baik fisik maupun nonfisik
dari hasil pengalokasian kegiatan, pengalokasian dana,
penunjukan panitia lelang dan proses lelang sampai pemenang
lelangdisampaikan kepada masyarakat;

f. Proses Pengawasan dimulai dari perencanaan objek yang
diawasi, pelaksanaan samapi hasil audit;

g. Nama badan publik terkait;

h. Struktur Organisasi serta tugas pokok dan fungsi badan
publik;

1. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan proses
administrasi yang dilakukan sesuai dengan kewenagan yang
dimiliki;

j. Prosedur dan tata cara untuk mendapat informasi publik di
badan publik yang bersangkutan;

Kewajiban penyebarluasan informasi sebagimana dimaksud

pada ayat(1) dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami

oleh masyarakat dan dengan cara yang dapat menjamin
masyarakat luas mudah menjakau dan mendapatkannya.

Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh

Pemerintah Daerah maka kewajiban transparansi harus

dicantumkan dalam kontrak keja kerja atau kesepakatan yang

dibuat tersebut.

Tata cara penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud

ayat (3) dan (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah Pasal

6 Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi

22.

23.

Informasi dan Sengketa ini terjadi apabila adanya pengaduan
dan atau keberatan dari pemohon/peminta informasi;
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi Publik
antara Badan Publik dan pemohon/peminta informasi melalui
Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai
pihakketiga yang netral dan tidak memihak untuk membantu
memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan
cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan
kedua belah pihak yang bersengketa;

Ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa informasi publik
antara Badan Publik dan Pemohon/peminta informasi melalui
Komisi Transparansi dan Partisipasi yang bertindak sebagai
pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik
dengan cara mengeluarkan putusan setelah mendengar,
memeriksa dan menganalisis fakta-fakta dan bukti-bukti yang
diajukan oleh keduabelah pihak;

BAB II
AZAS
Pasal 2
Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan atas azas:

Keterbukaan Timbal Balik, adalah Pemerintahan Daerah dan
Masyarakat saling memberi dan menerima serta menghargai
perbedaan pendapat;

Transparansi, adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat diketahui
oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan pengawasan;

Kepastian Hukum adalah dalam melaksanakan transparansi
dan partisipasi masyarakat harus dilandasi oleh aturan-aturan
formal;
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d. Kesimbangan, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi
masyarakat dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan yaitu
seimbang antara hak dan kewajiban;

e. Akuntabilitas, adalah pelaksanaan transparansi dan partisipasi
masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan;

BAB III
HAK DAN KEWAIJIBAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak

Pasal 3

Setiap Warga Masyarakat berhak:

a. Memperoleh informasi tentang kebijakan publik;

b. Berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan
publik;

c. Mendengarkan , mengetahui , megusulkan, mengikuti, menolak
dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan
publik;

d. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dalam rangka
proses transparansi dan partisipasi.

e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu
dalam perumusan/penyusunan kebijakan publik, yang meliputi;
a). Perumusan dan Penyusunan visi dan misi daerah;
b). Perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah (Rencana Srategi, Pola Dasar dan
Program Perencanaan Daerah), serta Program Perencanaan
Tahunan Daerah;
c¢). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d).Penyusunan dan revisi rencana tata ruang daerah;
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e). Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
suatu kebijakan atau program;

). Dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang
berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4
Masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya wajib berlaku tertif
dan mematuhi segala ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
INFORMASI YANG WAIJIB DIKETAHUI MASYARAKAT
Bagian Pertama
Penyampaian Informasi

Pasal 5
1. Setiap proses perumusan kebijakan dan hasilnya diinformasikan
kepada masyarakat, malalui media massa, media Daerah, Surat
kepada Camat, Wakil Nagari, Kerapat Adat, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan lainn yang terdapat

di Daerah.

2. Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan
kepada masyarakat adalah:

a. Informasi yang berkaiatan dengan proses perencanaan
pembangunan, perencanaan anggaran, pemanfaatan anggaran,
visi,misi, strategi pemangunan daerah, dan perencanaan
tahunan mulai dari tingkat nagari, kecamatan,maupun
kabupaten;
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2. Dokumen yang memuat tentang strategi pelasanaan
peperangan;

3. Data perkiraan kemampuan militer negara lain;

4. Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana
pengembangannya;

5. Keadaan pangkalan tempur;

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi

yang

1. Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perarawatan kesehatan
fisik, psikiatrik, psikologik seseorang;

2. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset, pendapatan,
rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalam
lembaran negara;

3. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan
dengan kapbilitas, intelektualitas, atau rekomendasi
kemampuan seseorang;

BAB YV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pelibatan Masyarakat
Pasal 11

Setiap warga masyarakat berhak berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan publik.

Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui
penyampaian pikiran dan pendapat ataupun audensi, melalui
surat, petisi, dengar pendapat, adan melalui orang pribadi,
organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kerapatan
Adat dan Bundo Kanduang.

sebagiamana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) tidak dicantumkan,
maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib
dan setiap aspek yang terkait dalam kontrak atau kerjasama
dapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum secara
menyeluruh.

Bagian Kedua
Ketersediaan Informasi
Pasal 7

Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.
Informasi sebagaiamana dimaksud ayat (1) meliputi antara
lain:

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaannya tidak termasuk informasi yang berada dalam
kategori pengecualian;

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan badan publik;

e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;

f. Pendapat-pendapat badan publik;

g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak
dan kewajiban masyarakat;

h. Laporan mengenai akses informasi publik diatur dalam
peraturan daerah ini;

Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui

mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam peraturan
daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimasukan dalam
daftar informasi yang wajib yanmg tersedia sebagaimana diatur

dalam ayat (1).

o
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Pasal 8

Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap

badan publik wajib mendokumentasikan dan menyampaikan

laporannya kepada Kepala Daerah dengan tembusannnya

disampaikan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Berdasarkan tembusan laporan sebagaimana dimaksud ayat

(1), oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi setiap 3 (tiga)

Bulan sekali rekapnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan

DPRD

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat terbuka umum

yang memuat hal-hal sebagai berikut

a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh badan publik;

b. Jumlah permintaan informasi yang diterima ;

c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenubhi setiap
permintaan informasi;

d. Jumlah penolakan permintaan informasi;

e. Alasan penolakan permintaan informasi;

Pasal 9

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang jelas, cepat,
tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik wajib:

a.
b.
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Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi;
Membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat
mewujudkan ketersediaan dan pelayanan secara jelas, capat,
tepat waktu, murah dan sederhana;

Bagian Ketiga
Informasi Yang Dikecualikan
Pasal 10

Setiap badan publik wajib membuka akses informasi bagi setiap

orang untuk mendapatkan informasi publik

kecuali :

a.

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu

informasi publik yang :

1. Mengungkapkan identitas informan pelapor pengadu, saksi

, dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;

2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang
berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan
kriminal dan terorisme, atau;

3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak
hukum dan /atau keluarganya, atau;

4. Membahayakan keamanan peralatan sarana/ prasarana
penegakan hukum;

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

orang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas

kekayaaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha

yang tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang

merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

1. Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan
keamanan negara dalam kaitannya dengan ancaman luar
negeri;
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Seluruh rapat DPRD pada dasamya terbuka untuk umum.
Yang dimaksudkan dengan rapat DPRD adalah semua rapat
yang diselenggarakan dalam lingkungan DPRD, yang
meliputi; Rapet Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran,
Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi,
dan Rapat Panitia Khusus serta Rapat dengar pendapat
Rapat-rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya mempunyai
jadwal yang jelas minimal 2 minggu sebelumnya dan harus

Untuk Penyampaian pikiran dan pedapat sebagaimana

dimaksud ayat (2) disusun mekanismenya sebagai berikut :

a. Pengumuman kebijakan publik yang akan diambil dan
penyampaian konsepnya kepada masyarakat luas secara
efisien dan efektif

b. Penyampaian jadwal dan agenda perumusan kebijakan
publik yang akan diambil, serta prosedur dan media
penyampaian aspirasi;

diumumkan melalui papan pengumuman DPRD, media c. Periode dan mekanisme tanggapan masyarakat;
massa dandisediakan humas DPRD. d. Periode penyampaian aspirasi masyarakat;

4. Risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota e. Periode perumusan tanggapan masyarakat;
DPRD, Pemerintah Daerah dan bagi masyarakat yang f. Penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang
membutuhkan. memberikan pendapat atau aspirasi;

g. Periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat

BAB VII terhadap tanggapan yang diberikan;
PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN h. Periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan
Bagian Pertama pengaduan karena tidak dilakukannya pelibatannya

masyarakat;

Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan 1. Periode perumusan kebijakan final dan hasilnya;
Pemerintah Daerah j. Periode perumusan kebijakan publik di DPRD dengan
Pasal 16 melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi
masyarakat dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;

1. Rapat di lingkungan pemerintah daerah jika menyangkut k. Kesempatan akhir masyarakat untuk menyampaikan
kebijakan publik harus merupakan rapat terbuka untuk umum. aspirasinya dalam pembahasan di DPRD

2. Apabila ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau 1. Penetapan kebijakan publik;
propinsi, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikan m. Pengumuman kebijakna publik;
melalui media massa dan disediakan informasinya melalui n. Sosialisasi Kebijakan publik;

Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah untuk dapat diakses
oleh masyarakat. Pasal 12
3. Rapat-rapat pemerintah baik pusat maupun pemerintah

Propinsi yang diselenggarakan di Daerah, apabila tidak diatur
secara khusus oleh pemerintah pusat dan propinsi diperlakukan

1. Agar partipasi masyarakat dapat berjalan efektif, Pemerintah
Daerah dan DPRD wajib mengumumkan secara luas dan
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terbuka prosedur pelibatan masyarakat secara menyeluruh.
. Tenggang waktu pengumuman dan jadwal masyarakat untuk
menyampaikan partisipasinya,

sebagaimanadimaksud ayat (1) diatur sedemikian rupa,
sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan,
baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan.
. Terhadap perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan
publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala,
seperti pembahasan APBD , dan lain-lain jadwal waktu
penyampaian partisipasi disampaikan setiap tahun.
. Terhadap proses perumusan dan penetapan kebijakan publik
tahunan yang tidak terprogram secara pasti, pengumuman
jadwal waktu pelibatan masyarakat dilakukan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimulai;
. Dalam hal keadaan darurat seperti terjadi bencana alam dan
lain-lain yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat,
maka alasan-alasan diambilnya keputusan tersebut harus
diinformasikan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah
keputusan diambil.

Bagian Kedua
Dokumentasi Proses Partisipasi
Pasal 13

. Semua dokumen terkait dnegan proses pelibatan masyarakat
seperti konsep dan hasil final kebijakan publik, publikasi
prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat, bukti
pendapat masyarakat, tanggapan terhadap pendapat
masyarakat, keberatan masyarakat terhadap keberatan yang
diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus
didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk
umum.

2. Badan Publik atau Instansi terkait wajib menyerahkan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada suatu lembaga
dokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.

BAB VI

PROSEDUR YANG WAIJIB DIINFORMASIKAN KEPADA

MASYARAKAT

Bagian Pertama
Prosedur Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 14

Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum
harus dilakukan dengan transparan dan partispatif, dimulai
dad Musyawarah Nagari, lokakarya kecamatan, lokakarya
daerah, sampai pada rencana penyusunan anggaran,
perencanaan tata ruang / tata guna lahan, sertaprosedur
pemanfaatan asset daerah harus ditetapkan secara transparan
dan partisipatif dengan maksud meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh,
badan publik di lingkungan pemerintahan daerah dan non
pemerintahan berkewajiban membuat pertimbangan
pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) setidak-
tidaknya memuat pertimbangan ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbangan
pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam
pengambilan suatu kebijakan;

Bagian Kedua
Prosedur Dalam Lingkungan DPRD
Pasal 15
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Transparansi dan Partisipasi.

Apabila tanggapan atasan pejabat sebagaimana dimaksud
ayat (1) Tidak memuaskan pemohon, maka upaya keberatan
dapat diajukan kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi
sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengaduan
Pasal 22

. Setiap anggota masyarakat berhak mengajukan terhadap;

a. Tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;

b. Tidak pernah atau Tidak diberi kesempatan menyampaikan
pendapat;

c. Tidak pernah ada tanggapan terhadap pendapat yang
disampaikan;

d. Tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan;

e. Tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.

Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan

kepada Kepala Daerah melalui Komisi Transparansi dan

Partisipasi.

. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan

dimaksud ayat (2) pasal ini, Komisi Transparansi dan
Partisipasi meneliti pengaduan tersebut dan kemudian
disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait.
Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan
yang disampaikan Komisi Transparansi dan Partisipasi
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pimpinan Unit Kerja dan
atau Badan Publik hangsmemberikan tanggapan kepada pihak
yang mengajukan pengaduan dengan tembusan kepada Komisi
Transparansi dan Partisipasi.

sama dengan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.

4. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya
dengan kepentingan umum, maka rapat tersebut harus
melibatkan unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan DPRD
Pasal 17

1. Rapat di lingkungan DPRD membahas kepentingan publik
harus melibatkan masyarakat umum secara aktif.

2. Mekanisme Rapat DPRD' sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatur dalam Tata Tertib DPRD.

3. Dalam rapat terbuka untuk umum jika bukan rapat dengar
pendapat atau konsultasi publik maka masyarakat dapat
hadirtetapi tidak dapat memberikan masukan atau pendapatnya.

4. Segala bentukkeputusan dan laporan harus dapat diakses oleh

masyarakat.
Bagian Ketiga
Proses Pengambilan Kebijakan Dalam Lingkungan Badan Usaha
Milik Daerah
Pasal 18

1. Dalam melaksanakan rapat yang berkaitan dengan pemanfaatan
fasilitas umum harus melibatkan seluruh unsur yang ada di
dalam masyarakat

2. Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan
secara aktif disediakan dan dapat disampaikan kepada
masyarakat;

3. Pemberlakuan kebijakan BUMN dan BUMD, berupa aspek-
asp prosedur, pengambilan keputusan wajib diinformasikan
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disosialisasikan kepada masyarakat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tersebut
diatas juga berlaku bagi organisasi pemerintah dan badan
usaha milik swasta.

BAB VIII

PROSEDUR MENDAPATKAN INFORMASI, PENGAJUAN

KEBERATAN DAN PENGADUAN
Bagian Pertama

Prosedur

Pasal 19
Permintaan informasi dari masyarakat tidak perlu
mencantumkan kepentingan mendapatkan informasi.
Pemenuhan permintaan informasi oleh masyarakat harus
dapat diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu)
minggu setelah permintaan.
Apabila dalam 1(satu) minggu belum dapat dipenuhi maka
dapat dipenuhi paling lambat satu minggu setelah itu dengan
ketentuan bahwa pejabat badan publik yang bersangkutan
harus memberitahukan terhadap belum dapat dipenuhinya
permohonan dalam tenggang waktu 1(satu) minggu.

Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 20

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan

dalam hal:

a. Tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan
perumusan kebijakan publik;

b. Ditolaknya permintaan informasi, kecuali sebagaimana
diatur dalam Pasal 10;

c. Tidak tersedianya informasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5;

d. Tidak dipenuhinya p rmintaan informasi, tanpa dilandasi
peraturan yang beraku;

e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya;

f. Pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang
beraku;

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 ayat (3)

Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menutup kemungkinan pemohon dan pejabat terkait untuk

menyelesaikan permasalahan/keberatan tersebut secara

musyawarah apabila dikehendaki kedua belah pihak dan

hasilnya secara tertulis disampaikan kepada Komisi

Transparansi dan Partisipasi.

Pasal 21

Keberatan diajukan kepada atasan dan pejabat dokumentasi
dari informasi terkait secara tertulis yang ditembuskan kepada
Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan
alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1).
Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberi tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan
tersebut.

Apabila tanggapan atasan pejabat badan publik sebagaimana
dimaksud ayat (1) tetap pada sikap dan putusan sebagaimana
yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai
dengan alasan-alasan tertulis, yang ditembuskan kepada Komisi
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a. Telah habis masa jabatannya;

b. Mengundurkan diri, atau;

c. Meninggal dunia

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diberhentikan

sebelum habis masa jabatannya oleh Kepala Daerah atau

persetujuan DPRD apabila:

a. Terbukti telah melakukan tindak pidana, yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 1
(satu) tahun penuh;

c. Tidak mengikuti rapat penyelesaian sengketa berturut-turut
sebanyak 6 (enam) kali rapat sidang Anggota Komisi
Transparansi dan Partisipasi dapat diberhentikan sementara
apabila sedang berada dalam proses penyidikan pidana
yang diancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih.
(4) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf b dan ¢ dilaporkan
oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi kepada Kepala
Daerah secara tertulis dengan tembusan kepada ketua
DPRD.

Pasal 29

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi yang berhenti
sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf b dan c dilakukan
penggantian berdasarkan hasil musyawarah anggota Komisi
Transparansi dan Partisipasi dengan berpedoman kepada rangking

hasil seleksi DPRD.
Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi
Pasal 30
166

5. Apabila tanggapan tersebut tidak memuaskan pihak yang

mengajukan pengaduan, maka yang bersangkutan dapat
menyampaikan pengaduannya kepada Komisi Transparansi
dan Partisipasi paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggapan
diterima.

Dalam waktu 10 hari setelah menerima keberatan dari pihak
yang menerima pengaduan, Komisi Transparansi dan Partisipasi
setelah melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah dapat
mengundang para pihak untuk melakukan musyawarah dalam
menyelesaikan sengketa atau masalah tersebut.

BAB IX
KOMISI TPANSPARANSI DAN PARTISIPASI
Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 23

. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (6) dibentuk Komisi
Transparansi dan Partisipasi.
Komisi Transparansi dan Partisipasi berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 24

Komisi Transparansi dan Partisipasi terdiri dari 5(lima) orang
anggota.

Komisi Transparansi dan Partisipasi dipimpin oleh seorang
Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang
sekretaris merangkap anggota.
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Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi
Transparansi dan Partisipasi.

Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan
musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi
Transparansi dan Partisipasi, apabila tidak tercapai kesepakat
dilakukan pemungutan suara.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi dan
Partisipasi dan Partisipasi didukung oleh staf sekretariat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi dan
Partisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat syarat sebagai
berikut:

a
b
c
d.
e.
f
g
h
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. Warga Negara, Indonesia berusia minimal 25 Tahun.
Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan minimal strata 1 (S1)

Memiliki Integritas dan tidak sedang terpidana.
Tidak sedang menjadi Anggota Pengurus partai politik.
Bukan anggota TNI/POLRI atau PNS aktif.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih kecuali
jika dipidana dengan alasan pertentangan Ideologis dan
politik.

Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan
kebijakan publik. Bersedia bekerja penuh waktu.

Pasal 26

Untuk menetapkan calon anggota Komisi Transparansi dan
Partisipasi dibentuk panitia seleksi calon yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah panitia seleksi calon Komisi terdiri dari unsur legislatif,
eksekutif, Lembaga Swadya Masyarakat, Bundo Kanduung,
Perguruan Tinggi, dan LKAAM yang jumlah maksimal 7
orang.

Calon anggota Komisi yang diajukan berdasarkan hasil seleksi
maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang yang disertai dengan
keterangan dan penjelasan tertulis.

Pasal 27

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerali atas usulan masyarakat
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
DPRD memilih calon anggota Komisi Transparansi dan
Partisipasi yang diusulkan setelah melakukan konsultasi publik
yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
Pilihan DPRD wajib disertai penjelasan.

Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3)
dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi diangkat setiap
(tiga) tahun sekali dan tidak dapat diangkat kembali untuk
period berikutnya.

Pasal 28

Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi berhenti dari
jabatannya karena:
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dan Partisipasi, maka sengketa informasi dinyatakan selesai
dan hasilnya oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi
dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh
kedua belah pihak dan Komisi Transparansi dan Partisipasi.

Pasal 35

Apabila proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat

(2) tidak diapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya

dilakukan melalui proses Ajudikasi.

Proses ajudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

melalui beberapa tahapan, sebagai berikut

a. Menetapkan jadwal penyelesaian sengketa.

b. Mengundang para pihak yang bersengketa untuk datang
pada suatu hari dan tanggal yang ditentukan guna
memberikan keterangan mengenai duduk persoalan atau
sengketa yang terjadi.

c. Melakukan dialog dengan para pihak.

d. Mengumpulkan data dan fakta serta bukti-bukti terhadap
hal yang disengketakan.

e. Mendengarkan keterangan saksi (kalau ada).

f. Melakukan Analisis terhadap data dan fakta serta bukti-
bukti yang diajukan oleh para pihak.g. Kesimpulan hasil
proses penyelesaian sengketa.

h. Mengeluarkan Putusan hasil penyelesaian sengketa.

Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud ayat (2) mulai dari huruf b sampai dengan huruf

h dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

1. Komisi Transparansi dan Partisipasi mempunyai tugas:
a. mengawasi dan memfasilitasi proses transparansi dan
partisipasi;
b. memfasilitasi proses penyelesaian sengketa/ masalah yang
berkaitan dengan transparansi dan partisipasi;
c. mempublikasikan dan menyediakan informasi tentang
kegiatan yang herhuhungan dengan transparansi dan
partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penyelesaian sengketa/ masalah yang berkaitan dengan
transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan
dilakukan melalui proses mediasi dan ajudikasi Setiap
penyelesaian sengketa / masalah sebagaimana dimaksud ayat
(2), Komisi Transparansi dan Partisipasi wajib membuat Berita
Acara,

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 30 Komisi
Transparansi dan Partisipasi mempunyai fungsi:

a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan put
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b. Mengkaji, mendorong dan mengembangkan kapasitas badan
publik untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi.

c. Memantau pelaksanaan dan efektifitas dan Peraturan Daerah
ni;

d. Memantau transparansi dan partisipasi proses pembuatan dan
pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku.

e. Memantau pelaksanaan kebijakan publik.

f. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat
dan pelaksanaan kewajiban badan publik yang diatur dalam
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Peratur Daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempumaan
kebijakan tentang transparansi dan partisipasi dimasa
mendatang;
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak
ya berkepentingan mengenai berbagai permasalahan
menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik dalam
forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dalam acara
lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan/ Peraturan
perundang-undang yang berlaku
Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang
merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan
transparansi dan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan;
Melakukan Evaluasi terhadap mekanisme penyebarluasan
informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalip
tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait
dan memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi
lebih baik.
Bagian Keenam
Wewenang
Pasal 32

Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam menjalankan tugas dan
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fungsinya mempunyai wewenang:

Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyediaan dan pelayanan informasi pada badan publik
dengan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu;
Meminta data atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki
oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini;

Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan
badan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telah
dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai
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pihak terkait

Memfasilitasi penyelesaian masalah/ sengketa yang
menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi.
Memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik
tentang Penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang
ditembuskan kepada kepala daerah dan DPRD.

Pasal 33
Komisi Transparansi dan Partisipasi dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan
kepada Kepala Daerah.

. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari

a. Laporan penyelesaian kasus;

b. Laporan tahunan, yaitu laporan yang memuat Kinerja
Komisi dan Lembaga-Lembaga Publik lainnya yang
berhubungan dengan transparansi dan partisipasi.

BAB X
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 34

Penyelesaian sengketan informasi atau keberatan sebagaimana
dimaksud Pasal 21 ayat (5) dan pengaduan sebagaimana
dimaksud Pasal 22 ayat (6), dilaksanakan oleh Komisi
Transparansi dan Partisipasi melalui proses mediasi.
Dalam pelaksanaan proses Mediasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Komisi Transparansi dan Partisipasi mengundang
para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah
guna mencari kesepakatan kedua belah pihak.
Apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat menerima
hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Komisi Transparansi
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BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana

sebagimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) dapat

juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

ayat (1) dalam melakukan tugas penyidikan berwenang

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan.

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya
dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum
memberiktahukan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka dan keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan;

Pasal 36

Setiap penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
Pasal 34 dan Pasal 35 hasilnya dilaporkan oleh Komisi Transparansi
dan Partisipasi kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama

Sanksi Administratif
Pasal 37

Para pihak yang bersengketa dengan sengaja tidak memenuhi
atau melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi
Transparansi dan Partisipasi sebagaimana yang dimaksud
Pasal 35 ayat (2) huruf h, diberikan peringatan tertulis secara
berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
masing-masingnya selama 3 (tiga) hari.

Bagi Pejabat Publik/ Pegawai Neged Sipil pemberian peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Daerah selaku pembina Kepegawaian di Daerah.
Bagi pemohon informasi/ masyarakat pemberian peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Daerah selaku Pelaksana Peraturan Daerah.

Pasal 38
Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak peringatan ketiga (terakhir)

sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) ternyata peringatan
tersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak atau para pihak
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yang bersengketa, maka selanjutnya dilakukan proses
pemeriksaan atau penyidikan.

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan
oleh pejabat publik/ Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan
persetujuan Kepala Daerah dilakukan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh pemohon informasi/ masyarakat, maka
berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dilakukan penyidikan
yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik yang berwenang.

Sanksi Pidana
Pasal 39

Apabila berdasarkan haaaasil pemeriksaan Badan Pengawas
Daerah menyatakan bahwa pejabat publik sebagaimana
dimaksud Pasal 38 ayat (2) dengan sengaja melalaikan atau
tidak memenuhi atau tidak melaksanakan putusan yang
ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi maka
kepadanya dapat diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila pemohon informasi/ masyarakat dengan sengaja
melalaikan atau tidak memenuhi atau melaksanakan putusan
yang ditetapkan oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).

Setiap orang atau Badan Hukum dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau menggagalkan tugas Komisi
Transparansi dan Partisipasi sesuai dengan kewenangannya,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah).
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Barang siapa dengan sengaja melanggar kewajiban transparansi
dan menghalangi kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
Tindak pidana sebagimana dimaksud ayat (2), (3), dan ayat
(4) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 40

Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan keterangan
palsu, baik lisan maupun tulisan kepada Komisi Transparansi
dan Partisipasi diancam dengan pidana kurungan sebagimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum
menghancurkan, merusak, membinasakan, membuat sehingga
tidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segala
macam informasi
Bagian Keduapublik, diancam dengan hukuman pidana
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP).

Pasal 41

Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan
kewenangannya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, secara internal diatur dalam
Kode Etik Komisi Transparansi dan Partisipasi.
Kode Etik sebagaimana diamksud ayat (2) disusun oleh Komisi
Transparansi dan Partisipasi dan berlaku setelah disahkan oleh
Kepala Daerah.
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3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan
tentang:

a. Pemeriksaan tersangka;

Memasuki rumabh;

Penyitaan barang;

Pemeriksaan surat;

Pemeriksaan saksi;

. Pemeriksaan ditempat kejadian;

4. Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan
kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum Polisi

o oo o

Republik Indonesia.
BAB XIII
PERLINDUNGAN SAKSI
Pasal 43

1. Setiap orang yang memberikan informasi mengenai
pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini wajib
dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

2. Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1), memiliki hak-
hak sebagaimana diatur dalam undangundang perlindungan
saksi.

BAB XIV
ANGGARAN DAN BIAYA PENYEDIAAN INFORMASI
Bagian Pertama
Anggaran
Pasal 44
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Anggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Besarnya anggaran Komisi Transparansi dan Partisipasi yang
berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran
biaya operasional yang wajar dan pantas, diajukan setiap
tahun anggaran oleh Komisi Transparansi dan Partisipasi
kepada Kepala Daerah.

Biaya operasional yang ditanggung APBD sebagaimana
dimaksud ayat (2) meliputi biaya sekretariat, alat tulis kantor,
insentif anggota Komisi, biaya perjalanan dinas, dan biaya
operasional lainnya.

Bagian Kedua
Biaya Penyediaan Informasi
Pasal 45

Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang
yang meminta penjelasan dengan biaya pengadaan dan
pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang
berlaku secara umum.

Badan usaha/ perusahaan yang meminta informasi dapat
dikenakan biaya tambahan pencarian informasi selain biaya
sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

1. Komisi Transparansi dibentuk selambat-lambatnya 6 bulan
sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

2. Sebelum melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi dan
Partisipasi wajib menyusun Peraturan Tata Tertib Komisi
Transparansi dan Partisipasi.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Pada saat berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan
yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Agar setiap orang dapat menegetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 29 April 2004

BUPATI SOLOK
Dto.
GAMAWAN FAUZI

177



